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SAMBUTAN KETUA UMUM 
PENGURUS BESAR 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Assamu'alaikum Wr. Wb 


Yang terhormat, 

Ketua Pengurus Koordinator Cabang (РКС) PMII se-Indonesia 
Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII se-Indonesia 

Ketua Pengurus Komisariat PMII se-Indonesia 

Ketua Pengurus Rayon (PR) PMII se-Indonesia 


Sahabat-sahabat warga pergerakan PMII se-Indonesia yang kami banggakan. 


Alhamdulillah, atas izin dan Ridho Allah SWT, Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Ambon pada tanggal 18-22 November 2015 telah 
terlaksana dan menghasilkan beberapa keputusan organisasi. 


Terima kasih kepada semua Pengurus Besar PMII 2014-2016 yang telah bekerja keras 
menyelenggarakan MUSPIMNAS dengan baik. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat Maluku dan 
terkhusus Kota Ambon telah menjadi tuan rumah yang baik dan telah membantu mensukseskan 
MUSPIMNAS. Terima kasih juga kami sampaikan kepada peserta MUSPIMNAS yang telah 


memberikan sumbangsing pemikiran, energi, bahkan materi. 


MUSPIMNAS PMII merupakan forum musyawarah tertinggi kedua di organisasi kita (setingkat dibawah 
Kongres). Ini sesuai dengan pasal 28 ART PMII. Sehingga, produk-produk hukum yang menjadi 
keputusan di MUSPIMNAS Ambon adalah pedoman kita dalam menjalankan organisasi. 


Kepada semua struktur PMII mulai dari PB, PKC, PC, PK, dan PR untuk menggunakan hasil dan 
produk-produk hukum sesuai dengan hasil MUSPIMNAS Ambon sebagai panduan setiap langkah, 
gerak, dan pengambilan keputusan organisasi. 


PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang usianya sudah tidak muda lagi. Kita semua mempunyai 
tugas dan amanah dari para pendiri PMII untuk mengembangkan PMII. Tidak hanya secara kuantitas, 
namun secara kualitas. Banyak tantangan yang dihadapi oleh PMII, tidak hanya tantangan di level 


regional dan nasional, akan tetapi di level internasional. 


Saatnya semua kepengurusan di semua level PMII bersinergi dan bersama-sama membesarkan PMII. 
Mari kita “ngurusin” kaderisasi dengan serius. Mari kita ciptakan generasi-generasi berkualitas lahir dari 
PMII untuk bangsa dan negeri. 


Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk 
dan Ridho-Nya, dalam upaya kita untuk membesarkan organisasi kita tercinta, Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII). 


Inilah Kami Wahai Indonesia 
Tangan Terkepal dan Maju Kemuka 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Aminuddin Ma'ruf 
Ketua Umum 
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PERATURAN ORGANISASI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 02/МОЅРІММАЅ/2015 
Tentang : 


KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 
KETIGA 


a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia: 

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan 
Peraturan Organisasi Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia. 

1. Anggaran Dasar 

2. Anggaran Rumah Tangga 

3. Nilai Dasar Pergerakan 

Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 

Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 


Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia. 

Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


НК ыы 
Vai! ато ы Haris Wall 


Ketua Umt 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 03.31 WIT 


PIMPINAN 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


PENGURUS BESAR 


& 


PERATURAN ORGANISASI 
Tentang 
KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


ВАВ І 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Kaidah keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususn-ya yang berkenaan dengan ketentuan 
keanggotaaan: 


1. 


2. 


3. 


Yang dimaksud dengan Kaidah Keanggotaan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur 
segala sesuatu yang mengenai hal ikhwal keanggotaan. 

Yang dimaksud dengan anggota didalam Peraturan organisasi ini adalah sebagaimana 
pengertiannya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII. 

Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan organisasi ini adalah PMII. 


BAB II 
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA 


Pasal 2 
Hak Anggota 


Setiap anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghargaan, perlindungan dan 
pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi). 

Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan pembinaan dan 
pengembangan kepribadian, kecendekiaan dan kecaka pannya. 

Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan pendapat, 
gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab. 

Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memper oleh pengakuan dan 
penghargaan atas prestasi yang dicapainya. 

Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapakan 
perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungk inan yang dapat mengancam integritas dan 
keamanan dirinya. 

Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh 
pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahan- 
kesalahan yang bersifat prinsipil. 


Pasal 3 
Kewajiban Anggota 


Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syari'at Islam secara maksimal dan 
bertanggung jawab. 

Setiap anggota berkewajiban memenuhi semua ketentuan oranisasi secara maksimal dan 
bertanggung jawab. 

Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi secara profesional dan 
bertanggung jawab. 

Setiap anggota berkewajiban melakukan upaya-upaya pengembangan organ-isasi sesuai dengan 
kemampuannya. 


BAB III 
PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN 


Pasal 4 


1. Setiap anggota dan kader tidak dapat merangkap menjadi anggota dan peng gurus pada 
organisasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan mahasiswa yang azaz dan 
paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII. 

2. Setiap anggota dan kader tidak boleh merangkap menjadi anggota dan penggurus pada organisasi 
sosial politik dan sayap orgaisasi politik apapun. 

3. Setiap anggota dan kader PMII tidak boleh merangkap jabatan pada setiap jenjang level 
kepenggurusan di PMII. 


Pasal 5 


Perangkapan keanggotan sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas dapat 
dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan PMII. 


BAB IV 
PENGHARGAAN KEANGGOTAAN 


Pasal 6 
1. Penghargaan keanggotaan dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan/atau berjasa 
mengangkat citra mengharumkan nama organisasi. 
2. Penghargaan keanggotaan dianugerahkan oleh Pengurus Besar dan dapat diusulkan oleh 
Pengurus Cabang dengan atau tanpa rekomendasi dari Pen gurus Koordinator Cabang. 


Pasal 7 


Bentuk-bentuk dan tata cara penganugerahan tanda penghargaan keanggotaan diatur didalam 
Peraturan Organsasi atau produk hukum organisasi lainnya secara tersendiri. 


BAB V 
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 


Pasal 8 
Kategori Pemberhentian 


— 


Pemberhentian keanggotaan berlaku secara otomatis apabila anggota meninggal dunia. 

2. Pemberhentian keanggotaan secara terhormat dapat dilakukan atas permint aan anggota sendiri 
secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar. 

3. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terh adap anggota yang 
secara sengaja berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik agama, bangsa dan/atau 
organisasi. 

4. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota biasa yang 

merangkap dengan keanggotaan organisasi kemas yarakatan/organisasi kemasyarakatan pemuda 

mahasiswa dan organisasi partai sosial politik dan sayap organisasi partai politik yang azas, tujuan 
dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII. 


Pasal 9 
Wewenang Pemberhentian 


Pemberhentian keanggotaan hanya menjadi wewenang Pengurus Cabang dimana anggota 
tersebut terdaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang. 

Pemberhentian keanggotaan hanya dapat dilakukan setelah anggota tersebut dimintai 
pertanggungjawaban secara seksama dan dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu mahkamah 
yang khusus dibentuk untuk itu oleh Pengurus Cabang. 

Mahkamah sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas sekurang-kuran gnya terdiri dari 3 (tiga) 
orang dari Majelis Pembina Cabang dan atau alumni yang lain, yang dianggap mempunyai 
keahlian untuk itu. 

Proses pertanggungjawaban sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas dilakukan secara 
terbuka. 

Pengurus Cabang menyampaikan laporan secara tertulis mengenai keputu san pemberhentian 
keanggotaan kepada Pengurus Besar setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus 
Cabang. 

. Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian keanggotaan dinyatakan berlaku 
mengikat apabila dalam masa selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan 
Pengurus Cabang tersebut dan anggota yang diberhentikan tidak mengajukan surat permohonan 
naik banding. 


Pasal 10 
Prosedur Naik Banding 


. Anggota yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan per mohonan naik banding 

kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan 

Pengurus Cabang. 

Pengurus Besar dapat membentuk sebuah tim mahkamah tinggi untuk mengadili anggota yang 

diberhentikan pada tingkat kasasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang 

Mahkamah Tinggi. 

Dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) diatas, Pengu rus Koordinator 

Cabang/Pengurus Besar atau tim mahkamah yang diben tuknya dapat meminta keterangan dari 

seorang atau lebih saksi ahli. 

Keputusan Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar dapat men-gukuhkan, memperbaiki 

atau membatalkan Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian anggota tersebut. 

. Keputusan Mahkamah Tinggi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan ditetapkan 
dalam rapat pleno BPH PMII. 


ВАВ УІ 
PENUTUP 


Pasal 11 
Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini, akan diatur kemudian didalam peraturan 
organisasi atau produk hukum organisasi lainnya. 


Ketetapan ini diputuskan oleh Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 
Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkannya. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul :05.31 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


ССА = Arafat 


Ketua Sekretaris 
Q 
а: | ы Гуф 
Athik Hidayatul Ummah L.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota Anggota Anggota 


KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 03/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 
Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia: 
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar 
2. Anggaran Rumah Tangga 
3. Nilai Dasar Pergerakan 
Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 
Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan. 
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul :05.32 WIT 


PIMPINAN 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


PENGURUS BESAR 


aris Jenderal 


PERATURAN ORGANISASI 
TENTANG: 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


ВАВ І 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Permusyawaratan dalam organisasi PMII terdiri dari: 


Ce ON AP OS NYA 


Kongres 

Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) 
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) 

Konfrensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB) 
Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIMDA) 
Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) 

Konferensi Cabang (KONFERCAB) 
Musyawarah Pimpinan Cabang (MUSPIMCAB) 
Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) 

Rapat Tahunan Komisariat (RTK) 


. Rapat Kerja Komisariat (RKK) 


Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR) 

Rapat Kerja Rayon (RKR) 

Kongres Luar Biasa (KLB) 

Konfresnsi Koordinator Cabang Luar Biasa (KONKOORCAB LB) 
Konfrensi Cabang Luar Biasa (KONFERCAB LB) 

Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB) 

Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTARLB) 


Pasal 2 


Pengambilan keputusan dalam organisasi dapat ditetapkan dalam rapat pleno (РВ,РКС,РС,РК,РК) : 


1. 
2. 


3. 


Dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Badan Pengurus Harian (BPH) di masing-masing tingkatan. 

Rapat pleno dilakukan dalam pengambilan keputusan yang belum diatur dan tidak bertentangan 
dengan AD/ART dan PO (Pedoman Organisasi) yang sifatnya mendesak. 

Rapat pleno diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi di setiap level kepengurusan. 


BAB II 
KONGRES, MUSPIMNAS DAN RAKERNAS 


Pasal 3 
Kongres 


Kongres dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau 

Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PKC Dan PC definitif yang telah 
diverifikasi dan ditetapkan dalam Pleno PB PMII selambat-ambatnya tiga (3) bulan sebelum 
kongres dilaksanakan. 

Peserta peninjau adalah cabang persiapan. 

Tahapan menuju kongres diselenggarakan oleh Badan Pekerja Kongres. 
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Pasal 4 
Musyawarah Pimpinan Nasional 


MUSPIMNAS dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau. 

Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PKC dan PC definitif yang telah 
sah dan sudah di verifikasi serta ditetapkan dalam pleno PB PMII sebelum MUSPIMNAS 
dilaksanakan. 

MUSPIMNAS membahas peraturan organisasi PMII dan kebijakan strategis PMII dan 
rekomendasi PMII 

Peserta peninjau adalah cabang persiapan 


Pasal 5 
Rapat Kerja Nasional 


RAKERNAS dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik 
pengurus biro dan lembaga PB PMII. 

RAKERNAS merumuskan garis-garis besar kerja PB PMII selama satu priode dan master plan 
PMII kedepan. 

Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada 
rekomendasi Kongres dan hasil MUSPIMNAS. 


BAB III 
KONKORCAB, MUSPIMDA DAN RAKERDA 


Pasal 6 
Konferensi Koordinator Cabang 


Konferensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB) dapat di laksanakan atas persetujuan PB PMII. 
Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan КОМКООКСАВ, РКС harus 
memberitahukan pelaksanaan KONKOORCAB ke PB PMII. 

Dihadiri oleh seluruh utusan Pengurus Cabang. 

КОМКООКСАВ dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 PC defenitif. 

Masing-masing PC hanya memiliki satu suara. 

PC persiapan adalah peserta peninjau. 

Pengajuan SK kepengurusan PKC selambat-lambatnya satu bulan setelah KONKOORCAB 
selesai. 

Apabila ayat ke Tujuh tidak dapat dipenuhi maka PB PMII berhak memediasi PKC tersebut. 


Pasal 7 
Musyawarah Pimpinan Daerah 


MUSPIMDA dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau. 

MUSPIMDA dilaksanakan oleh Pengurus Koordinator Cabang (PKC) 

Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PC definitif dan komisariat yang 
telah sah dan sudah diverifikasi sebelum MUSPIMDA dilaksanakan. 

MUSPIMDA membahas kebijakan strategis PMII di tiap wilayah Pengurus Koordinator Cabang 
dan Rekomendasi di wilayah masing-masing PKC. 

MUSPIMDA tidak boleh bertentangan dengan hasil Kongres, PO (Peraturan Organisasi) dan 
peraturan lainnya. 

Peserta peninjau adalah cabang dan/atau komisariat persiapan. 
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Pasal 8 
Rapat Kerja Daerah 


RAKERDA dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik 
pengurus biro dan lembaga PKC. 

RAKERDA melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis besar PMII yang disesuaikan 
dengan wiayah kerja PKC selama satu priode dan master plan PKC kedepan. 

Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada 
rekomendasi Kongres dan hasil MUSPIMNAS serta peraturan PMII Lainnya. 


BAB IV 
KONFERCAB, MUSPIMCAB DAN RAKERCAB 


Pasal 9 
Konferensi Cabang 


Konferensi Cabang dapat di laksanakan atas persetujuan PKC dan PB PMII. 

Apabila di wilayah tertentu belum tebentuk PKC maka KONFERCAB dapat dilaksanakan atas 
persetujuan PB PMII. 

Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang, PC harus 
memberitahukan pelaksanaan KONFERCAB ke PKC dan atau PB PMII. 

Dihadiri oleh utusan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon. 

Apabila hanya dua komisariat dan tidak ada rayon maka konfercab di hadiri oleh % lebih satu dari 
jumlah anggota. 

Konfrensi Cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta. 

Masing-masing Komisariat dan Rayon hanya memiliki satu suara. 

Pengajuan SK pengurus PC selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai KONFERCAB 
dengan menyertakan rekomendasi dari PKC. 

Apabila ayat ke delapan (8) tidak dapat di penuhi maka PB PMII berhak memediasi PC tersebut. 


. Apabila PKC tidak memberikan rekomendasi kepada PC dengan alasan yang tidak konstitusional 


maka PC dapat mengajukan langsung kepada PB PMII. 
Apabila pc hanya mempunyai satu komisariat dan tidak mempunyai rayon, maka akan dilakukan 
dengan pemilu raya. 


Pasal 10 
Musyawarah Pimpinan Cabang 


MUSPIMCAB dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau. 

MUSPIMCAB di laksanakan oleh Pengurus Cabang. 

Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PK definitif dan PR yang telah 
sah dan sudah diVerifikasi sebelum MUSPIMCAB dilaksanakan. 

MUSPIMCAB membahas kebijakan strategis PMII dan Rekomendasi di wilayah masing-masing 
cabang. 

MUSPIMCAB tidak boleh bertentangan dengan hasil kongres, PO dan peraturan lainnya. 

Peserta peninjau adalah cabang dan/atau komisariat persiapan. 


Ко — 


о чо BO 


Na 


DOT > со 


Pasal 11 
Rapat Kerja Cabang 


RAKERCAB dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik 
pengurus biro dan lembaga PC. 

RAKERCAB melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PKC yang disesuaikan 
dengan wiayah kerja PC selama satu priode dan master plan PC kedepan. 

Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada 
rekomendasi Kongres dan hasil MUSPIMNAS serta peraturan PMII Lainnya. 


BAB V 
RTK DAN RKK 


Pasal 12 
Rapat Tahunan Komisariat 


RTK dapat di laksanakan atas persetujuan PC PMII. 

Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTK, Komisariat harus memberitahukan 
pelaksanaan RTK kepada PC PMII. 

Dihadiri oleh utusan Pengurus Rayon. 

Apabila tidak ada rayon maka КТК dihadiri oleh 7 lebih satu dari jumlah anggota. 

RTK dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta. 

Masing-masing rayon hanya memiliki satu suara. 

Pengajuan SK Pengurus Komisariat selambat-lambatnya satu bulan setelah RTK selesai. 
Apabila Pengurus Komisariat tidak mempunyai rayon, maka akan dilakukan dengan pemilu raya. 


Pasal 13 
Rapat Kerja Komisariat 


Rapat Kerja Komisariat dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya 
baik pengurus biro dan lembaga PK. 

Rapat Kerja Komisariat melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PC yang 
disesuaikan dengan kebutuhan kampus selama satu priode dan master plan PK kedepan. 
Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada 
rekomendasi Kongres dan hasil MUSPIMNAS serta peraturan PMII Lainnya. 


BAB VI 
RTAR DAN RKR 


Pasal 14 
Rapat Tahunan Anggota Rayon 


RTAR dapat dilaksanakan atas persetujuan PK PMII. 

Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTAR, Rayon harus memberitahukan 
pelaksanaan RTAR kepada PK PMII. 

Dihadiri oleh seluruh anggota Rayon 

RTAR dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota. 

Masing-masing anggota Rayon hanya memiliki satu suara. 

Pengajuan SK Pengurus Rayon selambat-lambatnya satu bulan setelah RTAR selesai. 
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Рава! 15 
Rapat Kerja Rayon 


Rapat Kerja Rayon dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya 
baik pengurus biro dan lembaga PR. 

Rapat Kerja Komisariat melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PK yang 
disesuaikan dengan kebutuhan fakultas selama satu priode dan master plan PR kedepan. 
Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada 
rekomendasi Kongres dan hasil MUSPIMNAS serta peraturan PMII Lainnya. 


BAB VII 
PERMUSYAWARATAN LUAR BIASA 


Pasal 16 
Kongres Luar Biasa 


Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah PKC dan 
PC definitif. 
Kongres Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PKC dan PC definitif. 


Pasal 17 
Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa 


Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis 
oleh 2/3 jumlah PC definitif di wilayah tersebut. 

Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari 
Pengurus Besar. 

Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PC definitif di 
wilayah tersebut. 


Pasal 18 
Konferensi Cabang Luar Biasa 


Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 PK 
definitif. 

Konferensi Cabang Luar Biasa bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Besar. 
Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PK definitif di wilayah 
tersebut. 


Pasal 19 
Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa 


Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 
2/3 jumlah PR definitif. 

Rapat Tahunan Komisariat Biasa bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Pengurus 
Cabang. 

Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa bisa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PR definitif. 


Pasal 20 
Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa 


Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis 
oleh 2/3 jumlah anggota di rayon tersebut. 

Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari 
Pengurus Cabang. 

Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa bisa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah anggotanya. 


BAB VIII 
ATURAN TAMBAHAN 


Pasal 21 


Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan ini hanya dapat 
dirubah pada Musyawarah Pimpinan Nasional. 
Dimana terdapat pasal pada Peraturan Organisasi ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar 
dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka pasal tersebut gugur demi hukum. 
BAB IX 
PENUTUP 


Pasal 22 
. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno 


atau produk hukum organisasi lainnya. 
. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.32 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


у | | 2 Туф 
ік Hi L.R. Zulkarnain Desmiati 
Anggota Anggota Anggota 
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KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 04/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

STRATEGI REKRUITMENT KEPEMIMPINAN 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 
KETIGA 


a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 


organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Strategi Rekrutmen Kepemimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia, 

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini. 

1. Anggaran Dasar 

2. Anggaran Rumah Tangga 

3. Nilai Dasar Pergerakan 

Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 

Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 


Peraturan Organisasi Tentang Strategi Rekrutmen Kepemimpinan 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan. 
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.36 WIT 


PIMPINAN 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
/——N PENGURUS BESAR 


aka, 


ТШ PERGERAKAN 
Б MAHASISWA IS м 
5 INDONESIA Hp 


PERATURAN ORGANISASI 
Tentang : 
STRATEGI REKRUITMENT KEPEMIMPINAN 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


BAB | 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


. Ketetapan Strategi Rekruitment Kepemimpinan di setiap level kepengurusan Pergerakan 


Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga PMII BAB VII 
Pasal 12 hingga Pasal 17 yang berkenaan dengan Struktur Organisasi, Susunan Pengurus, Tugas 
dan Wewenang Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


. Yang dimaksud dengan Startegi Rekruitment Kepemimpinan di setiap level Kepengurusan 


Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan 
dalam kepengurusan dan pemilihan ketua di setiap level struktur Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia. 


. Yang dimaksud dengan pemilihan ketua di setiap level struktur PMII dalam Ketetapan Pleno ini 


adalah Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR), Rapat Tahunan Komisariat (RTK), Konferensi 
Cabang (KONFERCAB), Konferensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB) dan Kongres. 


BAB II 
Mekanisme Rekruitmen kepemimpinan 


Pasal 2 


Mekanisme rekruitmen kepemimpinan dalam PMII terdiri dari 


NB ON — 


. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Rayon. 

. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Komisariat. 

. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Cabang. 

. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Koordinator Cabang. 
. Rekruitment kepemimpinan level Pengurus Besar. 


Pasal 3 
Rekruitmen Kepemimpinan di level Rayon 


. Rekruitmen kepemimpinan (ketua) pada level Rayon dilakukan oleh Panitia RTAR. 
. Panitia RTAR menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Rayon. 
. Penetapan Calon Ketua Rayon sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) di pilih dalam RTAR untuk 


dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua rayon. 


. Panitia RTAR menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Rayon. 


Pasal 4 
Rekruitmen Kepemimpinan di level Komisariat 


. Rekruitmen kepemimpinan pada level Komisariat dilakukan oleh Panitia Rapat Tahunan Komisariat. 
. Panitia RTK menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Komisariat. 
. Penetapan calon Ketua Komisariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) di pilih dalam RTK 


untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua Komisariat. 


. Panitia RTK menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Komisariat. 
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Pasal 5 
Rekruitmen Kepemimpinan di level Cabang 


. Rekruitmen kepemimpinan pada level Cabang dilakukan oleh Panitia KONFERCAB. 
. Panitia KONFERCAB menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Cabang dan 


Ketua KOPRI Cabang. 


. Penetapan Calon Ketua Cabang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) di pilih dalam 


КОМҒЕКСАВ untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Cabang dan Ketua КОРКІ Cabang. 


. Panitia KONFERCAB menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Cabang. 


Pasal 6 
Rekruitmen Kepemimpinan di level PKC 


. Rekruitmen kepemimpinan pada level PKC dilakukan oleh Panitia KONKOORCAB. 
. Panitia KONKOORCAB menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua PKC dan 


Ketua KOPRI PKC. 


. Penetapan Calon Ketua PKC sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) di pilih dalam 


КОМКООКСАВ untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua PKC dan Ketua KOPRI PKC. 


. Panitia KONKOORCAB menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Koordinator Cabang. 


Pasal 7 
Rekruitmen Kepemimpinan di level PB 


. Rekruitmen kepemimpinan pada level PB dilakukan oleh Badan Pekerja Kongres. 
. Badan Pekerja Kongres menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkannya sebagai Calon Ketua 


Umum PB dan Calon Ketua KOPRI PB PMII. 


. Penetapan Calon Ketua Umum PB PMII dan Calon Ketua KOPRI PB PMII oleh Badan Pekerja 


Kongres bersifat final dan mengikat. 


. Calon ketua Umum PB sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) di pilih dalam Kongres untuk 


kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum PB dan Ketua KOPRI PB PMII. 


BAB III 
PERSYARATAN MENJADI KETUA dan PENGURUS 


Pasal 8 
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Rayon 


Telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 
PKD. 

Ketua Rayon PMII maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih. 

Ketua Rayon PMII maksimal semester 6 pada saat terpilih. 

Ketua Rayon minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta (Kedokteran, Psikologi, Teknik, 
MIPA, Ilmu Komputer, Peternakan, Pertanian, Teknologi Pertanian, Keluatan dan Perikanan) dan 
IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta. 


Рава! 9 
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Komisariat 


Telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan 
PKD. 

Ketua Komisariat PMII maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih. 

Ketua Komisariat PMII maksimal semester 8 pada saat terpilih. 

Ketua Komisariat minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non 
eksakta. 


Pasal 10 
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Dan Pengurus Cabang 


Ketua Pengurus Cabang PMII minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Lanjut dan 
dibuktikan dengan Sertifikat kelulusan PKL. 

Pengurus Cabang PMII selain unsur Ketua, Sekertaris dan Wakil Ketua Bidang Internal, Minimal 
telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD. 
Ketua KOPRI Cabang dan BPH Pengurus Cabang PMII maksimal berumur 25 tahun pada saat 
terpilih atau dibentuk. 

Ketua Cabang, Ketua KOPRI Cabang, dan Pengurus Harian Cabang minimal memiliki IPK 2.50 
bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1. 


Pasal 11 
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Dan Pengurus Koordinator Cabang 


Ketua dan BPH Pengurus Kordinator Cabang PMII minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan 
Kader Lanjut dan dibuktikan dengan Sertifikat kelulusan PKL. 

Pengurus Kordinator Cabang PMII selain unsur Ketua dan BPH minimal telah dinyatakan 
mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD. 

Ketua KOPRI PKC dan BPH Pengurus Kordinator Cabang PMII maksimal berumur 27 tahun pada 
saat terpilih atau dibentuk. 

Ketua KOPRI PKC dan BPH Pengurus Kordinator Cabang PMII Minimal sudah lulus S1 dan masih 
menjadi anggota PMII. 

Ketua dan Pengurus Harian Kordinator Cabang minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta 
dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1. 


Pasal 12 
Syarat-Syarat Menjadi Ketua Umum Dan Pengurus Besar 


Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII minimal telah mengikuti kaderisasi formal Pelatihan 
Kader Lanjut dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKL, serta sertifikat kelulusan. 

Pengurus Besar PMII selain unsur Ketua Umum dan BPH minimal telah mengikuti Pelatihan Kader 
Lanjut dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKL. 

Ketua KOPRI PB dan BPH Pengurus Besar PMII maksimal berumur 30 tahun pada saat terpilih 
atau dibentuk. 

Ketua KOPRI PB dan Badan Pengurus Harian Pengurus Besar PMII minimal sedang menjadi 
mahasiswa Pasca Sarjana (S2). 

Selain Badan Pengurus Harian Pengurus Besar PMII, minimal telah menyelesaikan S1 dan belum 
mencapai 3 tahun terhitung semenjak dinyatakan lulus. 
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6. Ketua Umum dan seluruh Pengurus Besar minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta 
(Kedokteran, Teknik, MIPA, Ilmu Komputer, Peternakan, Pertanian, Teknologi Pertanian, Keluatan 
dan Perikanan,) dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1. 


BAB IV 
ATURAN TAMBAHAN 


Pasal 13 


Untuk memaksimalkan Strategi Rekruitment Kepemimpinan di setiap level Kepengurusan ini, maka 
Pelaksanaan pemilihan ketua di setiap level struktur PMII harus berpedoman pada ketetapan ini. 


BAB V 
PENUTUP 


Pasal 14 
1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno 
atau produk hukum organisasi lainnya. 
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi — : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.36 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Athik Hidayatul Ummah 


> 
67 \ а Туф. 
.R. Zulkarnain Desmiati 
Anggota Anggota Anggota 


KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 05/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

SYARAT PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 
KETIGA 


a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 


organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Syarat Pengajuan Surat Keputusan Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia, 

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini. 

1. Anggaran Dasar 

2. Anggaran Rumah Tangga 

3. Nilai Dasar Pergerakan 

Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 

Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 


Peraturan Organisasi Tentang Syarat Pengajuan Surat Keputusan 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul :05.37 WIT 


PIMPINAN 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


/——N PENGURUS BESAR 


(ЖЖЖ Oa. 
——e 


PERATURAN ORGANISASI 
Tentang : 
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN SK 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


BAB | 
KETETAPAN UMUM 


Pasal 1 


1. Ketetapan Syarat-Syarat Pengajuan SK Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan 
penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga BAB VII Pasal 14, 15, 16 dan 17 tentang Pengurus 
Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus 
Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

2. Yang dimaksud dengan Syarat-Syarat Pengajuan SK Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam pengajuan SK oleh struktur di bawah 
dan penerbitan SK oleh struktur diatas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

3. Yang dimaksud dengan struktur di bawah dan struktur diatas dalam Ketetapan ini adalah pengajuan 
SK oleh PR dan PK kepada PC, pengajuan SK oleh PC dan PKC kepada PB. 


BAB II 
PENGAJUAN SK OLEH PC DAN PKC KEPADA PB 


Pasal 2 
Pengajuan SK PC 


1. Syarat Pengajuan SK Pengurus Cabang: 
a) Surat Pengajuan SK 
b) Berita Acara Konfercab 

) Berita Acara Formatur 

) Struktur Kepengurusan 

) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Demisioner 

f) Dokumentasi Konfercab 

9) Rekomendasi РКС 

h) CV Pengurus Cabang yang dilengkapi КТР, dan Transkip Nilai 

i) CV BPH Pengurus Komisariat dan Rayon 

j) CV Mabincab 

k) Data Base Anggota lengkap (Soft copy: Nama, Fakultas, Jurusan, No Hp, Email, Foto, 
angkatan Mapaba dan Alamat) yang disusun tiap-tiap Komisariat dimulai dari dari angkatan 
yang paling rendah 

I) SK Komisariat dan Rayon 


2. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak 
ketua terpilih 


Рава! 3 
Pengajuan SK РКС 


1. Syarat Pengajuan SK Pengurus Koordinator Cabang: 


с.» 


жест DO 


—. 
— — 


Surat Pengajuan SK 

Berita Acara Konkorcab 

Berita Acara Formatur 

Struktur Kepengurusan 

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Demisioner 
Dokumentasi Konkorcab 

CV Pengurus PKC yang dilengkapi KTP,dan Transkip Nilai 
CV BPH Pengurus Cabang 

CV Mabinda 

SK Cabang diwilayah teritorial 


SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak 


ketua terpilih. 


BAB III 
PENGAJUAN SK OLEH PR DAN PK KEPADA PC 
Pasal 4 
Pengajuan SK PR 
1. Syarat Pengajuan SK Pengurus Rayon: 

Surat Pengajuan SK 

Berita Acara RTAR 

Berita Acara Formatur 

Struktur Kepengurusan 


Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dimesioner 

Dokumentasi RTAR 

CV Pengurus Rayon yang dilengkapi KTM, KTP, dan Transkip Nilai 

CV BPH Pengurus Rayon 

Data Base Anggota lengkap (Soft copy: Nama, Fakultas, Jurusan, No Hp, Email, Foto, 
angkatan Mapaba dan Alamat) 


2. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak 
ketua terpilih. 


Pasal 5 
Pengajuan SK PK 
1. Syarat Pengajuan SK PK: 
Surat Pengajuan SK 
Berita Acara RTK 
Berita Acara Formatur 
Struktur Kepengurusan 


Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dimesioner 

Dokumentasi RTK 

CV Pengurus Komisariat yang dilengkapi KTM, KTP, dan Transkip Nilai 

CV BPH Pengurus Komisariat 

Data Base Anggota lengkap (Soft copy: Nama, Fakultas, Jurusan, No Hp, Email, Foto, 
angkatan Mapaba dan Alamat) 
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2. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak 
ketua terpilih. 


BAB IV 
ATURAN TAMBAHAN 


Pasal 6 
Untuk memaksimalkan dan mewujudkan tertib administrasi dan organisasi, maka SK tidak akan 
diberikan sebelum segala ketentuan yang ada dipenuhi sesuai dengan ketetapan yang ini. 


BAB V 
PENUTUP 


Pasal 7 
1. Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno 
atau produk hukum organisasi lainnya. 
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.37 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Сна Ode 
В. Zulkarnain esmiati 
Anggota 


Anggota 


Anggota 
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KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 06/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

MAHKAMAH TINGKAT TINGGI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia: 
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini. 
Mengingat 1. Anggaran Dasar 
2. Anggaran Rumah Tangga 
3. Nilai Dasar Pergerakan 
Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 
Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU Peraturan Organisasi Tentang Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia. 
KEDUA Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
KETIGA Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul :05.38 WIT 


PIMPINAN 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


НК ы 
Vai! a'ru 


PENGURUS BESAR 
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— 


— 


PERATURAN ORGANISASI 
Tentang: 
MAHKAMAH TINGKAT TINGGI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


ВАВ | 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


. Mahkamah Tingkat Tinggi selanjutnya di singkat MTT 


. Mahkamah Tingkat Tinggi sebagai mekanisme akhir untuk mengatasi sengketa dalam organisasi 
PMII yang selanjutnya disebut kasasi. 
BAB ІІ 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN 
Pasal 2 
Kedudukan 
. Kedudukan MTT berada ibukota Negara 
. Kedudukan lembaga ini bersifat ad hoc. 
Pasal 3 
Fungsi 


. Sebagai mekanisme terakhir pemutusan sengketa di semua tingkatan kelembagaan PMII 
. MTT merupakan mekanisme yang berada dalam kewenangan institusi PB PMII di bawah tanggung 


jawab Ketua Umum 


. Pelaksanaan MTT diselenggarakan berdasarkan rapat pleno PB PMII didasarkan pada surat 
pengajuan yang diterima. 
Pasal 4 
Tugas 


. Melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diajukan 
. Menjadi supervise terhadap proses penyidikan kasus pemberhentian dan sengketa dalam 


kelembagaan organisasi. 


. Mendokumentasikan proses dan hasil sengketa sebagai back up data. 


Pasal 5 
Wewenang 


MTT berwenang membuat keputusan yang seadil-adilnya atas pengajuan kasasi. 
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BAB III 
SUSUNAN KEANGGOTAAN 


Pasal 6 


1. Susunan keanggotaan terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap 
2. Anggota tetap MTT berjumlah 7 (Tujuh) orang, terdiri dari: 
a. 1 Unsur MABINAS 
b. 2 Unsur Badan Pengurus Harian (BPH) 
с. 2 Koordinator Wilayah (Koorwil) 
3. Anggota tidak tetap berjumlah 2 (dua) orang yang ditunjuk dalam rapat pleno BPH PB PMII 


BAB IV 
MEKANISME PEMBENTUKAN STUKTUR MTT 


Pasal 7 
Pembentukan stuktur MTT diserahkan kepada anggota tetap dan tidak tetap yang terpilih. 


Pasal 8 
Sumpah Janji Anggota MTT 


Sumpah dan Janji anggota MTT dilakukan di hadapan rapat pleno BPH PB PMII yang berbunyi : “Saya 
bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memegang amanat sebagai Mahkamah 
Tingkat Tinggi Pergerakan Ma-hasiswa Islam Indonesia, akan melakukan tugas-tugas sebagaimana 
mestinya: melakukan penelitian secara jujur serta terbuka dan membuat keputusan secara adil 
berdasarkan fakta persoalan, etika dan aturan organisasi, serta moralitas kader PMII” 


BAB V 
JENIS SENGKETA 


Pasal 9 
Sengketa 


1. Jenis-jenis sengketa yang ditangani oleh MTT adalah persengketaan antar lembaga dan atau 
perselisihan antar kepengurusan yang tidak mampu diselesaikan oleh tingkatan lembaga 
bersangkutan. 

2. Sengketa hasil konferensi cabang dan PKC 


BAB VI 
TATA CARA PENGAJUAN KASASI 


Pasal 10 
Pihak yang Mengajukan Kasasi 


Pihak yang mengajukan kasasi adalah anggota, kader dan pengurus yang merasa keberatan dengan 
keputusan yang di ambil semua tingkatan organisasi PMII. 
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Рава! 11 
Tahap Pengajuan Kasasi 


. Pengajuan kasasi diajukan langsung kepada PB PMII dan diserahkan ke pada MTT, setelah melalui 
proses di semua tingkatan organisasi yang diser tai dengan bukti-bukti. 

. Dalam hal pemberhentian keanggotaan, kasasi diajukan kepada PB PMII setelah anggota 
menerima surat pemecatan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum cabang 

. Kasasi ini dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat pemecatan 
atau terjadinya sengketa dari yang bersangkutan 

. proses penyelesaian sengketa di MTT paling lambat 3 bulan sejak hari pengajuan. 


Pasal 12 
Sanksi-sanksi 


. Kedua pihak yang bersengketa setelah keputusan MTT ditetapkan harus menerima keputusan, dan 
berdamai dalam sesuatu yang disengketakan 

. Pelanggaran yang dikenakan pemberhentian, jika diputuskan tidak terbukti dalam MTT, maka 
anggota yang diberhentikan dari keanggotaannya, dipuli hkan kembali hak-haknya sebagai anggota 
PMII. 


BAB VII 
PERALIHAN DAN PENUTUP 


Pasal 13 
Peralihan 


. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian dalam peraturan organiasasi 
atau produk hukum organisasi lainnya, 

. Ketetapan ini diputuskan oleh MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.38 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Munawir Arafat 
Ketua Sekertaris 


| ~ У \ ы | 
Athik Hidayatul Ummah L.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota Anggota Anggota 
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KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 07/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

PEDOMAN DAN MEKANISME KASASI MTT 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 
KETIGA 


a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Pedoman dan Mekanisme Kasasi pada Mahkamah Tingkat Tinggi 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini. 

1. Anggaran Dasar 

2. Anggaran Rumah Tangga 

3. Nilai Dasar Pergerakan 

Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 

Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 


Peraturan Organisasi Tentang Pedoman dan Mekanisme Kasasi pada 
Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan. 
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 

Pada tanggal : 22 November 2015 

Pukul :05.39 WIT 
PIMPINAN 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 


Ie 


inuddin Ma'ru 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


PENGURUS BESAR 
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PERATURAN ORGANISASI 
Tentang : 
PEDOMAN DAN MEKANISME KASASI MTT 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


ВАВ І 
KETENTUANUMUM 


Pasal 1 


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 


1. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Mahkamah Tingkat Tinggi, selanjutnya disebut MTT adalah salah satu pelaku kekuasaan yang 
dibentuk oleh PB PMII berdasarkan hasil Pleno untuk memutus sengketa konvercab dan 
konkorcab yang putusannya bersifat final dan mengikat. 

Konverensi Cabang adalah rapat permusayawaratan di tingkat cabang yang bertujuan untuk 
memilih Ketua Cabang dan program kerja cabang. 

Konferensi kordinator Cabang adalah rapat permusayawaratan di tingkat kordinator cabang yang 
bertujuan untuk memilih Ketua PKC, memilih tim formatur, Menyusun program kerja PKC Dan 
Menilai laporan pertanggung jawaban PKC. 

Perselisihan Hasil Konferensi Cabang, selanjutnya disebut PHKC, adalah perselisihan hasil 
konferensi cabang mengenai penetapan perolehan suara hasil konferensi yang dilakukan oleh 
Presidium sidang konferensi cabang. 

Perselisihan Hasil Konferensi Kordinator Cabang, selanjutnya disebut PHKKC, adalah perselisihan 
hasil konferensi kordinator cabang mengenai penetapan perolehan suara hasil konferensi yang 
ditetapkan oleh presidiumsidang konferensi kordinator cabang. 

Majelis Tingkat Tinggi, selanjutnya disebut MTT, adalah anggota Majelis yang berada di tingkat 
pusat PB PMII. 

Putusan Mahkamah Tingkat Tinggi, adalah Putusan yang bersifat final dan mengikat. 

Rapat Permusyawaratan Majelis, selanjutnya disingkat RPM, adalah rapat yang dilaksanakan 
untuk membahas atau memusyawarahkan dan menyelesaikan sengketa cabang dan/atau 
koordinator cabang, yang dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang Majelis, kecuali dalam keadaan luar biasa 
dapat dihadiri oleh paling kurang 5 (lima) orang MTT. 

Administrasi di MTT dilakukan oleh bidang aparatur. 


. Tanda Terima Permohonan Pemohon, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain 


tentang nama Pemohon, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, 
tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh MTT dan Pemohon. 

Tanda Terima Permohonan Pihak Terkait, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain 
tentang nama Pihak Terkait, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, 
tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh MTT. 

Tanda Terima Jawaban Termohon adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang 
nama Termohon dan kuasanya, pokok Jawaban Termohon, dan waktu penerimaan Jawaban 
Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan 
Termohon atau kuasanya. 

Akta Penerimaan Permohonan dan Termohon adalah akta yang memuat pernyataan antara 
pemohon dan Termohon yang ditandatangani kedua belah pihak terkait kesiapan menerima 
putusan MTT. 

Buku Registrasi Perkara, adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, 
nama Pemohon, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan 
tahun), dan kelengkapan permohonan. 
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15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, Web PB PMII, twitter dan 
facebok resmi PB PMII sebagai sarana sosialisasi hasil putusan sengketa konferensi cabang dan 
atau konferensi kordinator cabang. 

16. Pencabutan keanggotaan adalah pencabutan yang dilakukan oleh ketua cabang terhadap hak-hak 
sebagai anggota PMII. 


BAB II 
PARA PIHAK, OBJEK, DAN ALAT BUKTI 


Bagian Kesatu : Para Pihak 
Pasal 2 


1. Pemohon dalam perkara konferensi adalah calon ketua cabang dan/atau calon ketua kordinator 
cabang dalam konferensi cabang dan atau konferensi kordinator cabang. 

2. Termohon dalam perkara konferensi adalah Presedium sidang yang menetapkan surat keputusan 
dalam konferensi baik tingkat cabang dan/atau tingkat kordinator cabang. 

3. Pihak Terkait dalam sengketa konferensi adalah calon ketua yang menang dalam konferensi 
cabang dan/atau konferensi kordinator cabang. 

4. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) tidak dapat diwakili. 

5. Pemberi keterangan dalam perkara konferensi adalah Panitia penyelenggara konferensi dan 
peserta penuh. 


Bagian Kedua : Objek 
Pasal 3 


Objek dalam MTT adalah sengketa antar lembaga atau perkara konferensi di masing-masing cabang 
dan/atau konferensi kordinator cabang. 


Bagian Ketiga : Alat Bukti 
Pasal 4 


Alat bukti dapat berupa: 

. surat atau tulisan: 

. keterangan para pihak, 

. keterangan ketua dan/atau sekretaris panitia: 
. keterangan Presidium sidang, dan/atau 

. dokumen elektronik: 


NB PN — 


Pasal 5 


1. Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: 
a. berita acara konferensi cabang dan/atau konferensi coordinator cabang 
b. salinan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan ketua cabang dan atau ketua kordinator cabang 
yang ditandatangani oleh presidium sidang; 
c. salinan putusan presidium sidang; dan 
d. dokumen tertulis lainnya. 
2. Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang memiliki 
keterkaitan langsung dengan objek perkara 
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Pasal 6 


1. Saksi terdiri: 
a. Saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, 
b. saksi yang berasal dari Panitia KONFERCAB dan/atau konkorcab. 
2. Mahkamah dapat memanggil saksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar 
keterangannya. 


Pasal 7 


Sebelum memberikan keterangan, saksi dan/atau ahli diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh 
Majelis Mahkamah Tingkat Tinggi. 


BAB IV 
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN 


Bagian Kesatu : Pengajuan Permohonan Pemohon 
Pasal 8 


Permohonan gugatan diajukan secara tertulis kepada MTT PB PMII paling lambat 7 x 24 Jam setelah 
penetapan hasil konferensi 


Pasal 9 


1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama dan alamat Pemohon, nomor telepon, KTA atau kartu identitas lainnya, Rekomendasi 
Komisariat dan/atau Cabang sebagai kandidat ketua cabang dan/atau Ketua Kordinator 
Cabang, 

b. uraian permohonan Pemohon yang jelas antara lain tentang: 

1) kesalahan hasil konferensi yang ditetapkan oleh Presidium, dan 
2) permintaan untuk membatalkan hasil konferensi yang ditetapkan oleh Presidium 
sidang. 
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai alat bukti yang mendukung 
permohonan. 
3. Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan alat bukti 
sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut: 

а. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai; dan 

b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a. 


Pasal 10 


Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
oleh Pemohon sebanyak 9 (sembilan) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon bermeterai. 


Pasal 11 
1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan salinan permohonan dalam 
bentuk dokumen digital dengan aplikasi Word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan 


data. 
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2. Dalam hal terdapat perbedaan materi permohonan yang disampaikan oleh Pemohon antara 
dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dokumen digital sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), permohonan yang sah adalah dalam dokumen tertulis. 


Pasal 12 


1. PB PMII menerbitkan akta sidang setelah permohonan Pemohon sebagaimana berkas diterima. 
2. PB PMII mengkonfirmasi waktu dan tempat sidang kepada Pemohon, termohon dan pihak terkait. 


Bagian Kedua : Pengajuan Permohonan Pihak Terkait 
Pasal 13 


1. Ketua cabang dan/atau Ketua Kordinator cabang yang ditetapkan presidium sidang dapat menjadi 
Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan mengajukan permohonan 
disertai dengan uraian yang jelas tentang alasan mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait 
kepada Mahkamah Tingkat Tinggi paling lambat sebelum pelaksanaan sidang. 

2. Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan Pihak Terkait 
dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan. 

3. Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh Mahkamah 
Tingkat Tinggi paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan Sidang Pleno Pertama Pemeriksaan 
Persidangan. 


Pasal 14 


1. Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sekurangkurangnya 
memuat: 
a. nama dan alamat Pihak Terkait, nomor telepon, KTA atau kartu identitas lainnya, dan/atau 
surat elektronik, 
b. uraian keterangan Pihak Terkait yang jelas antara lain tentang: 
1) hasil konferensi yang benar menurut Pihak Terkait, dan 
2) permintaan untuk menetapkan hasil konferensi menurut Pihak Terkait sebagai hasil 
konferensi yang benar, 
2. Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disertai alat bukti yang 
mendukung keterangan Pihak Terkait. 
3. Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait 
menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut: 
а. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai; dan 
b. 2 (dua) rangkap lainnya rnerupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a. 


Pasal 15 
Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia oleh Pihak Terkait sebanyak 9 (sembilan) rangkap yang ditandatangani oleh 


Pihak Terkait atau kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus dari Pihak Terkait engan 
dibubuhi meterai. 
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Pasal 16 


1. Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disertai dengan salinan 
keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi Word (.doc) yang 
disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data. 

2. Dalam hal terdapat perbedaan materi keterangan Pihak Terkait yang disampaikan oleh Pihak 
Terkait antara dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dan dokumen digital sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), keterangan Pihak Terkait yang sah adalah dalam dokumen tertulis. 


Pasal 17 
Keterangan permohonan Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait harus dicatat hingga sidang 
selesai. 


BAB V 
REGISTRASI PERKARA, JAWABAN TERMOHON, 
DAN PERSIDANGAN 


Bagian Kesatu : Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon, 
Pasal 18 


MTT PB PMII melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan Pemohon dan keterangan 
pihak terkait. 


Pasal 19 


1. Dalam hal permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah memenuhi 
kelengkapan, maka dilakukan pemanggilan antar pihak. 
2. MTT PB PMII menyampaikan Akte Pemanggilan Antar Pihak yang dimaksud pada ayat (1) kepada 
Pemohon, termohon dan pihak terkait. 
Pasal 20 


PB PMII mencatat permohonan Pemohon diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). 
Pasal 21 


1. Dalam hal permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memenuhi 
kelengkapan, PB PMII menerbitkan akta pemberitahuan perbaikan permohonan. 

2. Perbaikan permohonan dilakukan oleh antar pihak paling lambat 3 hari terhitung sejak 
diterbitkannya akte pemberitahuan perbaikan permohonan melalui Email 

3. PB PMII menyampaikan Akte Pemberitahuan Perbaikan Permohonan (APPP) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon. 


Pasal 22 
MTT PB PMII mengirimkan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam Buku Pencatatan 


MTT PB PMII kepada Pihak Terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan Pemohon 
dicatat dalam MTT PB PMII. 
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Bagian Kedua : Jawaban Termohon 
Pasal 23 


MTT PB PMII mengoreksi salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat yang diajukan antar pihak 
paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicata dgalam Buku Pencatatan MTT PB 
PMII. 


Pasal 24 


1. Termohon sekurang-5kurangnya memuat: 
a. nama dan alamat Termohon KTA atau kartu Identitas lainnya, nomor telepon 
b. uraian Jawaban Termohon yang jelas antara lain tentang: 
1) hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon sudah benar: 
2) permintaan untuk menguatkan penetapan perolehan suara hasil ketua cabang dan/atau 
ketua konkorcab oleh Termohon sudah benar. 
2. Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disertai alat bukti yang mendukung 
Jawaban Termohon 
3. Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon 
menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut: 
а. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai; dan 
b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a. 


Pasal 25 


Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia oleh Termohon atau kuasa hukumnya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani 
oleh Termohon dengan disertai surat kuasa khusus dari Termohon dengan dibubuhi meterai sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 


Pasal 26 
1. Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud disertai dengan salinan Jawaban Termohon dalam 
bentuk dokumen digital dengan aplikasi Word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan 
data. 
2. Dalam hal terdapat perbedaan materi Jawaban Termohon yang disampaikan oleh Termohon 
antara dokumen tertulis dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban 
Termohon yang sah adalah dalam dokumen tertulis. 


Pasal 27 
1. PB PMII mencatat Jawaban Termohon yang telah didata dan diperiksa 
2. PB PMII menerbitkan Agenda sidang setelah Jawaban Termohon dicatat dalam Buku Pencatat 


MTT PB PMII sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
3. PB PMII menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Termohon. 
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Bagian Ketiga : Persidangan 
Pasal 28 


Mahkamah Tingkat Tinggi menetapkan hari sidang pertama sejak permohonan Pemohon dicatat. 
Sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja sejak permohonan dicatat.. 

MTT menyampaikan surat panggilan sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak hari sidang 
pertamaditetapkan. 


BAB VI 
PEMERIKSAAN PERKARA 


Bagian Kesatu : Pemeriksaan Pendahuluan 
Pasal 29 


Mahkamah Tingkat Tinggi melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Pleno yang 
bersifat terbuka. 

Dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberi nasihat 
kepada Pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan 
apabila terdapat kekurangan. 

Perbaikan permohonan Pemohon telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 1 x 24 jam sejak 
selesainya Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau 
sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Sidang Pleno. 

Perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh 
Termohon dan Pihak Terkait di Kepaniteraan. 


Bagian Kedua 
Pemeriksaan Persidangan 


Pasal 30 


. Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang bersifat tertutup. 
. Sidang pleno pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera 


setelah selesainya sidang pleno pemeriksaan pendahuluan. 


. Sidang pleno pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 


tahapan sebagai berikut: 

а. Pembacaan permohonan oleh pemohon 

b. Pembacaan jawaban termohon; 

c. Keterangan pihak terkait; 

d. Pembuktian oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait; dan 
e. Kesimpulan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. 


. Dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan, mahkamah dapat memanggil panitia, PKC, ketua 


cabang dimesioner untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang sedang 
diperiksa. 
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Pasal 31 


. Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela. 

. Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis 
sebelum putusan akhir untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diperselisihkan 
yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. 


Bagian Ketiga 
Pengambilan Putusan 


Pasal 32 


. Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam Rapat Pleno Majelis yang bersifat tertutup 
setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup. 

. Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Majelis. 

. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan putusan 
Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 


BAB VII 
PUTUSAN 


Pasal 33 


. Putusan Mahkamah dijatuhkan dan diucapkan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka paling 

lambat 3 hari 

. Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: 

a. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 3, dan/atau Pasal 8, dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 
10, dan/atau Pasal 25 ayat (3) Peraturan ini; 

b. permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan: atau 

с. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan. 

. Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: 

a. Arsip Bidang Aparatur PB PMII: 

р. Pemohon; 

с. Termohon: dan 

d. Pihak Terkait. 

. Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat 

pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat. 

. Putusan MTT ditindak lanjuti oleh PB PMII 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 34 


1. Hal-hal teknis yang tidak diatur ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Sidang Pleno. 
2. Peraturan Mahkamah Tingkat Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul :05.39 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
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KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 08/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, DAN PEMBEKUAN PKC DAN PC 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 
Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Pembentukan, Pemekaran, dan Pembekuan PKC dan PC Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia: 
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini. 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar 
2. Anggaran Rumah Tangga 
3. Nilai Dasar Pergerakan 
Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 
Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Pembekuan 
PKC dan PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.41 WIT 


PIMPINAN 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Z/N PENGURUS BESAR 


ayak 

— 
в 

r 


PERGERAKAN 
HMI MAHASISWA IS м) 
а INDONESIA 
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PERATURAN ORGANISASI 
Tentang 
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PEMBEKUAN PKC DAN PC 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


ВАВ І 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII, khususnya yang berkenaan dengan 
ketentuan Korcab dan Pengurus Cabang. 

Yang dimaksud dengan kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang PMII 
adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembentukan dan 
pengguguran Koorcab dan Cabang PMII. 

Yang dimaksud dengan Koorcab dan Cabang di dalam peraturan organisasi ini adalah 
sebagaimana pengertiannya menurut AD/ART PMII. 

Yang dimaksud dengan organisasi di dalam peraturan organisasi ini adalah PMII. 


BAB II 
MEKANISME PEMBENTUKAN 
KOORCAB DAN CABANG 


Pasal 2 


Mekanisme pembentukan PKC dianggap memenuhi syarat apabila: 

a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ ART. 

b. Pengurus cabang dalam satu wilayah koordinasi membentuk tim yang terdiri dari utusan dari 
masing-masing cabang yang bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan 
konkoorcab setelah mendapatkan rekomendasi dari PB PMII. 

с. Tim akan menyelenggarakan Konkoorcab selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
mendapatkan rekomendasi dari PB PMII. 

d. Tugas tim akan berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya konkoorcab. 

Mekanisme pembentukan PC dianggap memenuhi syarat apabila: 

a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART. 

b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam didaerah 
tersebut kedalam acara MAPABA dan pendidikan kader PMII pada cabang/komisariat/rayon 
lainnya. 

с. РКС dan atau PC terdekat mengajukan surat keputusan pembentukan cabang kepada PB 
PMII. 

d. Surat permohonan SK pembentukan cabang PMII harus melampir kan: 

1) Berita acara pembentukan. 

2) Jumlah anggota disertai bukti photo copy minimal 50 (lima puluh) Kartu Tanda 
Mahasiswa (KTM). 

3) Daftar alumni PMII di kabupaten/kota tersebut. 

4) Photo copy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII. 

PKC dan atau PC terdekat membentuk tim yang bertugas untuk menyeleng garakan konferensi 

selambat-lambatnya tiga bulan setelah mendapat SK pembentukan dari PB PMII. 
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BAB III 
WEWENANG PEMBENTUKAN 
KOORCAB dan CABANG 


Pasal 3 


Instansi yang berwenang membentuk PKC adalah Pengurus Besar dengan mempertimbangkan 
usulan dari cabang-cabang di wilayah propinsi tersebut. 

Instansi yang berwenang membentuk Cabang baru adalah Pengurus Koordinator Cabang sebagai 
perpanjangan tangan Pengurus Besar. 

Dalam kondisi dimana PKC belum terbentuk atau tidak ada, maka Pengurus Cabang terdekat 
berkewajiban melakukan pendampingan terhadap proses pembentukannya. 

Dalam masa perintisan pembentukan Cabang baru, Pengurus Kordinator Cabang dapat menunjuk 
Cabang yang terdekat yang sudah ada untuk melakukan langkah-langkah persiapan. Setiap 
pembentukan Cabang baru harus dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah Daerah yang 
terkait dan PB PMII. 


Pasal 4 


Pembentukan Cabang Baru dilaporkan kepada Pengurus Besar selambat lambatnya 15 hari 
deklarasi pembentukan cabang. 

Pembentukan Cabang baru dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa 
SK pembentukan Cabang yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar. 

Surat keputusan PB PMII tentang kepengurusan PC. PMII yang telah dinyatakan sah, selanjutnya 
diberitahukan kepada kantor Badan Kesatuan Bangsa setempat sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

SK PB PMII tentang pembentukan cabang menjadi aset abadi pengurus cabang setempat. 
Cabang yang baru terbentuk dapat di-SK-kan oleh PB PMII jika mendapatkan rekomendasi dari 
PKC. 

Apabila di wilayah tersebut belum terbentuk PKC, maka cabang yang baru tersebut berhak 
mendapatkan rekomendasi dari cabang terdekat untuk mendapatkan SK nya. 


BAB IV 
MEKANISME PEMEKARAN PKC DAN PC 


Pasal 5 


Mekanisme pemekaran PKC dianggap memenuhi syarat apabila: 

a. Telah terjadi pemekaran wilayah berdasarkan pemekaran propinsi. 

b. Masing-masing daerah propinsi memenuhi syarat pembentukan РКС sesuai ketentuan 
AD/ART. 

Mekanisme pemekaran Cabang dianggap memenuhi syarat apabila: 

a. Telah terjadi pemekaran di masng-masing kabupaten atau kota. 

b. Masing-masing kabupaten atau kota telah memenuhi syarat pem bentukan cabang sesuai 
dengan ketentuan AD/ART. 

с. Pemekaran cabang diusulkan oleh РКС kepada PB PMII. 

d. Apabila diwilayah tersebut belum terbentuk PKC maka cabang terdekat yang berhak 
mengusulkan pemekaran kepada PB PMII. 
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ВАВУ 
STATUS DAN AKREDITASI 


Pasal 6 
Status 


Cabang yang baru dibentuk berstatus sebagai Cabang Persiapan. 
Status sebagai cabang persiapan tetap berlaku dalam masa selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Besar. 


Pasal 7 


Selama berstatus Cabang Persiapan, Pengurus Kordinator cabang bertang gung jawab 
melakukan pembinaan secara intensif. 

Dalam kondisi PKC belum terbentuk, maka Pengurus Cabang terdekat berkewajiban melakukan 
pembinaan secara intensif. 

Pembinaan yang dimaksud ayat (1 dan 2) tersebut lebih diarahkan kepada usaha-usaha 
penumbuhan kemandirian dan peningkatan kemampuan mana jerial Pengurus cabang. 


Pasal 8 
Akreditasi 


Syarat akreditasi dalam peningkatan status cabang meliputi: 
Mampu menyelenggarakan kaderisasi formal dan Follow-upnya. 
Adanya laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan oleh PC PMII. 
Memiliki sekretariat. 
Terjadinya peningkatan Jumlah anggota. 
Mampu dan memiliki tertib administrasi. 

lekanisme dan tata cara akreditasi dilakukan sepenuhnya oleh PB PMII. 


Z0 20 


Pasal 9 


Cabang-cabang PMII diklasifikasikan menjadi: 

а. Cabang Kategori А 

0. Cabang Kategori В 

с. Cabang Kategori С 

Cabang Kategori A adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangnya kualifikasi sebagai 

berikut: 

а. Mampu melaksanakan kaderisasi formal (MAPABA, PKD, PKL dan follow-upnya secara 

teratur). 

Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur. 

Mampu mengelola pendanaan organisasi dengan baik. 

Memiliki sekretariat organisasi. 

е. Mampu melaksanakan kegiatan skala nasional. 

Cabang Kategori B adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangnya kualifikasi sebagai 

berikut: 

а. Mampu melaksanakan Pendidikan Kaderisasi formal (MAPABA, PKD dan follow-upnya 
secara teratur). 

0. Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur. 

с. Memiliki sekretariat organisasi. 


о о с 
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4. Cabang Kategori С adalah cabang yang standar kualifikasinya kurang dari katagori В 
sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas. 


Pasal 10 


Pengurus Kordinator Cabang membuat klasifikasi dan pemetaan cabang-cabang PMII yang berada di 
dalam wilayah koordinasinya. 


BAB V 
PENGGUGURAN KORCAB dan CABANG 


Pasal 11 


1. Pengguguran КООКСАВ 
Pengguguran korcab akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat se bagaimana yang telah 
diatur dalam AD/ART Pengguguran cabang. Pengguguran Cabang meliputi: 


а. 


р. 


Pengguguran Cabang dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh 
memaksa. 

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat (1) diatas adalah keberadaan 
cabang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan lagi untuk memenuhi standar 
kualifikasi yang paling minimum, dalam hal ini standar kategori C sebagaimana diatur dalam 
pasal 8 ayat (4) diatas. 

Dalam hal Cabang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Konferensi Cabang 
dalam waktu lebih dari satu setengah tahun, maka Pengurus Koordinator Cabang atau 
Pengurus Besar dapat mengambil alih kepemimpinan cabang tersebut untuk melaksanakan 
Konferensi Cabang sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang. 


Pasal 12 


1. Sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah 
sebagai berikut : 


а. 


Pengurus Koordinator Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Majelis 
Pembina Cabang dan Pengurus Cabang tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan 
yang berkaitan dengan cabang dimaksud. 

Apabila dianggap perlu, Pengurus Kordinator Cabang dapat pula mengundang anggot PMII 
di daerah itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut. 

Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam sub a, b, diatas harus benar-benar 
dijadikan bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau 
tidak menggugurkan cabang tersebut. 


2. Pengurus Kordinator Cabang menyampaikan laporan tertulis selengkapnya mengenai kondisi 
cabang tersebut serta keseluruhan hasil dari upaya yang telah ditempuh sebagaimana diatur di 
dalam ayat (1) diatas. 
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ВАВ УІ 
KEPUTUSAN PENGGUGURAN КООКСАВ DAN CABANG 


Pasal 13 
Keputusan Penguguran Koorcab 


Keputusan pengguguran koorcab dikeluarkan oleh PB PMII. 


Pasal 14 


Segala harta kekayaan yang dimiliki koorcab yang digugurkan, diwagafkan kepada organisasi 
yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas 
persetujuan Pengurus Besar. 

Segala dokumen organisasi yang dimiliki koorcab yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus 
Besar untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi. 


Pasal 15 
Keputusan Pengguguran Cabang 


Keputusan pengguguran cabang dikeluarkan oleh Pengurus Besar setelah mempelajari secara 
seksama laporan dari PKC. 

Cabang yang telah dinyatakan gugur berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar, dapat 
dihidupkan kembali dengan memenuhi ketentuan pembentukan cabang baru sebagaimana diatur 
di dalam AD/ART dan PO PMII. 


Pasal 16 


Segala harta kekayaan yang dimiliki cabang yang digugurkan, diwagafkan kepada organisasi 
yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas 
persetujuan Pengurus Kordinator Cabang atau Pengurus Besar. 

Segala dokumen organisasi yang dimiliki cabang yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus 
Koordinator Cabang dan atau Pengurus Besar untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi. 
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BAB VII 
PENUTUP 


Pasal 17 
1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan 
Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya. 
2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.41 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


| - DE 
.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota 


Anggota 


Anggota 
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KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 09/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN 
PENGURUS KOMISARIAT DAN PENGURUS RAYON 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 
Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Mekanisme Dan Pengesahan Pengurus Komisariat Dan Pengurus Rayon 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini. 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar 
2. Anggaran Rumah Tangga 
3. Nilai Dasar Pergerakan 
Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 
Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Mekanisme Pembentukan dan Pengesahan 
Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia. 
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.42 WIT 


PIMPINAN 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


PENGURUS BESAR 
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PERATURAN ORGANISASI 
Tentang 
MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN 
PENGURUS KOMISARIAT DAN PENGURUS RAYON 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


BAB | 
KETETAPAN UMUM 


Pasal 1 


. Ketetapan Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) 


Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga 
BAB VII Pasal 16 dan 17 tentang Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia. 


. Yang dimaksud dengan Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus 


Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang 
menjadi acuan dalam Pembentukan dan Pengesahan PK dan PR oleh struktur yang berwenang. 


. Yang dimaksud dengan struktur yang berwenang dalam Ketetapan ini adalah Pembentukan dan 


Pengesahan Struktur PR dan PK oleh PC yang diketahui oleh PKC dan PB. 


BAB II 
MEKANISME PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN RAYON 


Pasal 2 
Pembentukan Komisariat Persiapan 


Mekanisme pembentukan PK dianggap sah apabila memenuhi syarat: 


1. 


Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART meliputi: 

a. Komisariat dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi 

b. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) Pengurus Rayon. 

c. Dalam keadaan dimana point 1 dan 2 diatas tidak dapat dilaksanakan, PK dapat dibentuk 
apabila sekurang-kurangnya memiliki 25 anggota. 


. Rayon atau anggota PMII dapat mengusulkan surat permohonan pembentukan Pengurus 


Komisariat persiapan kepada PC. 


. PC membentuk tim yang bertugas memfasilitasi pembentukan pengurus komisariat persiapan. 
. Tugas tim berakhir setelah terbentuknya Pengurus Komisariat Persiapan. 
. Surat permohonan pembentukan Komisariat PMII harus melampirkan: 


a) Berita acara pembentukan. 

b) Jumlah anggota disertai bukti fotocopy minimal 25 (dua puluh lima) Kartu Tanda Mahasiswa 
(KTM). 

c) Fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII. 


. PC dapat memverifikasi kelengkapan administrasi untuk menjadikan PK persiapan setelah 


kelengkapan diatas terpenuhi secara kumulatif. 
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Рава! 3 
Pembentukan Rayon Persiapan 


Mekanisme pembentukan Rayon dianggap memenuhi syarat apabila: 


1 


— 


. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART yang meliputi. 


a. Rayon dibentuk di setiap fakultas atau setingkatnya. 
b. Rayon dapat dibentuk di tempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang- 
kurangnya 15 anggota. 


. Anggota PMII dapat mengusulkan surat permohonan pembentukan Pengurus Rayon Persiapan 


kepada PC dan/atau direkomendasi oleh PK. 


. PC membentuk tim yang bertugas memfasilitasi pembentukan Pengurus Rayon Persiapan. 
. Tugas tim berakhir setelah terbentuknya Pengurus Rayon Persiapan. 
. Surat permohonan SK pembentukan Rayon PMII harus melampirkan: 


a. Berita acara pembentukan 
b. Jumlah anggota disertai bukti fotocopy minimal 15 (lima belas) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 
с. Fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII. 


. PC memverifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 sampai 5. 


Pasal 4 
Pengesahan Komisariat Dan Rayon Persiapan 


. Pembentukan Komisariat dan Rayon persiapan dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat 


Keputusan berupa SK Pengurus Komisariat persiapan atau Rayon persiapan yang dikeluarkan oleh 
Pengurus Cabang. 


. Pengesahan Komisariat persiapan dan Rayon persiapan dilaporkan oleh PC kepada PKC dan 


Pengurus Besar selambat-lambatnya 1 bulan sejak disahkanya pengurus rayon dan komisariat 
persiapan. 


BAB III 
MEKANISME PENINGKATAN STATUS PK DAN PR MENJADI DEFINITIF 


Pasal 5 
Peningkatan Status PK 


. Mekanisme Komisariat Persiapan menjadi Definitif menjadi sah apabila memenuhi syarat: 


а. Telah menjadi Komisariat persiapan selama 1 masa khidmat kepengurusan. 
р. Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri. 

с. Dapat menjalankan КТК secara mandiri. 
а. Mengajukan SK PK definitif kepada PC. 


. Surat permohonan pembentukan Komisariat PMII harus melampirkan: 


a. Berita acara RTK 

b. Struktur pengurus dan CV pengurus 

с. Berita acara formatur 

d. Data base anggota dan kader disertai bukti photo copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan 
fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII. 


3. Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak terpilihnya 


mandataris RTK diberikan oleh PC dengan status sebagai PK Definitif. 
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1. 


2. 


Pasal 6 
Peningkatan Status PR 


Mekanisme Rayon Persiapan menjadi Definitif menjadi sah apabila memenuhi syarat: 
Telah menjadi Rayon persiapan selama 1 masa khidmat kepengurusan. 
Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri. 
Memiliki 15 anggota aktif di fakultas atau setingkat. 
Dapat menjalankan RTAR secara mandiri. 
Mengajukan SK PR definitif kepada PC. 
Surat permohonan pembentukan Rayon PMII harus melampirkan: 
a. Berita acara RTAR 
b. Struktur pengurus dan CV pengurus 
с. Berita acara formatur 
d. Data base anggota disertai bukti fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan fotocopy bukti 
telah mengikuti pengkaderan formal di PMII. 
Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak Terpilih 
mandataris RTAR diberikan oleh PC dengan status sebagai PR Definitif. 


ооо сњ 


ВАВ IV 
MEKANISME PENURUNAN STATUS РК DAN PR 
DEFINITIF MENJADI PERSIAPAN 


Pasal 7 
Penurunan Status PK 


. Penurunan Komisariat definitif menjadi persiapan dapat dilakukan apabila: 


a. Tidak melakukan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri dalam kurun waktu 1 masa 
khidmat kepengurusan. 

b. Tidak memiliki 25 anggota aktif. 

с. Tidak dapat menjalankan КТК. 


. Apabila ketentuan di atas terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat 1 maka PC memberikan surat 


peringatan penurunan status kepada PK. 


. Setelah 3 bulan surat peringatan dilayangkan dan PK tidak dapat memberikan perbaikan maka PC 


dapat menurunkan status definitif menjadi persiapan. 


. Penurunan status Komisariat diberitahukan kepada PKC dan PB. 


Pasal 8 
Penurunan Status PR 


. Mekanisme penurunan rayon definitif menjadi persiapan dianggap sah apabila: 


a. Tidak melakukan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri dalam kurun waktu satu tahun. 
b. Tidak memiliki 15 anggota aktif. 
с. Tidak dapat menjalankan RTAR. 


. Apabila ketentuan di atas terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat 1 maka PC memberikan surat 


peringatan penurunan status kepada PR. 


. Setelah 3 bulan surat peringatan dilayangkan dan PR tidak dapat memberikan perbaikan maka PC 


dapat menurunkan status definitif menjadi persiapan. 


. Penurunan status Rayon diberitahukan kepada PKC dan PB 
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ВАВ У 
АТУКАМ ТАМВАНАМ 


Рава! 9 
Untuk memaksimalkan dan mewujudkan tertib administrasi dan organisasi, maka ketetapan ini menjadi 
landasan hukum bagi setiap PC dalam menetapkan Pembentukan, Penaikan dan Penurunan status 


Komisariat dan Rayon. Jika ketetapan ini tidak diindahkan oleh PC, maka PB akan menindak lanjuti PC 
yang bersangkutan. 


BAB VI 
PENUTUP 
Pasal 10 
1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno 
atau produk hukum organisasi lainnya. 
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. 
Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.42 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


г“) 
.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota 


Anggota 


Anggota 


47 


KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 10/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 
KETIGA 


a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia: 

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan 
Peraturan Organisasi Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia. 

1. Anggaran Dasar 

2. Anggaran Rumah Tangga 

3. Nilai Dasar Pergerakan 

Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 

Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 


Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia. 

Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.435 WIT 


PIMPINAN 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Z/N PENGURUS BESAR 


aaa 
i 
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PERATURAN ORGANISASI 
Tentang : 
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


ВАВ І 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Peraturan organisasi tentang pembekuan pengurus merupakan ketentuan organisasi tentang 
mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus. 

Pengurus yang bisa dibekukan adalah Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang 
(PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR). 

Pengurus Besar (PB) tidak dapat dibekukan, dan dalam hal tertentu yang dipandang perlu hanya 
bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa. 


BAB II 
SEBAB-SEBAB PEMBEKUAN 


Pasal 2 


Pembekuan pengurus dilakukan dengan alasan: 
1. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan peraturan organisasi. 


2. 


3. 


Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil kongres 
dan/atau kebijakan/keputusan organisasi lainnya yang bersifat nasional. 

Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau menyatakan menolak 
struktur kepengurusan di atasnya dari hasil kongres atau konferensi sesuai tingkatannya masing- 
masing yang telah syah menurut AD/ART, peraturan organisasi dan tata tertib yang berlaku. 


BAB III 
WEWENANG 


Pasal 3 


. Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya kepengurusan 


setingkat di atasnya. 

Wewenang pengusulan pembekuan dapat dilakukan dalam pleno BPH PB, melalui rekomendasi 
kesekjenan dan bidang aparatur organisasi. 

Wewenang untuk membekukan kepengurusan adalah kepengurusan yang berwenang 
mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan yang bersangkutan. 


BAB IV 
MEKANISME 


Pasal 4 
Usulan, Keputusan dan Peringatan 


Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurang nya melalui rapat 
pleno kepengurusan yang berwenang. 
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Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno 
kepengurusan yang berwenang. 

Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi 
peringatan secara tertulis tiga kali dan jeda waktu mas ing-masing satu bulan sejak tanggal surat 
peringatan itu dibuat. 


Pasal 5 
PKC, PC, PK dan PR 


Usulan pembekuan PKC disampaikan atas sekurang-kurangnya melalui rapat Pleno BPH PB. 

PKC dapat mengusulkan kepada PB untuk membekukan PC tertentu yang dipandang perlu 
dengan disertai alasan yuridis yang jelas. 

PB melakukan rapat sekurang-kurangnya rapat pleno BPH untuk membahas pembekuan 
kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini. 

Keputusan surat pembekuan PKC dan PC dilakukan dengan penerbitan surat keputusan 
pembekuan sekaligus penunjukan pengurus sementara yang disebut care taker atau perintah 
pengambilan kekuasaan sepenuhnya kepada kepengurusan sekurang-kurangnya setingkat di 
atasnya. 

Surat keputusan PB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditem buskan kepada seluruh 
PC di bawah koordinasinya untuk PKC, dan kepada PKC bila yang dibekukan adalah PC. 
Pengurus cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK) dan tingkat rayon 
(PR) melalui rapat pleno. 

Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai 
penunjukan pengurus care taker. 


BAB V 
PENGURUS KARETAKER 


Pasal 6 
Susunan dan Personalia 


Susunan pengurus sementara yang disebut karataker terdiri dari seorang ketua, seorang 
sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota. 

Ketua pengurus karataker direkrut dari pengurus harian kepengurusan sekurang-kurangnya 
setingkat di atasnya. 


Pasal 7 
Tugas 


. Tugas pengurus karataker hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi 


pemilihan pengurus sesuai tingkat masing-masing. 

Pengurus karataker mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana konferensi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) pasal ini. 

Apabila sebelum dilaksanakan konferensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, namun 
terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mendesak, pengurus karataker dapat 
melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di 
atasnya. 
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Pasal 8 
Masa Bhakti 


Masa Bhakti pengurus karataker hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya kepengurusan 
baru melalui konferensi maksimal 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya kepengurusan yang 
bersangkutan dan tidak dapat diperpanjang. 

Dalam hal ketua kepengurusan belum bisa terpilih melalui konferensi yang khusus diadakan untuk 
itu, maka pengurus karataker dapat dibentuk kembali melalui rapat pleno PB PMII. 

. Jika sampai karateker selesai masa tugasnya belum terlaksa konferensi dan terbentuknya 
kepengurusan baru maka kepengurusan tersebut dibekukan secara permanen. 


BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
Hal-hal yang berkaitan dengan pembekuan kepengurusan dan belum diatur dalam peraturan 
organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau 
memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat 
pleno. 
Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.43 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Munawir Arafat 


Ketua Sekertaris 
í 5 DE 
.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota Anggota Anggota 
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KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 11/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 
TATA CARA PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN ANTAR WAKTU 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 
Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia; 
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini. 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar 
2. Anggaran Rumah Tangga 
3. Nilai Dasar Pergerakan 
Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 
Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar 
Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.45 WIT 


PIMPINAN 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


PENGURUS BESAR 
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PERATURAN ORGANISASI 
Tentang : 
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


ВАВ І 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


. Peraturan organisasi tentang tata cara pengisian pengurus lowongan antar waktu ini merupakan 
pedoman untuk menyatakan jabatan lowongan sekaligus tata cara mengisi jabatan pengurus yang 
sudah dinyatakan lowong itu di semua tingkatan. 

. Pengisian jabatan antar waktu hanya bisa dilakukan apabila jabatan pengurus sudah dinyatakan 
lowong oleh pengurus pleno. 

. Pengurus pleno adalah BPH dan Koordinator-koordinator Biro. 


BAB II 
SEBAB-SEBAB LOWONG 


Pasal 2 


Personalia kepengurusan bisa dinyatakan lowong karena; 

a. Meninggal dunia 

b. Mengundurkan diri 

с. Diberhentikan 

. Pengunduran diri personalia kepengurusan bisa diterima apabila dinyatakan secara tertulis dengan 
materai enam ribu rupiah yang ditujukan kepada kepengurusan personalia itu dengan tembusan 
kepungurusan satu tingkat di atasnya. 

. Pengunduran diri itu bisa dicabut dan bisa diterima menjadi pengurus kembali apabila mengajukan 
surat pencabutan dengan materai enam ribu rupiah sebelum satu bulan sejak surat pengunduran 
diri dibuat yang ditujukan kepada kepengurusan yang sama dengan surat pengunduran diri. 


Pasal 3 


. Personalia kepengurusan organisasi bisa diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) 

huruf (с ) karena: 

Tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut untuk PR, PK, dan PC. 

Tidak aktif selama enam bulan berturut-turut untuk PKC dan PB. 

Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi. 

Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 

Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan tujuan bertentangan 

dengan organisasi PMII. 

. Personalia kepengurusan organisasi PMII dinilai tidak aktif apabila: 

a. Tidak pernah datang ke kantor sekretariat organisasi PMII. 

b. Tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi. 

с. Menolak atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
organisasi. 

d. Tidak pernah mengkomunikasikan ketidakaktifannya sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan 
(c) ayat dan pasal ini kepada ketua umum, ketua, sekretaris jenderal, atau sekretaris. 


ооо со 
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Pasal 4 


Personalia kepengurusan organisasi bisa dinyatakan diberhentikan melalui rapat pleno apabila 
terlebih dahulu sudah diberikan peringatan tertulis tiga kali masing-masing dengan jeda waktu satu 
bulan. 

Apabila sudah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap tidak aktif 
atau memberi jawaban yang tidak bisa diterima oleh pengurus pleno, maka dianggap memenuhi 
syarat untuk dinyatakan diberhentikan. 

Personalia kepengurusan bisa dinyatakan otomatis berhenti karena menjadi anggota dan atau 
pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan tujuannnya 
bertentangan dengan PMII, dan kepen gurusan organisasi sesuai tingkatannya tidak ada 
keharusan klarifikasi terlebih dahulu apabila sudah secara tekstual tercantum dalam struk tur 
sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf (с ), dan (d). 


BAB III 
MEKANISME PENGISIAN 


Pasal 5 


Pengisian jabatan lowongan antar waktu yang kemudian disebut pejabat sementara (Pjs). 
Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia kepengurusan organisasi dilakukan oleh rapat 
pleno pengurus harian. 


Pasal 6 
Lowongan Mandataris 


Pengisian jabatan antar waktu mandataris ketua umum / ketua dilakukan dengan pemilihan pejabat 
sementara (Pjs) melalui rapat pleno. 

Pejabat jabatan lowongan antar waktu pelaksana tugas mandataris ketua umum / ketua kemudian 
disebut dengan pejabat sementara (Pjs). 


Pasal 7 
Non-Mandataris 


Pengisian jabatan lowongan unsur ketua non-mandataris, unsur sekretaris dan bendahara diambil 
dari personalia pengurus harian yang lain sesuai bidangnya, dan atau ketua/anggota lembaga, 
ketua/anggota departemen sesuai dengan garis koordinasinya. 

Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia ketua/anggota lembaga, ketua/anggota 
departemen bisa diambil dari figur di luar struktur yang dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno 
harian. 


Pasal 8 
Pengurus Sementara 


Sebelum jabatan yang lowong diisi, kepengurusan melalui rapat pleno lengkap dapat mengisinya 
dengan pengurus sementara. 

Pengurus sementara dapat berfungsi sebagai pengurus definitif. 

Pengurus sementara menjalankan tugas sampai akhir masa bakti kepenggurusan dan tidak bisa 
diperpanjang. 
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Penunjukan pengurus sementara dapat dilakukan pada jajaran pengurus harian lainnya untuk BPH 
maupun non-pengurus harian sesuai bidangnya, kecuali mandataris. 


Pasal 9 
Pejabat Sementara 


Pejabat sementara ketua umum selanjutnya disingkat Pjs ditetapkan melalui rapat pleno pengurus 
harian, sesuai ART Bab VI Pasal 19 tentang pengisian lowongan jabatan antar waktu. 

Jika pengisian pejabat sementara ketua umum sebagaimana diatur pada poin 1 tidak dapat 
terpenuhi, maka pejabat sementara ketua umum dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno pengurus 
harian. 

Calon pejabat sementara ketua umum diambil dari Badan Pengurus Harian yang bersangkutan dan 
dipilih melalui mufakat atau suara terbanyak dan langsung dinyatakan sah. 

Pejabat sementara ketua umum, dan atau ketua, sekretaris, bendahara, maupun 
lembaga/departemen yang sudah disahkan melalui surat keputusan berfungsi, berwenang dan 
bertanggung jawab sebagaimana mestinya dalam menjalankan amanah organisasi. 

Pejabat sementara itu berlaku sampai akhir masa bhakti pengurus yang digantikan. 

Dalam hal ada alasan kuat tertentu yang memenuhi ketentuan AD/ART, penjabat sementara 
kepengurusan bisa diberhentikan melalui Kongres Luar Biasa, Konferensi Koordinator Cabang 
Luar Biasa, Konferensi Cabang Luar Biasa, Rapat Tahunan Anggota Komisariat Luar Biasa dan 
Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa. 


Pasal 10 
Pelaksana Tugas (Plt) 


. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara maksimal 2 bulan berturut-turut maka harus ditunjuk 


Plt melaui mekanisme Rapat Pleno. 

Masa berlaku Plt selama dua (2) bulan sejak ditetapkan oleh rapat pleno dan tidak dapat 
diperpanjang kembali. 

Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka ditunjuk Pjs sebagaimana yang diatur 
dalam pasal 9. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 11 
1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan lowongan antar waktu dan belum diatur dalam 


peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH PB PMII. 
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.45 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


> 
.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota 


Anggota 


Anggota 
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KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 12!MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

KAIDAH PELAPORAN ORGANISASI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 
KETIGA 


a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan 
Peraturan Organisasi Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia. 

1. Anggaran Dasar 

2. Anggaran Rumah Tangga 

3. Nilai Dasar Pergerakan 

Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 

Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 


Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia. 

Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.46 WIT 


PIMPINAN 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


/——N PENGURUS BESAR 


akak 


FH PERGERAKAN 
М Hi HMI MAHASISWA IS ы 
Aminuddin Мат INDONESIA 


Ketua Umt 
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PERATURAN ORGANISASI 
Tentang : 
KAIDAH PELAPORAN ORGANISASI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


ВАВ І 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


1. Kaidah pelaporan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan 
ketentuan pelaporan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang. 

2. Yang dimaksud dengan kaidah pelaporan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur 
segala sesuatu mengenai pelaporan berbagai hal yang dilaksanakan Pengurus Koordinator 
Cabang atau Pengurus Cabang kepada Pengurus Besar. 

3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah PMII. 


BAB II 
JENIS JENIS PELAPORAN 


Pasal 2 


1. Jenis-jenis laporan adalah: 
a. Laporan Kegiatan 
b. Laporan Hasil Konferensi 
с. Laporan Pendataan Anggota 

2. Laporan kegiatan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator Cabang / 
Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program serta hasil-hasil 
yang dicapai. 

3. Laporan hasil konferensi adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator 
Cabang / Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan proses pelaksanaan dan hasil 
konferensi untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengurus Besar dalam mengeluarkan Surat 
Keputusan pengesahan pengurus. 

4. Laporan Pendataan Anggota adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang 
secara objektif berkaitan dengan pertambahan anggota baru atau hasil pendataan kader secara 
teratur dan keseluruhan melalui data base. 


BAB Ill 
MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN 


Pasal 3 


Laporan Kegiatan meliputi: 

1. Laporan kegiatan dilakukan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Besar PMII melalui 
koordinasi dengan ketua PKC. 

2. Apabila suatu wilayah tidak memiliki PKC maka pengurus cabang berhak langsung melaporkan 
kepada Pengurus Besar. 
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Hp APD 


Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat: 

Berita acara kegiatan 

Latar belakang dan masalah yang dihadapi 

Tujuan dan sasaran setiap kegiatan 

Proses pelaksanaan setiap kegiatan 

Tindak lanjut setiap kegiatan 

Evaluasi setiap kegiatan, lampiran dan koreksi daftar nama panitia, peserta dan penceramah 
(jika ada). 

Perkembangan jumlah anggota dan kader. 


| Waktu pelaporan kegiatan untuk Pengurus Cabang dan Pengurus Koordinator Cabang adalah 


setiap 6 (enam) bulan sekali. 


Pasal 4 
Pelaporan Hasil Konferensi 


. Laporan hasil konferensi harus memuat: 


a. Berita acara konferensi 

b. Ketetapan-ketetapan dan keputusan konferensi 

c. Susunan pengurus yang ditanda tangani oleh badan formatur 

d. Laporan pertanggungjawaban ketua umum kepengurusan demisioner. 


. Waktu pelaporan hasil konferensi adalah pada saat menyampaikan permohonan Surat Keputusan 


kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan konferensi. 


. Pedoman dan mekanisme pengajuan dan pelaporan SK diatur kemudian oleh Pengurus Besar. 


Pasal 5 


Sistematikan Laporan Pertanggungjawaban ketua umum / ketua atau pengurus demisioner untuk 
semua tingkatan struktural organisasi adalah: 


1. 
2. 


3. 
4. 


a ana 


Pendahuluan, yang terdiri dari gambaran umum dan kondisi kepengurusan, baik kondisi internal 
dan eksternal. 

Program kerja yang direncanakan. 

Realisasi program. 

Kemajuan kaderisasi dan pengembangan anggota, yang terdiri dari jumlah komisariat, rayon dan 
anggota, kekutan basis anggota, serta jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin. 

Keuangan organisasi. 

Inventaris organisasi. 

Kendala/Hambatan. 

Rekomendasi, baik internal dan eksternal. 

Penutup. 


. Lampiran-lampiran, yang terdiri dari SK kepengurusan, dokumentasi kegiatan dan dokumen yang 


dianggap penting lainnya. 
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Рава! 6 
Pelaporan Pendataan Anggota 


1. Laporan Pendataan Anggota sekurang-kurangnya memuat : 


ооо со 


f. 
2. Wa 


Nama anggota 

Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi Anggota 

Pendidikan Kader (formal) yang telah diikuti 

Pendidikan/Pelatihan (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif yang telah diikuti) 
Jabatan yang pernah diduduki 

Rekapitulasi data anggota 


ktu pelaporan pendataan anggota adalah setahun sekali menjelang berakhirnya periode 


kepengurusan cabang. 
3. Pedoman dan tata cara pendataan anggota diatur kemudian oleh Pengurus Besar. 


BAB IV 
ATURAN TAMBAHAN 


Pasal 7 


Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Cabang membuat ketetapan pleno yang tidak 
bertentangan dengan peraturan organisasi dan ketetapan pleno Pengurus Besar untuk mengatur tata 
cara pelaporan dari sruktur di bawahnya sehingga dapat mendukung kelancaran proses pelaporan 


kepada 


Pengurus Besar. 


Pasal 8 


Tindak lanjut hasil laporan konferensi harus ditindaklanjuti oleh Pengurus Besar untuk mengeluarkan 
Surat Keputusan selambat-lambatnya 2x30 hari setelah pelaporan disampaikan. 
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BAB V 
PENUTUP 


Pasal 9 
1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan 
Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya. 


2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Maha siswa Islam Indonesia. 
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.46 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


| Е De 
.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota 


Anggota 


Anggota 
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KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 13/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 


PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 
KETIGA 


а. 


1. 
2. 
3. 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia; 

. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan 
Peraturan Organisasi Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

Anggaran Dasar 

Anggaran Rumah Tangga 

Nilai Dasar Pergerakan 


Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 
Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 


Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.47 WIT 


PIMPINAN 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


PENGURUS BESAR 
PERGERAKAN 


MAHASISWA ISLA 
INDONESIA 
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PERATURAN ORGANISASI 
Tentang : 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


I. PENDAHULUAN 
a. Latar Belakang 
Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi 
yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem 
administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan 
PMII, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib 
dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan 
positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan. 


Kecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi 
itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenap organisasi 
bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh 
karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi merupakan suatu jawaban 
aktual ditengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara 
Nasional di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Besar sampai Rayon. 


b. Pengertian 
Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (РРТА) adalah serangkaian aturan mengenai 
penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut 
organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII secara nasional. 


с. Tujuan 

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan untuk : 

1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksa naan 
administrasi disemua tingkatan organisasi PMII. 

2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang kesekretaria tan disemua 
tingkatan organisasi PMII. 

3. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat 
dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota. 


d. Sasaran 
Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (РРТА) memiliki sasaran sebagai berikut : 
1. Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi dibidang administrasi yang baru dan berlaku 
secara nasional. 
2. Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, 
persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi. 


e. Landasan 


Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) berlandaskan pada: 1) Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga, 2) Keputusan Kongres XVIII PMII tahun 2014 di Jambi. 
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PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI 

a. Pedoman Umum 

Surat 

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik 
yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus 
diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat 
dijadikan sarana komunikasi itu harus me-menuhi ketentuan sebagai berikut: 


1. 


a) 


Sistematika Surat 

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut : 

(1) Nomor surat, disingkat No. 

(2) Lampiran surat, disingkat Lamp. 

(3) Perihal surat, disingkat Hal. 

(4) Si alamat surat, “Kepada Yth dst”. 

(5) Kata pembukaan surat. “Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”. 

(6) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga 

Bapak/lbu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam 

menjalankan aktifitas keseharian. Amin”. 

(7) Maksud surat. 

(8) Kata penutup, “Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg”, Wassalamu'alaikum 
Warahmatullah Wabarakatuh”. 

(9) Tempat dan tanggal pembuatan surat. 

(10) Nama pengurus organisasi beserta jabatan. 

Bentuk Surat 

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block 

Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama 

penandatangan surat berada di tepi yang sama. 

Jenis surat 

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan 

Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana 

komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organ-isasi. Surat khusus 

adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif 

organisasi dan landasan pijak organisatoris, jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua 

sifat; intern dan ekstern. 

Kertas surat. 

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala 

surat PMII). Kop berikut amplop berisikan: 

(1) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD-ART PMII. 

(2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi. 


PENGURUS BESAR 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
(Central Board of Indonesian Moslem Student Movement) 


Jl. Salemba Tengah No. 57 A Jakarta Pusat, 10430 Telp/Fax. (021) 31931261 
Email : pb.pmii@yahoo.com Website : http://www.pmii.or.id 


Nomor surat 

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas: 
(1) Nomor urut surat. 

(2) Tingkat dan periode Kepengurusan. 
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) Jenis surat dan nomor surat. 
) Penanda tangan surat. 

) Bulan pembuatan surat. 

) Tahun pembuatan surat. 


annan 
о сл сә 


2. Stempel 


а) 


Bentuk stempel 

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi pan jang 

bergaris tunggal. 

Ukuran stempel 

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. 

Tulisan stempel 

Stempel resmi organisasi berisi: 

(1) Lambang PMII disebelah kiri 

(2) Tulisan disebelah kanan terdiri atas: 

) Tingkatan kepengurusan, baris pertama. 

(b) Nama organisasi, baris kedua: “Pergerakan”, baris ketiga; “Mahasiswa Islam” 
dan baris keempat, “Indonesia”. 

) Nama tempat atau daerah, baris kelima. 

) Tinta stempel. 

) Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (stamp- 
ink) warna merah. 


3. Buku Agenda 


a) 


Ukuran Buku 
Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan 
sesuai dengan kolom yang diperlukan. 
Model Buku 
Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, 
model yang digunakan keduanya sebagai berikut: 
(1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom: 

(a) Nomor urut pengeluaran 

(б) Nomor surat 

(c) Alamat surat 

(d) Tanggal surat, 

= tanggal pembuatan 
= tanggal pengiriman 

(e) Perihal surat 

(f) Keterangan 
(2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas: 

(a) Nomor urut penerimaan 

(б) Nomor surat 

(c) Alamat surat / pengirim 

(d) Tanggal surat, 
= tanggal pembuatan 
= tanggal penerimaan 
(e) Perihal surat 
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4. Buku Kas 


a) 


Ukuran Buku Kas 

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom 
yang diperlukan. 

Model Buku Kas 

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan 
model buku kas yang terdiri dari atas kolom, 

(1) Nomor urut penerimaan 


(2) Uraian sumber kas 

(3) Jumlah uang yang diterima 
(4) Nomor urut pengeluran 

(5) Uraian penggunaan kas 

(6) Jumlah uang yang dikeluarkan 


5. Buku Inventarisasi 


a) 


Ukuran Buku Inventarisasi 

Buku Inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai 
dengan kolam yang diperlukan 

Model Buku Inventarisasi Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi 
menggunakan model buku yang terdiri atas kolom: 

(1) Nomor urut 

(2) Nama barang 

(3) Merk barang 

(4) Tahun pembelian 

(5) Jumlah barang 

(6) Keadaan barang 


6. Papan Nama 


a) 


b) 


BentukBentuk papan nama organisasi di semua tingkatan kepengurusan berbentuk 
empat persegi panjang. 

Ukuran Papan Nama 

Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri No.5 Thn 1986 
adalah : 

(1) Pengurus Besar, Panjang 400 cm dan lebar 200 cm 

(2) Pengurus Koordinator Cabang: Panjang 200 cm dan lebar 150 cm 
(3) Pengurus Cabang: Panjang 160 cm dan lebar 135 cm 

(4) Pengurus Komisariat, Panjang 150 cm dan lebar 120 cm 

(5) Pengurus Rayon: Panjang 140 cm dan lebar 105 cm 

Tulisan Papan Nama 

Papan nama berisi tulisan yang terdiri dari : 

(1) Lambang PMII,di sebelah kiri atas 

(2) Kode wilayah dibagian bawah lambang PMII 

(3) Nama organisasi tingkat kepengurusan 

(4) Alamat sekretariat dibagian bawah 

Warna Papan Nama 

Papan nama menggunakan warna sebagai berukut : 

(1) Warna dasar biru tua 

(2) Lambang PMII; sesuai dengan lampiran АКТ. 

(3) Tulisan, putih 
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10. 


Ваһап Рарап Мата 

Pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dengan digunakan sebagai Papan 
Nama. Namun yang layak digunakan adalah : 

(1) Triplek dan sejenisnya 

(2) Kayu Tebal 

(3) Seng dan sejenisnya 


Jaket 


a) 


Warna Jaket 

Jaket resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru muda. 
Model Jaket 

Model jaket resmi organisasi adalah jas tangan panjang. 

Bahan Jaket 

Jaket resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan kaku. 
Atribut Jaket 

Jaket organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut: 

(1) Lambang PMII, sebelah kiri bawah 

(2) Nama pengurus, sebelah kanan atas 

(3) Tingkatan organisasi,sebelah kiri diatas lambang PMII. 


Peci 


a) 


Warna Peci 

Peci organisasi disemua tingkatan menggunakan warna dasar biru muda. 

Model Peci 

Model peci sama seperti khas Indonesia dilengkapi dengan garis, strip dan segi Lima 
warna kuning disebelah kiri. 

Bahan Peci 

Peci resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang tebal dan kaku. 


Salempang 


a) 


Warna salempang 

Warna salempang organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning dan biru muda. 
Ukuran salempang 

Salempang organisasi yang resmi berukuran panjang 60 cm dan lebar 4,5 cm. 

Bahan salempang 

Salempang resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan berkilap, 
dilengkapi rompi dan lencana diujung keduanya. 


Lencana 


a) 


Jenis lencana 

Lencana organisasi dapat dikelompokan kedalam dua jenis,yaitu lencana besar dan 
lencana kecil 

Warna Lencana 

Warna lencana besar memiliki dasar sesuai dengan bahan, sedang lencana ke-cil 
berwarna dasar putih berlambang PMII sesuai ketentuan lampiran ART. 

Bentuk Lencana 

Lencana besar berbentuk perisai,sesuai perisai lambang PMII dengan ukuran tinggi 9 
cm dan lebar 7 cm 73 sedang lencana kecil berbentuk bulat berdiame-ter 3 cm. 
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d) Bahan Lencana 
Lencana besar dan kecil terbuat dari bahan logam,seperti aluminium,seng,dan 
sebagainya. 

e) Tulisan 
Lencana besar hanya berwujud lambang tanpa tulisan,sedangkan lencana kecil 
bertuliskan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengitari lambang PMII. 


11. Kartu Tanda Anggota 
a) Sistematika 
Bagian belakang 
Nomor 
Nama 
Tempat Tanggal Lahir 
Alamat Rumah 
Perguruan Tinggi 
Fakultas/Jurusan 
Komisariat 
Tempat dan Tanggal Pembuatan 
Tanda Tangan dan nama terang pemegang KTA 
) Tanda Tangan dan nama terang PKC/PC 
) Stempel PKC/PC 


М II A IA A IA A A 
DD (О Оо У о сл с м — 
– O—-——————-—— 


Bagian depan 
Kop dan logo PMII 


(1) 
(2) Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII 
(3) Tanda tangan dan nama terang ketua umum dan sekjend PB. 
(4) Pas photo ukuran 2 x 3 disebelah kanan 
(5) Stempel PB PMII 
b) Bentuk 
Ditulis dengan Block Style yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari nomor 
sampai nama penanda tangan berada ditepi yang sama. 
с) Kertas 
Kertas KTA berwarna dasar kuning dan ada back ground lambang PMII 
d) Nomor 
Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut: 
01-01-A01-01-01-01-2015 


Keterangan: 

01 - pertama merupakan nomor keaggotaan yang ditetapkan oleh PB PMII 
A - merupakan kode wilayah masing-masing PKC/PC 

01 = kedua merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh РКС 

01 - ketiga merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PC 

01 - keempat merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PK 

01 - kelima merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PR 

01 - keenam merupakan bulan penerbitan KTA 

2015 - merupakan tahun penerbitan KTA 


e) Ukuran 
Panjang 9 cm dan lebar 4 cm. 
|) Tulisan 
Menggunakan font Times New Roman diseluruh bagian KTA. 
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12. Lambang PMII 
Lambang PMII serta maknanya adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga 
organisasi 


Tutup Perisai 
Warna Kuning 


Badan Perisai 
Warna Biru Muda Langit 


Tulisan PMII 
Warna Biru Tua 


Semua Bintang 
Warna Putih 


13. Bendera PMII 
a) Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi. 
b) Adapun mengenai penamaan tingkat struktur ditulis dibawah logo secara horizontal. 
с) Minimal ukuran bendera 60 X 90 


90 cm 
Garis Warna Dasar 
Warna Biru Tua Kuning Emas 
Tulisan PMII 
Warna Biru Tua 60 cm 
Warna Logo 


seperti dalam ART 


Tulisan Level 
Kepengurusan 


b. Pedoman Teknis 
1. Surat 

a) Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk 
surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan. 

b) Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat 
harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip. 

с) Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau 
sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada seti ap item kode atau 
sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis. 

d) Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item (untuk 
Pengurus Koorcab/Cabang) yaitu : 

(1) Nomor Surat 
(2) Tingkat Kepengurusan 
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а) 
0) 
с) 
d) 


(e) 


Pengurus Besar disungkat PB 

Pengurus Koordinator Cabang disimgkat PKC 
Pengurus Cabang disingkat PC 

Pengurus Komosariat disimgkat PK 

Pengurus Rayon disingkat PR 


Jenis Surat dan Nomor Urut: 
Untuk Pengurus Besar: 


Internal khusus,seperti surat keputusan ditandai dengan kode: 01 

Internal Umum,seperti surat-surat biasa selain surat keputusan, ditandai 
kode: 02 

Eksternal khusus,seperti surat mandat khusus,audensi dengan pejabat dll, 
dipakai kode: 03 

Eksternal umum adalah surat yang bersifat umum,ditandai dengan 
kode:04. 


Untuk Pengurus Koorcab, Cabang, Komisariat dan Rayon 


(a) 
(b) 


Internal, (umum dan khusus) dengan kode : 01 
Eksternal ( umum dan khusus) dengan kode : 02 


Penandatanganan Surat 
Untuk Pengurus Besar 


Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen, ditandai 
dengan kode : A-I 

Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekjen, ditandai 
dengan kode : A-ll 

Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekbid ditandai 
dengan kode: A-III 

Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekjen, ditandai dengan 
kode : B-l 

Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekjen, ditandai 
dengan kode: B-II 

Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekbid, ditandai dengan 
kode : B-III 

Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen, Bendahara 
dan Wakil Bendahara ditandai dengan kode : С-1 

Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum, Wakil Sekjen dan 
Bendahara/Wakil Bendahara, ditandai dengan kode : C-ll 

Jika penadatangan surat adalah Ketua, Sekbid dan Bendahara/Wakil 
Bendahara, ditandai dengan kode : C-III 

Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan 
kode : A-0 


Untuk Pengurus Koorcab dan Cabang: 


Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum 
ditandai dengan kode: A-I 

Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris, ditandai 
dengan kode: A-ll 

Jika penandatangan surat Ketua dan Sekretaris Umum, ditandai den gan 
kode : C-III 
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(d) Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Sekretaris ditandai dengan 
kode: В-ІІ. Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi. 

(e) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum dan 
Bendahara/ Wakil Bendahara, ditandai dengan kode: C-l. 

(| Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/ wakil 
bendahara ditandai dengan kode: С-ІІ. 

(g) Jika Penandatangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan 
kode: A-0 


Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon: 
(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris, ditandai den gan 


kode: A-I 

(b) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai 
dengan kode: A-ll 

(c) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai 
dengan kode: В-І 

(d) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan wakil Sekretaris 
ditandai dengan kode: B-lI 

(e) Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan 
kode: A-0 


Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi: 
(а) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/ Wakil 


Bendahara ditandadi dengan kode : C-l 
(b) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan 
Bendahara / Wakil Bendahara ditandai dengan kode: C-ll 


Bulan Surat 

Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan. 

Tahun Surat 

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat. 

Kode Koorcab/Cabang. 

Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah 

kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk 

Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan. 

(а)  Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sumatera, ditandai dengan kode: 
U 

(b) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Jawa dan Madura, ditandai 
dengan kode: V 

(c) Коогсар/Сарапа yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, 
ditandai dengan kode: W 

(d) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Kalimantan, ditandai dengan 
kode: X 

(в)  Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sulawesi, ditandai dengan kode: 
Y 

(| Коогсар/Сарапа yang berada di wilayah Maluku dan Papua ditandai 
dengan kode: Z 
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Kode Koorcab/Cabang: 


Kode 


U 


Pulau 
Sumatra 


Jawa dan Madura 


Bali dan Nusa Bali 
Tenggara 


Kalimantan 


Sulawesi 


Maluku dan Papua 


Contoh nomor surat: 
Surat Pengurus Besar 
Nomor : 360.PB-XVIII.01-234.A-1.09.2015 


- Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan 


Provinsi 
Sumatera Utara 
Nangro Aceh 
Darussalam 
Sumatera selatan 
Sumatera Barat 
Lampung 
Bengkulu 

Riau 

Bangka Belitung 
Kepulauan Riau 
Jambi 

Jawa Tengah 
Jawa Barat 

DKI Jakarta 
Jawa Timur 

DI Yogyakarta 
Banten 


Nusa Tenggara Barat 
Nusa Tenggara Timur 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Selatan 
Kalimantan Timur 
Sulawesi Selatan 
Sulawesi Tenggara 
Sulawesi Utara 
Sulawesi Tengah 
Gorontalo 

Sulawesi Barat 
Maluku 

Maluku Utara 

Papua 

Papua Barat 


Nomor 
U-01 
U-02 


U-03 
U-04 
U-05 
U-06 
U-07 
U-08 
U-09 
U-10 
V-01 
V-02 
V-03 
V-04 
V-05 
V-06 
W-01 
W-02 
W-03 
Х-01 
Х-02 
Х-03 
Х-04 
Ү-01 
Ү-02 
Y-03 
Y-04 
Y-05 
Y-06 
Z-01 
Z-02 
Z-03 
Z-04 


- Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral 


Keterangan: 

360 

PB - Pengurus Besar 

XVIII = Periode ke 17 

01 = Jenis surat internal khusus 
234 = Nomor urut surat jenis tersebut 
A-I 

09 = Bulan ditetapkannya surat 
2015  - Tahun pembuatan surat 
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Surat Pengurus Koordinator Cabang 
Nomor : 027.PKC-XII.Y-1.01-018.A-11.12.2015 


Keterangan: 

027 - Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan 
PKC - Pengurus Koordinator Cabang 

XII - Periode ke 12 

Y-1 - Kode wilayah Sulawesi Selatan 

01 = Jenis surat internal (khusus dan umum) 

018 = Nomor urut surat jenis tersebut 

А-!І - Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris 

12 - Bulan ditetapkannya surat 

2015  - Tahun pembuatan surat 


Surat Pengurus Cabang 
Nomor : 035.PC-XV.W-02.02-022.B-1.12.2015 


Keterangan: 

035 - Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan 
PC - Pengurus Cabang 

XV = Periode ke 15 

W-02 = Kode wilayah Nusa Tenggara Barat 

02 = Jenis surat eksternal (khusus dan khusus) 

022 = Nomor urut surat jenis tersebut 

В-І = Ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Umum 

12 - Bulan ditetapkannya surat 

015 - Tahun pembuatan surat 


Surat Pengurus Komisariat 
Nomor : 021.PK -XI.Z-03.01-010.B-11.12.2015 


Keterangan: 

021 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan 
PK - Pengurus Komisariat 

X = Periode ke 10 

2-03 - Kode wilayah Papua 

01 = Jenis surat internal (khusus dan khusus) 

010 = Nomor urut surat jenis tersebut 

B-II = Ditanda tangani wakil ketua dan wakil sekretaris 

12 = Bulan ditetapkannya surat 

2015  - Tahun pembuatan surat 


Surat Pengurus Rayon 
Nomor : 016.РК-ІХ.Х-04.02-007.А-1.01.2015 


Keterangan: 

016 - Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan 
PR - Pengurus Komisariat 

IX = Periode ke 9 

Х-04 = Kode wilayah Kalimantan Timur 

02 = Jenis surat eksternal (khusus dan khusus) 

007 - Nomor urut surat jenis tersebut 

А-І - Ditanda tangani ketua dan sekretaris 

01 - Bulan ditetapkannya surat 

2015  - Tahun pembuatan surat 
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(g) Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara 
vertikal, wajib memberikan tembusan. 

(h) Untuk surat kepanitiaan sedapat mungkin berpedoman pada tata cara 
penomoran surat sebagaimana tercantum pada point 2.2.13 dan 2.2.1.4. 

(i) Penandatanganan seluruh jenis aurat- surat harus menggunakan tinta 
warna hitam. 

() Perlu nomor surat kepanitiaan. 


2. Stempel 

а) Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat 
mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan pengu-rus dan tidak 
menutupi nama pengurus yang bertandatangan. 

b) Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua Umum atau Sekjend 
(untuk PB), Ketua Umum atau Sekretaris Umum (untuk Koorcab/ Cabang) dan Ketua 
atau Sekretaris (untuk Komisariat dan Rayon). 

с) Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII dise-belah kiri 
dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan, dengan ukuran yang 
serasi dan seimbang. 


Contoh: 
Stempel Pengurus Besar 


Z/N PENGURUS BESAR 


1 2.8 6,8,6) 


PERGERAKAN 


MAHASISWA ISLAM 
INDONESIA 


Stempel Pengurus Koordinator Cabang (tidak boleh disingkat Korcab) 
AS PENGURUS KOORDINATOR CABANG 
5,2,5. 6.8.60 
жамал жалай РЕКСЕКАКАМ 
MAHASISWA ISLAM 
INDONESIA 
BENGKULU 


Stempel Pengurus Cabang 
FP da PENGURUS CABANG 
1 2.0 4,8,4! 
PERGERAKAN 
MAHASISWA ISLAM 
INDONESIA 
BENGKULU SELATAN 


Stempel Pengurus Komisariat 


Ora PENGURUS KOMISARIAT 
жж» 
PERGERAKAN 


MAHASISWA ISLAM 
INDONESIA 
V-03 UNIVERSITAS IQRA NAMLEA 
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Stempel Pengurus Rayon 


LEAN PENGURUS RAYON 


kakak 
/ 


PERGERAKAN 
MAHASISWA ISLAM 
INDONESIA 
V:93 FAKULTAS TEKNIK UNJ 


Buku Agenda 

a) Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat 
keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan. 

a) Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang 
membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain. 

0) Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam 
berjumlah 7 (tujuh) kolom. 


Contoh: 
Agenda surat keluar 
Tujuan Tanggal Surat 
No | No. Surat i Buat Kirim Hal Ket 
1 2 3 4 5 6 7 
Agenda surat masuk 
Tujuan Tanggal Surat 
No | No. Surat Surat Buat Datang Hal Ket 
1 2 3 4 5 6 7 
Buku Kas 


a) Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana 
organisasi, harus tercatat dalam buku kas, terdiri atas: 
(1) Buku Harian 
(2) Neraca Bulanan 
(3) Neraca Tahunan 


b) Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan 
pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam 
penjumlahan uang disebut saldo. 


c) Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah 
Bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi. 


Contoh: 
No Uraian Debet Kredit Saldo 


d) Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, 
juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembe-lian barang- 
barang untuk kepentingan organisasi. 
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5. Buku Inventarisasi 
a) Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang 
milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan 
terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu 
masa bakti kepengurusan. 


b) Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, 
seperti berikut ini : 


Contoh: 

No Nama Tahun Pembuatan Merk Jumlah | Keadaan | Ket 
Barang 

1 2 3 4 5 6 7 


c) Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah 
sekjen/sekretaris Umum/sekretaris disemua tingkatan organisasi. 


6. Papan Nama 
a) Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang dinding atau 
halaman muka kantor sekretariat atau ditempat yang strategis dan berdekatan dengan 


sekretariat organisasi. 

b) Pembuatan papan nama organisasi dan pemasangannya harus memperhatikan 
ketentuan. 

Contoh: 


Pengurus Besar 
400 cm 


Warna Dasar 


PENGURUS BESAR Маа 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


200 cm (Central Board ор Indonesian Moslem Student Movement) | 
Жж KK Jl, Salemba Tengah No. 57 A Jakarta Pusat, 10430 Telp/Fax. (021) 31931261 TMS 
Email : pb.pmii@yahoo.com Website : http://www.pmii.or.id Putih 


Warna Logo 
Seperti dalam ART 


Pengurus Koordinator Cabang 
200 cm 


PENGURUS KOORDINATOR CABANG 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 140 cm 
150 cm (Indonesian Moslem Student Movement) 


NANGRO ACEH DARUSSALAM 


Alamat Lengkap 10 cm 


Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah. 
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Pengurus Cabang 


160 cm 


PENGURUS CABANG 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
135 ст Indonesian Moslem Studend Momen?) 
KABUPATEN TULUNGAGUNG 


Alamat Lengkap 


Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah. 


Pengurus Komisariat 
150 cm 


PENGURUS KOMISARIAT 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
120 cm Indonesian Moslem Student Movement) 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 


Alamat Lengkap 


Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah. 


Pengurus Rayon 
140 cm 


PENGURUS RAYON 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
105 cm (Indonesian Moslem Student Movement) 
FAKULTAS TEKNIK UNJ 


Alamat Lengkap 


Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah 


7. Jaket 


a) Jaket resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara 
resmi organisasi, termasuk didalamnya rapat-rapat pengurus disemua tingkatan 
organisasi, serta ketika menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi 


lain. 


b) Penggunaan jaket secara lengkap dengan peci dan salempang hanya pada acara 
pelantikan pengurus disemua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan pada setiap 


upacara pembukaan kegiatan organisasi. 


с) Pengurus yang berwenang menggunakan jaket secara lengkap adalah pengurus 
harian pada semua tingkatan organisasi, terutama Ketua Umum dan Sekjend (untuk 
PB),Ketua Umum dan Sekretaris Umum (untuk PKC/PC), Ketua dan Sekretaris untuk 


Komisariat dan Rayon. 


TT 


125 cm 


10 cm 


110 cm 


10 cm 


95 cm 


10 cm 


8. Ресі 
а) Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun semi untuk menunjukan 
identitas organisasi kepada khalayak umum. 
b) Peci organisasi wajib digunakan bagi para petugas bidang protokol dan atau/ anggota 
pada setiap kegiatan disemua tingkat organisasi. 


9. Selempang 
а) Salempang dapat digunakan bersama dengan atau tanpa jaket. Tapi untuk acara 
sebagaimana ketentuan pada pedoman teknis point b) harus dengan jaket. 
0) Jika salempang akan dikenakan, maka sisi bagian luar adalah yang berwarna biru tua 
dan sisi bagian dalam adalah biru 73 muda. Kemudian pada pertemuan kedua ujung 
salempang diletakkan lencana besar PMII. 


10. Lencana 
a) Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, baju dan benda lainnya ,yang 
bertujuan menunjukan identitas pada khalayak umum. 
b) Репеддипаап lencana besar disematkan pada jaket atau salempang dan lencana kecil 
- pada peci atau baju diatas dada sebelah kiri. 


11. Kartu Tanda Anggota 
a) KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus dan sudah dibaiat 
sebagai anggota PMII. 
b) KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan misalnya 
seperti kongres, muspim dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia 
benar-benar anggota PMII. 


Ill. PENUTUP 
a. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini,akan berfungsi sebagai mana mestinya,jika 
seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras melakukan 
pedoman ini secara sungguh-sungguh. 
b. Hal-hal yang belum terjangkau dalam pedoman ini,akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 
Ditetapkan di : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.47 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


A > 
y 00 \ "тэ | 
Athik Hidayatul Ummah .R. Zulkarnain esmiati 
Anggota Anggota Anggota 
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KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 14/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 
Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan dan Tertib Administrasi Korp Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia Puteri, 
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang adanya ketetapan ini. 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar 
2. Anggaran Rumah Tangga 
3. Nilai Dasar Pergerakan 
Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 
Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Tertib 
Administrasi Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri. 
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan. 
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.51 WIT 


PIMPINAN 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


/——N PENGURUS BESAR 


25 252 
k 


PERGERAKAN 
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PERATURAN ORGANISASI 
Tentang 
KORP PMII PUTERI (KOPRI) 


BAB | 
Ketentuan Umum 


Pasal 1 


Korps PMII Puteri disingkat KOPRI merupakan wadah pengembangan perempuan PMII. KOPRI 
merupakan badan semi otonom PMII yang mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur 
organisasi secara hirarkis (PB PMII membentuk KOPRI PB PMII, PKC PMII membentuk KOPRI PKC 
PMII, PC PMII membentuk KOPRI PC PMII, KOPRI PB, PKC, dan PC saling berkoordinasi), pola 
hubungan, mekanisme pemilihan, tata administrasi dan menangani isu perempuan secara umum. 


BAB II 
Struktur Organisasi 
Pasal 2 


a. Struktur dan posisi KOPRI di jelaskan dalam bagan di bawah ini 
KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum 
PMII. 


Keterangan: 
: 
Sekretaris 4 % 
Jenderal Bendahara 
Umum Ketua Kopri 
A <- 
Sekretaris Banana 
Ketua Ketua Ketua Ketua 
Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris 
Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua 
{ { { $ Wk. Sekretaris Wk. Sekretaris Wk. Sekretaris 
Biro - Biro / Biro - Biro / Biro - Biro / Biro - Biro / 
Departemen Departemen Departemen Departemen 
Biro – Biro / Biro - Biro / Віго – Biro / 
Departemen Departemen Departemen 


Otonom 


Lembaga Semi 


Instruksi 


Lembaga Semi 
Otonom 


Koordinasi dan konsultasi 


Lembaga Semi 


Otonom 


b. KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada dibawah koordinasi dan intruksi ketua umum 


PMII 
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с. Коргі mempunyai kepengurusan di tingkat PB, PKC, DAN PCdengan sistem koordinasi antar 
masing -masing level kepengurusan secara hirarkis. 
BAB III 
POLA HUBUNGAN 


Pasal 3 


a. Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan garis koordinasi,konsultasi dan intruksi. 
b. KOPRI memiliki hubungan koordinasi, konsultasi, dan instruktsi di setiap level kepengurusan secara 
hirarkis. 


BAB IV 
MEKANISME PEMILIHAN 
Pasal 4 


. Ketua KOPRI PB PMII dipilih langsung melalui forum pengambilan keputusan tertinggi di Kongres. 

. Ketua KOPRI PKC, dan PC dipilih langsung melalui forum pengambilan tertinggi di tingkatan 
KONKOORCAB, dan KONFERCAB 

с. Apabila point (b) tidak dapat dilaksanakan maka Pemilihan Ketua KOPRI PKC dan PC dapat dipilih 

oleh formatur PMII dalam forum pengambilan keputusan tertinggi disetiap level kepengurusan. 


со 


BAB V 
Surat Keputusan Kepengurusan 
Pasal 5 


. SK Pengurus KOPRI PB PMII dikeluarkan oleh PB PMII 

. SK Pengurus KOPRI PKC PMII dikeluarkan oleh PKC PMII 

. SK Pengurus KOPRI PC PMII dikeluarkan oleh PC PMII 

. Setiap pengajuan SK Kepengurusan kepada PB PMII, pengurus PKC dan pengurus PC wajib 
menyertakan struktur pengurus KOPRI 


оо ос ою 


BAB VI 
Kaderisasi KOPRI 
Pasal 8 


Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik yang sifatnya formal atau pun non 
formal. Adapun kaderisasi yang bersifat in-formal yang disajikan dalam kurikulum kaderisasi KOPRI, 
misalnya Sekolah Kader KOPRI (SKK), hal tersebut merupakan bagian kurikulum tambahan dalam 
upaya penguatan ideology gerakan KOPRI 


BAB VII 
KAIDAH PELAPORAN 


Pasal 9 
Jenis-jenis Pelaporan 


Jenis-jenis pelaporan adalah : 

(1) Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PB, PKC, PC, PMII, secara objektif 
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program yang telah terlaksana dengan memuat hasil-hasil 
yang dicapai sebagai bahan evaluasi kegiatan di masing-masing tingkatan. 
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(2) Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat KOPRI PB, PKC, PC, PMII kepada ketua 
umum PMII yang bersangkutan, secara ob-jektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program 
yang telah dilak sanakan selama satu periode kepengurusan. 

(3) Laporan Pendataan Kader Perempuan PMII adalah laporan yang dibuat oleh Pengurus KOPRI 
Cabag secara Objektif berkaitan dengan penambahan kader baru yang merupakan hasil pendataan 
secara keseluru-han, 


Pasal 10 
MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN 


Laporan Kegiatan meliputi: 
1. Laporan kegiatan KOPRI PB, PKC, PC, PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI dan di 
teruskan kepada ketua umum PMII yang bersangkutan. 
2. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat : 
. Latar belakang dan masalah yang dihadapi 
. Tujuan dan sasaran kegiatan 
. Proses pelaksanaan kegiatan 
. Laporan Keuangan 
. Tindak lanjut kegiatan 
Evaluasi kegiatan, Lampiran daftar nama panitia/peserta, narasum ber, notulensi dan 
dokumentasi. 
3. Waktu Pelaporan kegiatan untuk KOPRI PB PMII satu tahun sekali, untuk KOPRI PKC PMII adalah 
setiap enam bulan sekali dan untuk KOPRI PC, PMII setiap empat bulan sekali. 


го оо co D 


Pasal 11 
Pelaporan Pertanggung jawaban 


(1) Laporan pertanggung jawaban keseluruhan pelaksanaan program KOPRI РВ, РКС, PC, PMII 
dilaporkan kepada Ketua umum PMII dan di forum tertinggi di masing-masing level kepengurusan. 
(2) Laporan Pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat : 
a. Mekanisme kepanitiaan 
b. Proses pelaksanaan 
с. Laporan keuangan yang disertai dengan bukti pengeluaran 
d. Evaluasi 
e. Lampiran berisi daftar nama panitia, peserta, narasumber, materi & dokumnetasi 
(3) Waktu pelaporan laporan pertanggung jawaban dilakukan satu kali dalam satu periode, menjelang 
pergantian kepemimpinan di masing-masing kepengurusan. 


BAB VIII 
TERTIB ADMINISTRASI 


Pasal 13 
Ketentuan Umum 


Keabsahan administrasi KOPRI disahkan oleh struktur masing - masing disetiap level kepengurusan. 
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Рава! 14 
Pedoman Umum Administrasi 


1) Surat 
Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang 
mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan 
untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana 
komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 


a) 


Cc 
— 


Ф) 
ме 


о. 
м2 


Sistematika Surat 

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut : 

(1) Nomor surat, disingkat No. 

(2) Lampiran surat, disingkat Lamp. 

(3) Perihal surat, disingkat Hal. 

(4) Si alamat surat, “Kepada Yth dst. 

(5) Kata pembukaan surat. “Assalamu'alaikum Warahmatullah Wa barakatuh” 

(6) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring доа kami sampaikan semoga 
Bapak/lbu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas 
keseharian. Amin” 

(7) Maksud surat 

(8) Kata penutup, “Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Thorieg”, Wassalamu'alaikum 
Warahmatullah Wabarakatuh”. 

(9) Tempat dan tanggal pembuatan surat 

(10) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan. 

Bentuk Surat 

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block Style, 

yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan 

surat berada di tepi yang sama. 

Jenis surat 

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan Khusus. 

Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis 

dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang 

menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak 
organisatoris., jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat, intern dan ekstern. 

Kertas surat. 

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). 

Kop berikut amplop berisikan : 

(1) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD - ART PMII. 

(2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi. 


trah KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI 


| La (KOPRI PB РМІЈ)/РКС...../РС..../ 
| Jl. Salemba Tengah No. 57 А Jakarta Pusat, 


e) Nomor surat 


Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas: 
1. Nomor urut surat. 
2. Tingkat dan periode Kepengurusan. 
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3. Jenis surat dan nomor surat. 
4. Penanda tanganan surat. 

5. Bulan pembuatan surat 

6. Tahun pembuatan surat. 


2) Stempel 
a. Bentuk stempel 
Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris 
tunggal. 
b. Ukuran stempel 
Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. 
с. Tulisan stempel 
Stempel resmi organisasi berisi : 
1. Lambang PMII disebelah kiri 
2. Tulisan disebelah kanan terdiri atas : 
* Baris pertama, “Korps Pergerakan Mahasiswa”, baris kedua, “Islam Indonesia” 
* Baris ke-tiga tingkat level kepengurusan “KOPRI PB PMII/ KOPRI PKC/KOPRI PC. 


3) Buku Agenda 
a. Ukuran Buku 
Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai 
dengan kolom yang diperlukan. 
b. Model Buku 
Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model 
yang digunakan keduanya sebagai berikut : 
1. Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom, 
(a) Nomor urut pengeluaran 
(b) Nomor surat 
(с) Alamat surat 
(d) Tanggal surat, 
* tanggal pembuatan 
* tanggal pengiriman 
(e) Perihal surat 
(f) Keterangan 
2. Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom 
(a) Nomor urut penerimaan 
(b) Nomor surat 
(c) Alamat surat / pengirim 
(d) Tanggal surat, 
* tanggal pembuatan 
* tanggal penerimaan 
(e) Perihal surat 
(f) Keterangan 


4) Buku Kas 
a. Ukuran Buku Kas 
Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang 
diperlukan. 
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b. Model Buku Kas 
Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organi-sasi menggunakan model 
buku kas yang terdiri dari atas kolom: 
(a) Nomor urut penerimaan 

) Uraian sumber kas 

c) Jumlah uang yang diterima 

d) Nomor urut pengeluran 

e) Uraian penggunaan kas 

f) Jumlah uang yang dikeluarkan 


с. Buku Inventarisasi. 
1. Ukuran Buku Inventarisasi 
Buku Inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan 
kolam yang diperlukan 
2. Model Buku Inventarisasi 
Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi meng gunakan model buku yang terdiri 
atas kolom : 
(a) Nomor urut. 
b) Nama barang. 
Merk barang. 
Tahun pembelian. 
Jumlah barang 
f) Keadaan barang 


м МІ — — 


( 
(c 
(d 
(e 
( 


5) Bendera 
Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi 


90 cm 
Garis Warna Dasar 
Warna Biru Tua Kuning Emas 
Tulisan PMII 2 
Warna Biru Tua 8 
Warna Logo 
seperti dalam ART 
Tulisan Level 
Kepengurusan 


Pasal 14 
Pedoman Tekhnis 


(1) Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri,tetapi wajib mengetahui ketua umum dimasing-masing level 
kepengurusan PMII. 
a. Dalam penbuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah konde atau sandi yang 
terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan 
titik dan bukan dengan garis 
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а) Setiap penomoran surat mengandung 6 item koode (untuk PB) dan 7 item untuk РКС/РС, 
meliputi, 
1. Nomor Surat. 
2. Tingkat kepengurusan 
a) Pengurus Besar di singkat KOPRI PB PMII 
b) Pengurus koordinator Cabang disingkat PKC 
c) Pengurus cabang disingkat PC. 
3. Jenis da kode surat untuk semua tingkat kepengurusa KOPRI: 
a) Internal,(Umum dan khusus),dengan Kode : 01 
b) Eksternal (umum dan khusus),dengan kode: 02 
4. Penandatangan Surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI 
a) Keabsahan surat merujuk ayat 1 pasal 14 
b) Jika penandatangan surat adalah ketua dan sekertaris,ditan dai dengan kode: D-I 
с) Jika penandatangan surat adalah ketua dan wakil seker taris,ditandai dengan kode:D-lI 
d) Jika penandatangan surat adalah wakil ketua dan wakil sekertaris,ditandai dengan 
kode: E-1. 
е) Jika penandatangan surat adalah wakil ketua dan seker taris,ditandai dengan kode:E-lI 
? Jika penandatangan surat adalah ketua dan seker taris,bendahara dan wakil 
bendahara ditandai dengan kode: Ғ-/ 
g) Jika penandatangan surat adalah ketua,wakil sekertaris,dan bendahara/wakil 
Bendahara,ditandai dengan kode: Ғ-// 
h) Jika penandatangan surat adalah ketua sendiri ,ditandai dengan kode: D-0 


Contoh: 
A. Surat Pengurus Besar 
Nomor : 001.PB.-XVIII.01-001.D-1.KOPRI.PB PMII.12.2015 


001 : Nomor urut surat keluar 

KOPRI-PB : Pengurus Besar 

XVIII : Periode ke 18 

02 : Jenis surat internal khusus 

001 : Nomor urut surat jenis tersebut 

А-1 : Ditanda tangani ketua dan sekertaris 
12 : Bulan ditetapkannya surat 

2015 : Tahun pembuatan surat 


B. Surat pegurus koordinator cabang 
Nomor :027.КОРРІ-РКС/ХІІ.Ү-0.01.р-1І.12.2015 


027 : Nomor urut surat keluar 

KOPRI-PKC : Pengurus koordinator cabang 

XII : Periode ke pengurusan 

Y-0 : Kode korcab sulawesi selatan 

01 : Jenis surat internal(Umum dan khusus) 
0-18 : Nomor urut surat jenis tersebut 

D-II : Ditandatangani ketua dan wakil sekertaris 
12 : Bulan ditetapkannya surat 

2015 : Tahun pembuatan surat 
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С. Surat pengurus Cabang. 
Nomor : 035.KOPRI-PC./XVI.Y-01.02-022.B-1.12.2015 


035 : Nomor urut surat keluar 

KOPRI-PC : Pengurus cabang 

XVI : Periode ke pengurusan 

02 : Jenis surat internal(Umum dan khusus) 

022 : Nomor urut surat jenis tersebut 

D-1 : Ditandatangani ketua dan sekertaris UMUM 
12 : Bulan ditetapkannya surat 

2015 : Tahun pembuatan surat 


- Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara vertikal, wajib 
memberikan tembusan. 

- Untuk Surat Kepanitiaan sedapat berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana 
tercantum pada pedoman tekhnis 

- Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna hitam 


(2) Stempel 

a. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusa hakan sedapat mungkin agar 
tertera ditengah — tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus 
yang bertandatangan. 

b. Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua atau Sekretaris (untuk PB ), Ketua 
atau Sekretaris ( untuk Koorcab/ Cabang) dan Ketua atau Sekretaris (untuk Komisariat dan 
Rayon). 

с. Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan 
yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan, dengan ukuran yang serasi dan seimbang. 
Contoh: 

А. Stempel KOPRI PB PMII : 


Sa а 


/ N 
px / KORPS PERGERAKAN MAHASISWA 
ISLAM INDONESIA PUTERI 


KOPRI PB PMII 


В. Stempel Pengurus KOPRI PKC PMII : 


LV 
xx xx) KORPS PERGERAKAN MAHASISWA 
1—4 


ISLAM INDONESIA PUTERI 
KOPRI PKC PMII 
SULAWESI SELATAN 


C. Stempel KOPRI PC PMII 


MEA, 


la жжжж) KORPS PERGERAKAN MAHASISWA 
ај 


ISLAM INDONESIA PUTERI 
KOPRI PC PMII 
PADANG PARIAMAN 


KOPRI 


(3) Buku Agenda 

a. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun 
surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara 
dan disimpan secara baik setelah dipergunakan. 

b. Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat 
surat atau ketika menerima surat dari instansi lain. 

с. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 6 
(enam) kolom. 
Contoh. 


1. Agenda surat keluar 


Tujuan Tanggal Surat 
No | No. Surat Surat Buat Kirim Hal Ket 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Agenda surat masuk 

Tujuan Tanggal Surat 
No | No. Surat Surat Buat Kirim Hal Ket 
1 2 3 4 5 6 7 

(4) Buku Kas 


a. Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, 
harus tercatat dalam buku Kas, terdiri atas : 
Buku Harian : Neraca Bulanan, Neraca Tahunan 
b. Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran 
dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo. 
с. Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara/wakil 
bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi. 
Contoh : 
1. Buku Harian 


No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah 


2. Neraca Bulanan 


No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah 


3. Neraca Tahunan 


No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah 


Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga 
dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk 
kepentingan organisasi. 
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(5) Buku Inventarisasi 
a. Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik 
organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang- 
barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan. 
b. Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti 


berikut ini : 
No | Мата Barang Tahun Pembuatan Merk Jumlah | Keadaan Ket 
1 2 3 4 5 6 7 


с. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah 
sekjen/sekretaris Umum/sekretaris disemua tingkatan organisasi. 


BAB IX 
PENUTUP 
Pasal 16 


1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan 
Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya. 

2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan 

Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 05.51 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


d Munawwir Arafat 
Ketua Sekretaris 


е; | 2 Туа 
Athik Hidayatul Ummah L.R. Zulkarnain Desmiati 
Anggota Anggota Anggota 
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tr 


PEDOMAN KADERISASI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


PEDOMAN 


Bismillahirrahmanirrahim, 


KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 15/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 
PELAKSANAAN KADERISASI FORMAL DAN NON FORMAL 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 


KETIGA 


a. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan kaderisasi dan dengan 
hasil yang optimal, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaderisasi Formal dan Non Formal 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas peraturan organisasi 
sebagai mana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya 
ketetapan ini. 

1. Anggaran Dasar 

2. Anggaran Rumah Tangga 

3. Nilai Dasar Pergerakan 

Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kaderisasi Formal dan Non Formal Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia. 


MEMUTUSKAN 


Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaderisasi Formal 
dan Non Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat 
kekeliruan. 

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 07.00 WIT 


PIMPINAN 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 


nuddin Ma'ru 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


/—N PENGURUS BESAR 


122 252 
Kak 
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PERATURAN ORGANISASI 
Tentang : 
PEDOMAN PELAKSANAAN KADERISASI FORMAL DAN NON FORMAL 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


BAB | 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


. Pedoman Pelaksanaan Kaderisasi Formal dan Non Formal Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga PMII, Bagian | Anggota dan 
Kader, Bab VII Struktur Organisasi, Susunan Pengurus, Tugas dan Wewenang (Pasal 13 dan 14), 
khususnya yang berkenaan dengan Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

. Yang dimaksud dengan Kaderisasi Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai 
tahapan jenjang kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

. Yang dimaksud Kaderisasi Non Formal adalah tugas dan agenda Pengurus Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia disetiap level kepengurusan, setelah melakukan kaderisasi formal. 
Kaderisasi non formal dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal dan untuk mengembangkan 
potensi kader berbasis soft skill. 


BAB II 
JENIS-JENIS KADERISASI FORMAL 


Pasal 2 


. Jenis-jenis Kaderisasi Formal : 

a. MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru). 

b. PKD (Pelatiha Kader Dasar). 

с. PKL (Pelatihan Kader Lanjut). 

MAPABA adalah kaderisasi formal tahap pertama yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon 
atau Pengurus Komisariat. 

PKD adalah kaderisasi formal tahap kedua yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon atau 
Pengurus Komisariat atau Pengurus Cabang. 

PKL adalah kaderisasi formal tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang atau 
Pengurus Koordinator Cabang. 


BAB Ill 
SCREENING KADERISASI FORMAL 


Pasal 3 
MAPABA 


Mekanisme Screening MAPABA terdiri dari: 
1. Screening berkas 


a. Formulir dan CV 
b. Foto Copy KTM 


2. Wawancara 


a. Motivasi ikut PMII 
b. Pengetahuan umum 
c. Pengetahuan agama 
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Pasal 4 
PELATIHAN KADER DASAR 


Mekanisme Screening PKD terdiri dari: 
1. Screening berkas 


a. 
. Surat rekomendasi dari Rayon atau Komisariat asal 

. Sertifikat kaderisasi formal dan non formal yang pernah diikuti 

. Catatan pribadi tentang kondisi objektif di Rayon atau Komisariat asal (identifikasi masalah dan 


Оо Оо с 


Formulir dan CV 


upaya mencari solusi), apa yang sudah dilakukan selama ber PMII 


. Makalah dengan tema: 


- Kemahasiswaan 
- Keislaman 
- Keindonesiaan 


2. Presentasi makalah/Test lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level 
(mars PMII, Tujuan PMII, Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan) 
3. Wawancara: Motivasi mengikuti PKD 


Pasal 5 
PELATIHAN KADER LANJUT 


Mekanisme Screening PKL terdiri dari: 
1. Screening berkas 


а. 
р. 


Formulir дап CV 

Surat rekomendasi 

- Dari Komisariat asal jika PKL dilaksanakan oleh Cabang setempat 

- Dari Cabang asal jika PKL dilaksanakan oleh Cabang dalam satu zona atau PKC setempat 


. Sertifikat kaderisasi formal dan non formal yang pernah diikuti 
. Catatan pribadi tentang kondisi objektif di Rayon atau Komisariat asal (identifikasi masalah dan 


upaya mencari solusi), apa yang sudah dilakukan selama ber PMII 


. Makalah dengan tema: 


- Strategi Pendampingan Kader 

- Strategi Pengembangan PMII di Fakultas/Kampus yang minim PMII nya 

- Strategi Penyebaran faham Ahlussunah Wal-jamaah dikampus-kampus umum 
- Strategi Menguasai Kepemimpinan Gerakan 


2. Test lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (mars PMII, Tujuan PMII, 
Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan) 

3. Presentasi makalah 

4. Wawancara: Motivasi mengikuti PKL 
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BAB IV 


KURIKULUM KADERISASI FORMAL 


Pasal 6 
Kurikulum MAPABA 
No Materi-Materi Mapaba Status Waktu 
1 | Mahasiswa dan Tanggung jawab Sosial Pilihan Minimum 90 Menit 
2 | Keorganisasian PMII (Ке-РМІІ-ап) Wajib Minimum 90 Menit 
3 | Kelembagaan Kopri Wajib Minimum 90 Menit 
4 | Nilai Dasar Pergerakan Wajib Minimum 90 Menit 
5 | Aswaja Wajib Minimum 90 Menit 
6 | Sejarah Bangsa Indonesia Wajib Minimum 90 Menit 
7 | Kajian Disiplin Ilmu Fakultas/Jurusan Pilihan Minimum 90 Menit 
8 | MUATAN LOKAL - Sejarah PMII Lokal Wajib Minimum 90 Menit 
9 | Antropologi Kampus Pilihan Minimum 90 Menit 
10 | General Review, Konseling dan RTL Wajib Minimum 90 Menit 
Pasal 7 
Kurikulum PKD 
No Materi-Materi PKD Status Waktu 
1. | Aswaja Sebagai Manhaj Al-Fikr wal Harokah Wajib Minimum 90 Menit 
2. | Strategi Pengembangan PMII Wajib Minimum 90 Menit 
3. | Antropologi dan Pengorganisiran Kampus Wajib Minimum 90 Menit 
4. | Pengelolaan Opini dan Gerakan Massa Pilihan Minimum 90 Menit 
5. | Paradigma PMII Wajib Minimum 90 Menit 
6. | Analisis Sosial Wajib Minimum 90 Menit 
7. | Analisis Wacana Pilihan Minimum 90 Menit 
8. | Nahdhotun Nisa Wajib Minimum 90 Menit 
9. | Studi Advokasi dan Pendampingan Masyarakat Wajib Minimum 90 Menit 
10. | Peta Gerakan Islam di Indonesia Wajib Minimum 90 Menit 
11. | Teknik Lobi dan Membangun Jaringan Wajib Minimum 90 Menit 
12. | General Review, Konseling dan RTL Wajib Minimum 90 Menit 
Pasal 8 
Kurikulum PKL 
No Materi-Materi PKL Status Waktu 
1 | PMII Perspektif Ideologi dan Organisasi Wajib Minimum 90 Menit 
2 | PMII Perspektif Strategi Gerakan dan Wajib Minimum 90 Menit 
Kepemimpinan 
З | Panel Materi Ke-PMll-an FGD Minimum 90 Menit 
4 | PMII dan Peta Gerakan Islam Wajib Minimum 90 Menit 
5 | Panel Keislaman FGD Minimum 90 Menit 
6 | Pancasila dan Sistem Politik Indonesia Wajib Minimum 90 Menit 
1 | Geopolitik, Geoekonomi, Geostrategic dan Wajib Minimum 90 Menit 
Geoteknologi 
8 | Antropologi Masyarakat Indonesia Wajib Minimum 90 Menit 
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— 


N 


с 


No Materi-Materi PKL Status Waktu 

9 | Kajian Pembangunan Berbasis Pilihan Minimum 90 Menit 
Maritim/Agraris/Industri 

10 | Panel Materi Keindonesiaan FGD Minimum 90 Menit 

11 | Analisis Korporasi dan Ideologi Media Wajib Minimum 90 Menit 

12 | Community Organizing Pilihan Minimum 90 Menit 

13 | Manajemen Aset Daerah Pilihan Minimum 90 Menit 

14 | Manajemen Komunikasi dan Informasi/Pengantar Pilihan Minimum 90 Menit 
Ilmu Intelejen 

15 | General Review, Konseling dan RTL Wajib Minimum 90 Menit 

BAB V 


SERTIFIKASI KADERISASI FORMAL 


Pasal 9 


. Sertifikat MAPABA adalah sertifikat yang diberikan kepada anggota baru oleh Penyelenggara yang 


ditandatangani penyelenggara dan mengetahui oleh struktur diatasnya. 

a. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Rayon, maka ditandatangani mengetahui oleh Pengurus 
Komisariat. 

b. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat, maka ditandatangani mengetahui oleh 
Pengurus Cabang: 


. Sertifikat PKD adalah sertifikat yang diberikan kepada Kader Mujahid oleh Penyelenggara yang 


ditandatangani mengetahui oleh struktur diatasnya. 

a. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat, maka ditandatangani mengetahui oleh 
Pengurus Cabang. 

b. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, maka ditandatangani mengetahui oleh Pengurus 
Koordinator Cabang: 

Sertifikat PKL adalah sertifikat yang diberikan kepada Kader Mujtahid oleh Penyelenggara yang 

ditandatangani mengetahui oleh Pengurus Besar. Baik yang diselenggarakan oleh Pengurus 

Cabang maupun oleh Pengurus Koordinator Cabang: 


BAB VI 
KADERISASI NON FORMAL 


Pasal 10 


. Kaderisasi non formal dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal dan mengembangkan 


potensi kader berbasis soft skill 

Kaderisasi non formal dapat dilakukan oleh 
а) Pengurus Rayon (РК); 

b) Pengurus Komisariat (PK): 

c) Pengurus Cabang (PC): dan 

d) Pengurus Kordinator Cabang (PKC) 
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Рава! 11 
Kegiatan Kaderisasi Non Formal Setelah МАРАВА 


1. Kegiatan kaderisasi поп formal setelah Mapaba hanya dapat dilaksanakan oleh PR dan/atau PK. 
2. PR dan/atau PK yang telah melaksanakan Mapaba diharapkan untuk menyelenggarakan: 


=x 


A 


го оо со 


. Kursus Agama І yang dilaksanakan minimal 1 kali 

. Kursus Bahasa Inggris yang dilaksanakan minimal 1 kali 

. Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan yang dilaksanakan minimal 1 kali 
. Kursus Penulisan yang dilaksanakan minimal 1 kali 

. Kursus Teknologi Informasi yang dilaksanakan minimal 1 kali 


Sekolah Islam Gender yang dilaksanakan minimal 1 kali 


Pasal 12 
Kegiatan Kaderisasi Non Formal Setelah PKD 


. Kaderisasi non formal setelah PKD dapat dilaksanakan oleh PK, PC atau PKC 
. Kaderisasi non formal setelah PKD oleh Pengurus komisariat terdiri dari kegiatan wajib dan pilihan 
а. 


Kegiatan wajib РК sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi: 
1) Kursus agama II 
2) Pelatihan Manajemen Konflik dan Pemetaan Politik Kampus 


. Pengurus Komisariat yang telah melaksanakan kegiatan wajib sebagaimana dimaksud dalam 


ayat 2 dapat melaksanakan kegiatan pilhan yang terdiri dari: 
1) Pelatihan Interpersonal & Relationship 

2) Pelatihan Jurnalistik 

3) Pelatihan Bisnis Plan 


. Kegiatan non formal setelah PKD oleh Pengurus cabang terdiri dari kegiatan wajib dan pilihan 
a. 


Kegiatan wajib PC sebagaimana dimaksud ayat 3 meliputi: 

1) Kursus agama II 

2) Pelatihan Manajemen Konflik dan Pemetaan Politik Kampus 
3) Pelatihan Interpersonal & Relationship 

4) Pelatihan Jurnalistik 

5) Pelatihan Keinstrukturan 


. Pengurus Cabang yang telah melaksanakan kegiatan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 


3 dapat melaksanakan kegiatan pilhan yang terdiri dari: 
1) Pelatihan Community Organizer 


) 
2) Pelatihan Bisnis Plan 

3) Pelatihan Monitoring Anggaran 

4) Pelatihan Analisa Sosial, Manajemen Aksi, dan Advokasi 
5) Pelatihan pendidikan manajemen dasar 

6) Sekolah Kader Kopri yang dilaksanakan minimal 1 kali 


. Kegiatan non formal setelah PKD oleh Pengurus Kordinator Cabang terdiri dari kegiatan wajib dan 


pilihan 


а. 


Kegiatan wajib PKC sebagaimana dimaksud ayat 4 meliputi: 
1) Pelatihan Bantuan Hukum khusus anggota fakultas hukum dan syariah 


2) Sekolah Kader Kopri yang dilaksanakan minimal 1 kali 


. PKC yang telah melaksanakan kegiatan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat 


melaksanakan kegiatan pilhan yang terdiri dari: 
1) Pelatihan manajemen Pendidikan Dasar 
2) Pelatihan Pengembangan Bisnis 
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Bb WNA 


3) Pelatihan Monitoring Anggaran 
4) Pelatihan Analisa Sosial, Manajemen Aksi, dan Advokasi 
5) Pelatihan pendidikan manajemen dasar 


Pasal 13 
Kegiatan Kaderisasi Non Formal Setelah PKL 


. Kegiatan kaderisasi non formal setelah PKL hanya dapat dilaksanakan oleh Pengurus Kordinator 


Cabang dan atau Cabang. 


. Pengurus Kordinator Cabang atau Pengurus Cabang yang telah melaksanakan PKL wajib untuk 


menyelenggarakan: 

a. Pelatihan Dakwah 

b. Pelatihan Instruktur Wilayah 
с. Sekolah Analisa Pasar Modal 
d. Sekolah Ketatanegaraan 

e. Pelatihan Legal Drafting 


. Pengurus Cabang yang berada dalam wilayah koordinasi PKC, dapat bekerjasama dan bersinergi 


dengan PKC dalam pelaksanaan kaderisasi non formal setelah PKL. 


. Pengurus Cabang yang tidak berada dalam wilayah koordinasi PKC, dapat bekerjasama dan 


bersinergi dengan PKC terdekat dalam pelaksanaan kaderisasi non formal setelah PKL 


Pasal 14 
Pelatihan Kader Nasional 


. Pelatihan Kader Nasional (PKN) adalah Kaderisasi non formal pasca PKL. 

. Pelatihan Kader Nasional (PKN) diselenggarakan oleh Pengurus Besar. 

. Sekolah Kader Kopri Nasional (SKKN) adalah kaderisasi non formal KOPRI Pasca PKL. 
. Sekolah Kader Kopri Nasional (SKKN) diselenggarakan oleh KOPRI PB PMII 


Pasal 15 
Screeening 


Mekanisme Screening PKN terdiri dari: 


1. 


3. 
4. 


Screening berkas 

a. Formulir dan CV 

b. Foto copy Ijazah atau Transkrip Nilai (terlegalisir) dengan IPK Minimal 2,75 untuk Ilmu Eksak 
dan 3,00 untuk Ilmu Sosial 

c. Surat rekomendasi dari Cabang atau PKC asal 

d. Sertifikat kaderisasi formal dan non formal yang pernah diikuti 

e. Membuat tulisan tentang kondisi objektif di cabang dan PKC asal (identifikasi masalah dan 
upaya mencari solusi), apa yang sudah dilakukan selama ber PMII 

f. Makalah dengan tema: 
- Strategi Pengembangan Potensi Kader 
- Strategi Merebut Kepemimpinan Nasional 
- Strategi Membumikan Islam Ahlussunah Wal-Jamaah dan Islam Rahmatan lil alamin 
- Strategi Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat 


. Test lisan tentang materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (mars PMII, Tujuan PMII, 


Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan) 
Presentasi makalah 
Wawancara: Motivasi mengikuti PKN 
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Рава! 16 


Кигікшит РКМ 
Ко Materi-Materi PKN Status Waktu 
1 | Pemantapan Ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Wajib 180 Menit 
2 | Peta Gerakan Islam Internasional Wajib 150 Menit 
3 | Aktualisasi Pemikiran Figih Kontemporer Wajib 150 Menit 
4 | Strategi Penguasaan Gerakan Sosial Wajib 150 Menit 
5 | Analisa Anatomi Negara Wajib 150 Menit 
6 | Strategi dan Resolusi Konflik Wajib 150 Menit 
7 | Strategi Penguasaan Informasi dan Membangun Wajib 150 Menit 
Networking 
8 | Analisa Anatomi NGO Nasional dan Internasional Wajib 150 Menit 
9 | Membedah Sistem Ekonomi Nasional Dan Wajib 150 Menit 
Internasional 
10 | Analisa Politik Kebijakan Publik Wajib 150 Menit 
11 | Konstruksi Kedaulatan Pangan Nasional Wajib 150 Menit 
12 | Analisa Politik Energi Nasional Wajib 150 Menit 
13 | Membedah Politik Pertahanan dan Keamanan Wajib 150 Menit 
14 | General Review, Konseling dan RTL Wajib 150 Menit 
BAB VII 
RUANG LINGKUP DAN METODE PELATIHAN KADERISASI 
Pasal 17 
Ruang Lingkup Kaderisasi 


— 


. Pelaksanaan Mapaba dapat diikuti oleh calon anggota dari kampus lain di satu wilayah kerja PC, 
baik yang diselenggarakan oleh Rayon atau Komisariat. 

. Pelaksanaan PKD maksimal diikuti oleh anggota di satu wilayah kerja PC, baik yang 
diselenggarakan oleh Komisariat atau Cabang, kecuali PC/PK yang telah 2 kali melakukan PKD 
dalam 1 periode dapat merekomendasikan kadernya untuk mengikuti PKD di luar wilayahnya. 

. Pelaksanaan PKL maksimal diikuti oleh kader di satu wilayah kerja PKC, atau bagi PC yang tidak 
dibawah koordinasi PKC dalam satu regional yang diatur oleh Bidang Kaderisasi Nasional PB PMII, 
baik yang diselenggarakan oleh PC atau PKC, kecuali PC/PKC yang telah 2 kali melakukan PKL 
dalam 1 periode dapat merekomendasikan kadernya untuk mengikuti PKL di luar wilayahnya. 


N 


со 


Pasal 18 
Metode Kaderisasi 


Selama pelatihan berlangsung, calon anggota/anggota'/calon kader akan dididik oleh tim instruktur 
dengan empat hal: 

1. Mengembangkan Pengetahuan, 

2. Menegakkan Kedisiplinan, 

3. Memperkuat Spiritualitas, 

4. Memperkuat Penempaan Fisik. 

Secara detail akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan yang akan disampaikan oleh narasumber dan instruktur MAPABA/PKD/PKL/PKN 
terutama materi inti Ке-РМІІ-ап akan dilakukan dengan cara doktrinasi, memantapkan nilai dan 
ideology organisasi, sehingga tidak ada keraguan dari para anggota baru dan Kader PMII dalam 
berjuang. 

97 


2. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan di didik dengan ketat dan disiplin, dengan 
menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut, 

а. System class, lengkap dengan semua peralatan belajar, meja, kursi dan alat pendukung 
lainnya, yaitu: 

1) Kertas metaplan ukuran 10 x 15 cm secukupnya, 

2) Spidol besar (whiteboard dan/atau marker) secukupnya, 
3) Spidol kecil secukupnya (sesuai jumlah peserta), 

4) Papan tulis dan/atau Kertas Plano. 

b. Sessi belajar akan dimulai dari jam 08.00-22.30 WIB, dan selama belajar dilarang merokok, 
wajib menggunakan baju kemeja, wajib mengunakan peci РМІ/ресі Hitam, wajib membawa 
perlengkapan alat tulis belajar dan tidak boleh meninggalkan materi. 

с. Setiap malam akan dilakukan Mujahadah, yaitu bangun di sepertiga malam, lalu 
melaksanakan Sholat-sholat sunnah, wirid, baca quran dan nasihat agama yang akan 
dibimbing oleh Kyai, tokoh agama atau alumni setempat dengan mengunakan pakaian 
Muslim (baju Kokotsarungan), dan membawa tasbih hingga sholat subuh berjamaah. 

d. Setelah sholat subuh berjama'ah, peserta akan diwajibkan melakukan olahraga, senam baris 
berbaris, yang akan dipandu oleh instruktur olahraga, baik yang berasal dari instruktur 
professional atau tentara setempat (Kodim, Koramil) dengan menggunakan Pakaian baju 
kaos, celana training dan sepatu olahraga serta BANSER. 


Pasal 19 
Konseling 


Diakhir sessi pengkaderan, tim instruktur akan memanggil para peserta secara bertahap untuk 
dilakukan proses konseling. Proses konseling ini akan dilakukan dalam bentuk dialog antara instruktur 
dengan peserta, akan ditanyakan seputar, 

1. Sejarah pribadi anggota/kader ber-PMII (Kapan Mapaba/PKD/PKL, kenapa ber-PMII, dts) 

2. Bagaimana kesan dan pesan mengenai pelatihan yang diikuti? 

3. Apa saja kelemahan dan kelebihan pelatihan yang pernah diikuti? 

4. Bagaimana kondisi PMII ditempat peserta berproses (Rayon-Komisariat-Cabang-Koorcab)? 
Konseling ini dimaksudkan untuk memberikan penugasan (pengembangan PMII diwilayah masing- 
masing), Apa yang akan dilakukan oleh peserta setelah mengikuti pelatihan ini untuk membuat goal 
setting pribadi dan pengembangan PMII. 


BAB VIII 
PEMBAIATAN 


Pasal 20 
Mekanisme dan Tata Cara Pembaiatan 


. Pembaiatan dilakukan dalam sessi upacara pasca pelatihan kaderisasi formal diselesaikan 

. Peserta yang di baiat harus dalam kondisi ber wudhu kecuali yang berhalangan 

. Bendera Merah putih dan bendera PMII diletakkan di hadapan peserta 

. Peserta berbaris rapih dihadapan panitia dan pengurus 

. Peserta mengikuti apa yang diucapkan dalam naskah baiat 

. Setelah pembaiatan, peserta mencium bendera merah putih dilanjutkan dengan mencium bendera 
PMII 

7. Peserta dan panitia saling bersalam-salaman diiringi lagu mars PMII, Hymne PMII dan Salawat 

Badar. 


о NB ONH 
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Pasal 21 
Naskah Pembaiatan Марара 


Naskah Bai'at Anggota Baru 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
Rayon/Komisariat/Cabang 


Bismillaahirrahmaanirahiim, 
Asyhadu alla Ilaa ha Illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadarrasulullah 
Radhiitubillahirabba, wabil islaamidiina, wabi muhammadinnabiyya wa rasuula, wabil gur'aani imaama 


Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar. Bahwa saya : 

1) Menyerahkan diri sepenuhnya menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

2) Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada 
ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 
Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan 
bangsa 

3) Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban 
organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam 
situasi dan kondisi apapun 

4) Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada 
pimpinan organisasi ; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi, adalah suatu bentuk 
pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT 


Astaghfirullaah al adzhiim, Astaghfirullah al adzhiim, Astaghfirullaah al adzhiim 
Khasbunallah wa ni'mal wakiil, nmal ташаа wa niman nashiir 
Laa haula walaa quwwata illa billah.... 


Pasal 22 
Naskah Pembaiatan PKD 


Naskah Bai'at Kader Mujahid 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
Komisariat/Cabang 


Bismillaahirrahmaanirahiim, 

Asyhadu alla Ilaaha Illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadarrasulullah 

Radhiitubillahirabba, wabil islaamidiina, wabi muhammadin nabiyya wa rasuula, wabil guraani 
imaama 


Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar: 


Bahwa saya : 
1) Menyerahkan diri sepenuhnya menjadi KADER MUJAHID Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia. 


2) Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh 
pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran 
Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air 
dan bangsa 

3) Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan 
kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII 
dalam situasi dan kondisi apapun 
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4) 


Sebagai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan 
organisasi: bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi, adalah suatu bentuk 
pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah 
SWT 


Astaghfirullaah al adzhiim, Astaghfirullah al adzhiim, Astaghfirullaah al adzhiim 
Khasbunallah wa ni'mal wakiil, nmal ташаа wa niman nashiir 
Laa haula walaa quwwata illa billah.... 


Pasal 23 
Naskah Pembaiatan PKL 


Naskah Bai'at Kader Mujtahid 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
PC/PKC 


Bismillaahirrahmaanirahiim, 

Asyhadu alla Ilaaha llla Allah, Wa Asyhadu аппа Muhammadarrasulullah 

Radhiitubillahirabba, wabil islaamidiina, wabim muhammadinnabiyya wa rasuula, wabil guraani 
imaama 

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar : 

Bahwa saya : 


1) 
2) 


3) 


4) 


Menyerahkan diri menjadi KADER MUJTAHID Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 

Sebagai KADER MUJTAHID Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh 
pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran 
Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air 
dan bangsa 

Sebagai KADER MUJTAHID Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas 
dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan 
PMII dalam situasi dan kondisi apapun 

Sebagai KADER MUJTAHID Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat 
kepada pimpinan organisasi : bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi, adalah suatu 
bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah 
SWT 


Astaghfirullaah al adhiim, Astaghfirullah al adhiim, Astaghfirullaah al adhiim 
Khasbunallah wa ni'mal wakiil, nmal ташаа wa ni'man nashiir 
Laa haula walaa quwwata illa billah.... 
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ВАВ ІХ 
PENUTUP 


Pasal 24 


1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Organisasi ini, akan diatur kemudian di dalam 
produk hukum organisasi lainnya. 
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 
Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 07:00 WIT 


PIMPINAN SIDANG 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Aa Yi 
.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota 


Anggota 


Anggota 
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RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PMII 
DAN KORPS PMII PUTRI 


KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor :16/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 
RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PMII DAN KOPRI 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 
Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan pengembangan dan perbaikan organisasi, maka 
dipandang perlu adanya rencana strategis pengembangan PMII dan 
KOPRI; 
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana 
dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini. 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar 
2. Anggaran Rumah Tangga 
3. Nilai Dasar Pergerakan 


Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Rencana Strategis Pengembangan 
PMII dan KOPRI. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU : Rencana strategis pengembangan PMII dan KOPRI. 
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan. 
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 07.50 WIT 


PIMPINAN 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


(у PENGURUS BESAR 
PERGERAKAN 


aaa, 
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RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PMII-KOPRI 


Bagian І 
RENCANA STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


A. Pengertian 


Rencana Strategi (Renstra) pembinaan dan pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) merupakan garis-garis besar pembinaan, pengembangan dan perjuangan, 
sebagai pernyataan kehendak warga PMII yang pada hakekatnya adalah pola dasar dan umum 
program jangka panjang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Renstra ini menjadi penting supaya 
langkah PMII menjadi terarah, terpadu dan sustainable (berkelanjutan) pada setiap kebijakan 
program dan garis perjuangannya. 


Renstra pembinanan dan pengembangan PMII merupakan implementasi dari berbagai ide dalam 
ketentuan ideal konstitusional dan produk-produk historis, analisis, antisipasi dan prediksi PMII ke 
depan, sebagai arah dalam rangkaian program-program yang menyeluruh, terarah dan terpadu 
yang berlangsung secara terus-menerus. 


Rancangan strategis dan program yang terus-menerus tersebut dimaksud untuk mewujudkan 
tujuan PMII seperti termaktub dalam Anggasaran Dasar Bab IV Pasal 4 yaitu: “Terbentuknya 
pribadi muslim Indonesia yang bertagwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan 
bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya komitmen dalam memperjuangkan cita-cita 
kemerdekaan Indonesia”. 


B. Maksud, Tujuan, serta Arah Pengembangan dan Perjuangan PMII 
1. Maksud 


Maksud dan tujuan umum dari Renstra pembinaan dan pengembangan organisasi PMII adalah 
untuk memberikan pedoman yang terarah dan pasti bagi pelaksananan program PMII. Hal 
tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai pencapaian tujuan PMII, yang merupakan 
tanggung jawab bersama seluruh warga pergerakan. Renstra pembinaan dan Pengembangan 
organisasi PMII harus benar-benar dapat terprogramkan secara menyeluruh dan terpadu, serta 
berdaya guna dan berhasil guna yang dilaksanakan secara menyeluruh. 


Tahapan-tahapan pencapaian tujuan dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang 
diinginkan atau ditargetkan serta merupakan landasan bagi tahap selanjutnya, sehingga 
perspektif pencapaian tujuan selalu berada dalam kesinambungan program tujuan selalu 
berbeda dalam kesinambungan program yang membawa pada tercapainya tujuan dan cita-cita 
PMII sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar PMII. 


2. Tujuan 
Tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII diarahkan pada terbentuknya pribadi 


dan kondisi organisasi yang dapat mencapai tujuan dan cita-cita PMII. Pribadi dan kondisi 
organisasi yang dimaksud adalah tercapainya suatu sikap dan perilaku: 
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3. 


Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertagwa kepada Allah SWT, 
berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah (Aswaja) serta pancasila 
dan UUD 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara. 
Terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam Aswaja dan moral 
bangsa untuk memperkokoh alas pijak dalam rangka menempuh kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang cepat sebagai akibat lajunya 
perkembangan IPTEK serta arus globalisasi dan informasi. 

Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola fikir yang mencerminkan 
budaya pergerakan, selektif, akomodatif, integratif dan konstruktif dalam menghadapi dan 
menyelesaikan setiap permasalahan baik secara individu, organisasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Tumbuh dan berkembangnya sikap dan orientasi ke masa depan, orientasi fungsi dan 
produktifitas ke masa depan, orientasi fungsi dan produktifitas serta mengutamakan 
prestasi. 

Terciptanya suatu organisasi sebagai suatu sistem yang sehat dan dinamis karena 
didukung oleh nilai, yang sehat dan dinamis karena didukung oleh nilai, aparat, sarana 
dan fasilitas serta teknik pengolahan yang memadai sesuai dengan tuntutan PMII maupun 
tuntutan lingkungan yang senantiasa berkembang. 

Terciptanya suatu kehidupan organisasi yang dinamis, kritis dan cerdas dalam merebut 
tangung jawab dan peran sosial sebagai bentuk partisipasi dan pengamalan nyata 
pergerakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui hal 
tersebut, PMII dapat benar-benar menjadi lembaga alternatif baik dalam dimensi 
pemikiran maupun kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia. 

Tumbuhnya suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan kekokohan PMII yang berpijak 
pada nilai-nilai dan tradisi yang dimilikinya. Kemudian mampu mencari alternatif yang 
paling mungkin dalam usaha untuk tidak terseret pada polarisasi dan opini yang tumbuh 
dan berkembang dalam masyarakat, yang dapat merugikan perjuangan mewujudkan cita- 
cita PMII. 

Tersedianya kader-kader yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai 
konsekuensi logis dari arah PMII sebagai organisasi pembinaan, pengembangan dan 
perjuangan yang dikhidmatkan kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara. 


Arah Pengembangan dan Perjuangan PMII 


а. 


р. 


Arah pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII difokuskan pada pengembangan 
diri dan organisasi yang memiliki keselarasan dan keutuhan orientasi hidup. 

Tagwa kepada Alllah SWT adalah pengembangan sebagai insan yang berketuhanan, yang 
yakin akan mempertanggungjawabkan totalitas kiprah dirinya kepada Allah SWT. 
Implementasi ketagwaan tersebut harus tercermin sebagai insan yang berbudi luhur, 
berilmu, cakap serta bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya. 
Terhadap diri sendiri, pembinaan dan pengembangan sebagai manusia relegius, 
intelektualis dan profesionalis yang mampu mengembangkan potensi ketuhanan (ilahiyah) 
bakat dan minatnya agar dapat berperan dan berprestasi seoptimal mungkin, dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Terhadap lingkungan, dalam arti harus mampu memanifestasikan kekhalifahannnya untuk 
memberikan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin) sehingga kehadirannya 
dirasakan produktif bagi alam sekitarnya. 

Terhadap masa depan, tumbuhnya kesadaran kesejarahan dengan memahamai masa 
lalu, peka dan kritis terhadap masa kini dan mampu membuat rencana dan proyeksi masa 
depan yang gemilang baik dalam perspektif ukhrowi maupun duniawi. 
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f. Kemampuan membuat rencana dan proyeksi masa depan tersebut akan menumbuhkan 
kesadaran bagi kesinambungan nilai-nilai Islam Ahlussunah wal Jama'ah dan nilai-nilai 
dasar pergerakan serta nilai-nilai luhur bangsa. 


C. Landasan 


Renstra pembinaan dan pengembangan PMII disusun berlandaskan: 

1. Landasan Ideal: 
a. Islam Ahlussunah Wal Jamaah (Aswaja) 
b. Pancasila dan UUD 1945 
с. Nilai-Nilai Dasar Pergerakan (МОР) 

2. Struktural: 
Anggaran dasar pasal 5 tentang Usaha PMII : (1) Menghimpun dan membina mahasiswa Islam 
sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 
(2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan 
PMII serta mewujudkan pribadi insan ulul albab. 

3. Landasan Historis: 
Produk dan dokumen histori organisasi 


D. Pokok-Pokok Penyusunan Renstra Pembinaan dan Pengembangan PMII 


Untuk memberikan mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam setiap tahap maupun 
dalam jangka panjang, maka Renstra PMII disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Renstra umum pembinaan dan pengembangan perjuangan PMII 

2. Renstra umum program PMII Jangka Panjang 2002-2020 


E. Pelaksanaan 


Renstra pembinaan dan pengembangan serta perjuangan PMII dan renstra umum program PMII 
jangka panjang 2002-2020 ditetapkan dan dikukuhkan oleh Kongres yang berlaku sampai dengan 
tahun 2020. Renstra umum program PMII 2002-2020 yang merupakan bagian dari Renstra 
pembinaan dan pengembangan PMII dilaksanakan oleh PB PMII terpilih yang operasionalnya 
dituangkan dalam kebijaksanaan dan peraturan yang dibuat oleh PB PMII yang terpilih. 


F. Modal Dasar dan Faktor Dominan 
1. Modal Dasar 


Modal Dasar PMII adalah: 

1) PMII merupakan organisasi kemahasiswaan atau organisasi pemuda yang eksistensinya 
dijamin oleh UUD 1945 dan karena itu menjadi aset bangsa dalam melakukan proses 
pembinaan, dan pengembangan generasi muda khususnya mahasiswa. 

2) NDP sebagi prinsip ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah merupakan sumber motivasi 
dan inspirasi pergerakan, sekaligus sebagai pendorong, penggerak dan landasan berpijak 
dalam kehidupan pribadi insan PMII. 

3) Mempunyai keterikatan dan tangung jawab dengan seluruh masyarakat bangsa Indonesia 
yang menganut sistem berfikir keagamaan, dan kemasyarakatan yang sama yaitu Aswaja 
dan sistem kebangsaan. 

4) Kepeloporan dan kepatriotismenya dalam menegakkan dan membela agama, pancasila 
dan UUD 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, PMII sebagai 
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elemen civil society telah terbukti peranannya dalam melakukan pendampingan 
masyarakat, dalam usaha melakukan proses demokratisasi di kalangan masyarakat dan 
sebaginya. Peran PMII dalam setiap perubahan, terutama dalam menegakan reformasi 
secara total, dalam segala lapisan kehidupan kemasyarakatan. 

Jumlah dan persebaran anggota PMII yang berada di seluruh wilayah Indonesia sebagai 
sumber daya insani yang potensial. Dengan kemapanan struktur organisasi dari tingkat 
pusat sampai daerah, maka sosialisasi nilai dan gagasan serta kewajiban dapat berjalan 
secara efektif dan efisien. 

Ketakwaan kepada Allah SWT merupkan acuan dasar dan sekaligus menjadi inspirasi bagi 
peningkatan kualitas diri menuju kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Allah SWT. 
Jumlah dan mulai tersebarnya profesi alumni PMII merupakan bagian potensi bagi 
pengembangan organisasi dan masyakarakat. 

Tipologi kader yang beragam pada warga PMII merupakan modal utama dalam menyusun 
Renstra gerakan PMII. Setidaknya, ada lima tipologi dan kecendrungan warga PMII. 
Pertama, intelektual baik akademik (scholar) maupun organic (analis/praktis). Kedua, 
gerakan masa (student movement), baik yang menggunakan baju organisasi maupun 
organ gerakan lainnya. Ketiga, advokasi sosial baik yang intens dengan pendampingan 
sosial, maupun advokasi wacana. Keempat, politisasi baik keterlibatan dalam panggung 
konstalasi politik, maupun persinggungan dengan dunia politisi. Kelima, kecenderungan 
professional dan entrepreneur. Hanya saja persebaran tipologi kader ini tidak merata, 
sehingga cenderung ada disparitas antara satu cabang dengan yang lainnya. 


Faktor Dominan 


Dalam menggerakan dan memanfaatkan modal dasar untuk mencapai tujuan PMII dengan 
landasan serta untuk mencapai tujuan PMII dengan landasan serta asas-asas di atas, perlu 
diperhatikan faktor-faktor dominan berikut: 


1) 


Ideologi yang dianut PMII merupakan aspek dominan dari organisasi PMII yang berisi 
pandangan hidup, cita-cita serta sistem nilai yang memberikan arah terhadap tingkah laku 
dari setiap anggota PMII. PMII berakidah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dan atas dasar 
kaidah itulah PMII dengan penuh kesadaran berideologi Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Akidah dan ideologi tersebut merupakan faktor 
pendorong dan penggerak dalam proses pembinaan pengembangan dan perjuangan 
organisasi sekaligus sebagai dasar berpijak dalam menghadapi proses perubahan dan 
goncangan-goncangan di tengah masyarakat. Pandangan terhadap Islam inklusif dan 
paradigma kritis transformatif dalam membangun masyarakat, merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam diri PMII. Pola pandangan keagamaan ini, merupakan faktor 
dominan yang dimiliki PMII dalam rangka pengembangan mendatang. 

Komunitas Islam Ahlussunah wal Jama'ah sebagai kelompok masyarakat terbesar 
Indonesia merupakan wahana dan tempat pengabdian yang jelas bagi PMII. 

Jumlah anggota PMII yang setiap tahunnya bertambah dengan kuantitas yang cukup besar 
merupakan faktor strategis yang menentukan usaha pembinaan generasi muda dalam 
proses pelahiran kepemimpinan organisasi. 

Jumlah alumni yang setiap tahunnya bertambah, sejak berdirinya PMII tahun 1960 tersebut 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bergerak di berbagai profesi dan disiplin ilmu 
yang mengabdi pada agama, masyarakat dan negara. 

Sumber dana dan fasilitas yang tersebar di berbagai komunitas dan kelompok terutama 
umat Islam merupakan aset yang perlu dikoordinir. Oleh karena itu PMII harus mampu 
menjalin hubungan organisasi yang saling bermanfaat dan memberikan nilai lebih antara 
keduanya yang pada akhirnya PMII mempunyai sumber dana secara mandiri. 
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б. Strategi 


Strategi yang dimaksud di sini adalah adanya suatu kondisi serta langkah-langkah yang mendasar, 
konsisten dan aplikatif yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita PMII. 


Dari pemahaman strategi itulah maka untuk mencapai tujuan pembinaan pengembangan dan 

perjuangan yang telah ditetapkan diperlukan strategi sebagai berikut: 

1. Iklim yang mampu menciptakan suasana yang sehat, dinamis dan kompetitif yang selalu 
dibimbing dengan bingkai takwa, intelektualitas dan profesionalitas sehingga mampu 
meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, іеграпдиппуа suasana kekeluargaan dalam 
menjalankan tugas suci keorganisasian kemasyarakatan dan kebangsaan. 

2. Kepemimpinan harus dipahami sebagai amanat Allah SWT yang menempatkan setiap insan 
PMII sebagai dai untuk melaksanakan amr ma'ruf-nahi munkar sehingga kepemimpinannya 
selalu tercermin sikap bertanggungjawab melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas. Selanjutnya 
dalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif 
bijaksana, terbuka dan demokratis. 

3. Untuk mewujudkan suasana takwa, intelektualitas dan profesionalitas serta kepemimpinan 
sebagai amanat Allah SWT, diperlukan suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang 
bertumpu pada kekuatan zikir dan fakir dalam setiap tata fakir, tata sikap dan tata perilaku baik 
secara individu maupun organisatoris. 

4. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik sehingga dapat mewujudkan sistem 
dan mekanisme organisasi yang efektif dan efesien mampu mewadahi dinamika intern 
organisasi serta mampu merespon dinamika dan perubahan eksternal. 

5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan yang 
konstitutif sehingga tercipta mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian 
hukum dari tingkat pengurus besar sampai tingkat rayon. 

6. Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual dan kelembagaan, yaitu 
terciptanya komunikasi timbal balik dan berdaulat serta mampu membedakan antara hubungan 
individual dan hubungan kelembagaan, baik ke dalam maupun keluar. 

1. Pola kaderisasi yang dikembangkan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman kini dan 
mendatang, sehingga terwujud pola perkembangan zaman kini dan mendatang, sehingga 
terwujud pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhalifahan 
yang terjawantahkan dalam perilaku keseharian, baik selaku kader bangsa maupun kader 
agama. 


Bagian II 
RENCANA DAN STRATEGI JANGKA PANJANG 
2002-2020 


Berdasarkan pola dasar pembinaan, pengembangan dan perjuangan disusunlah pola umum program 
jangka panjang yang meliputi jangka waktu 15 tahun sebagai upaya pengarahan dalam melaksanakan 
program-program real menuju kualitas kader yang diinginkan PMII. 


A. Pendahuluan 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan salah satu eksponen pembaharu bangsa, hal 
tersebut telah terbukti dalam peran kesejarahan bangsa masa lalu. Proses kesejarahan PMII sejak 


berdirinya hingga saat ini telah turut membentuk kader-kader PMII yang memiliki wawasan politik 
dan kebangsaan yang cukup luas dan mendalam yang dibarengi dengan semangat keagamaan 
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yang cukup intens. Format kader PMII seperti itu cukup tepat dan telah berperan di berbagai 
lapisan kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. 


Namun demikian peran kesejarahan seperti itu tidak membuat PMII melupakan tuntutan kualitas 
masa depan, dengan niat yang jujur dan iktikad yang sungguh-sungguh PMII terus melakukan 
kajian reflektif dalam membuat pola pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang tepat 
sehingga peran ke masa depan PMII menjadi potensi yang strategis bagi kemajuan dan kekuatan 
bangsa dan masyarakat. 


Perjalanan dunia mahasiswa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar 
perubahan tersebut menuntut modifikasi format dan peran organisasi kemahasiswaan, termasuk 
PMII dalam melaksanakan program-programnya. 


. Masalah Pokok yang Dihadapi 


Yang dimaksud dengan masalah pokok di sini adalah segala suatu yang dianggap, diduga atau 
dirasa menjadi hambatan dalam mekanisme organisasi. Dengan mengetahui masalah-masalah 
pokok PMII diharapkan terdapat gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus 
diambil di masa yang akan datang. 


1. Nilai-Nilai Kepribadian Kader 


NKK adalah niali-nilai fundamental dari PMII yang merupakan pendorong dan penggerak serta 
sekaligus sebagai alas pijak dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakmampuan merumuskan 
secara jelas aspek-aspek fundamental ini, organisasi dapat kehilangan dasar pijakan dan 
sumber motivasi serta arah dan tujuan selanjutnya akan kehilangan kekuatan dalam 
menghadapi tantangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. NKK ini pada 
dasarnya adalah nilai-nilai dan prinsip Aswaja itu sendiri, tetapi dalam bentuk sederhana 
perwujudannya yang aktual dan tidak lepas dari sifat, asas dan tujuan PMII. Perlunya NKK ini 
setidaknya didasarkan pada tiga asumsi: 

a. Bahwa ajaran-ajaran Islam khususnya Islam Ahull Sunnah Wal Jamaah harus senantiasa 
membudaya dalam kehidupan sehari-hari, belum menjadi dasar berpijak, motivasi, arah 
perjuangan dan pola tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan organisasi. 

b. Bahwa PMII sesuai dengan dinamika yang dimilikinya akan terus berkembang dan 
perkembangan ini akan membawa perubahan dalam tata nilai. 

с. Bahwa melalui analisa sosiologis dan berdasarkan pengalaman dalam kehidupan 
keagamaan, nilai-nilai Aswaja kontekstual dengan tatanan nilai hidup sosiologis 
masyarakat Indonesia. Paling tidak, nilai-nilai Aswaja memiliki spirit untuk memanfaatkan 
dan mendayagunakan kondisi keberagaman dan kemasyarakatan Indonesia. 


2. Kepemimpinan dan Kaderisasi 


Sangat dirasakan kurangnya kualitas kepemimpinan dalam PMII, kekurangan ini tentu 
menimbulkan hambatan bagi kemajuan organisasi. Kita berharap PMII dapat memproduksi 
sosok pemimpin yang bukan hanya mampu membangun reverent power (trustworthy, 
competent, forward-looking, risk-taker) namun juga memiliki expert power (change, dream, 
model, empower and love) di tengah berbagai tantangan zaman ini. 
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3. Aparat dan Struktur Organisasi 


Salah satu parameter keberhasilan organisasi dapat dilihat dari bagaimana sebuah organisasi 
mampu memanajemen organiasasi. Perkembangan PMII yang begitu pesat di berbagai daerah 
akan membawa permasalahan tersendiri jika PMII tidak mampu melakukan manajemen 
dengan baik. Oleh karenanya tentu PMII melalui bidang aparatur harus mampu 
mempersiapkan dan mendesain berbagai macam aturan organisasi agar roda organisasi 
dapat berjalan secara baik. 


Penguatan lembaga pemberdayaan kader putri yaitu KOPRI juga harus mendapat perhatian 
khusus di PMII. Karena bagaimanapun kesuksesan PMII juga akan dinilai salah satunya dari 
bagaimana PMII mampu melakukan proses kaderisasi pada kader kader putri yang dimilikinya. 
Oleh karenanya sudah menjadi keniscayaan bagi PMII untuk terus melakukan penguatan 
kelembagaan PMII tidak hanya pada level PB, PKC dan PC namun juga mendorong 
keberadaan KOPRI hinga Level Komisariat dan Rayon. 


4. Program 


Secara operasional, selama ini program yang ditetapkan PMII pada berbagai level dan jenjang 
organisasi terlihat kurang berkesinambungan antara periode yang satu dengan yang 
berikutnya hal ini salah satunya dikarenakan lemahnya tingkat kepatuhan atas pelaksanaan 
program jangka pendek yang sudah dicanangkan. Lemahnya tingkat kepatuhan ini 
dikarenakan adanya tumpang tindih pada pelaksanan program dua tahunan selama tahap 1 di 
tahun 2000 hingga tahun 2014. 


Di sisi lain kita sadar bahwa program penguatan kapasitas kader secara nyata dibutuhkan dan 
harus mendapat perhatian khusus. Hal ini tentu tidak lepas dari dampak semakin heterogennya 
input kaderisasi yang ada di PMII. Keterbukaan informasi yang beriring dengan kemajuan 
teknologi dan bahkan ditambah lagi dengan perkembangan tantangan ekonomi dunia, 
menuntut PMII harus dapat melakukan penyesuaian dalam sistem kaderisasinya. Jika PMII 
berharap mampu merebut berbagai sektor startegis di negeri ini tentu PMII juga harus 
mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sistem kaderisasinya. Sistem kaderisasi PMII selain 
memberikan penanaman nilai-nilai luhur, PMII juga harus mampu memberikan skill khusus 
kepada seluruh kadernya untuk mampu terjun di dunia profesional sesuai dengan berbagai 
basis keilmuan kader. 


C. Arah Kebijakan Sasaran Program Jangka Panjang 


Progam jangka panjang diarahkan dalam rangka membentuk kader PMII yang berkualitas, baik 
kualitas batiniah melalui pengalaman sikap, perilaku dan cara berpikir, ketakwaan maupun kualitas 
lahiriah yang ditandai dengan ketahanan fisik di berbagi aspek kehidupan, yang bersamaan 
dengan itu kegiatan PMII diarahkan pada pencapaian tingkat intelektualitas, profesionalitas dan 
kemandirian kader. 


Dengan demikian kegiatan-kegiatan PMII dalam jangka panjang harus tetap dimuarakan pada 
upaya pembentukan kader yang memiliki sikap dan perilaku ketakwaan yang dibarengi pula 
dengan intelektualitas dan kemandirian usaha yang profesional. Nilai-nilai ketakwaan, keobjektifan 
intelektual serta etos dan semangat kemandirian profesional hendaknya menjadi inspirasi dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan di PMII. 
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Sasaran utama melaksanakan program kegiatan jangka panjang adalah terciptanya kemandirian 
partisipatoris, memiliki jaringan dan sistim administrasi yang solid dan didukung oleh kualitas kader 
yang sesuai dengan kebutuhan zaman dalam suasana kehidupan yang maju, adil dan makmur 
serta diridai Allah SWT. Adapun titik berat kegiatan ditekankan pada bidang keilmuan dan 
profesional melalui gerakan pemikiran, penelitian serta keterampilan bidang ekonomi melalui 
gerakan eknomi, bidang keagamaan melalui gerakan ketakwaan, bidang hukum melalui gerakan 
hukum. Titik berat kegiatan pada bidang-bidang tersebut diharapkan mampu menumbuhkan 
suasana yang kondusif dalam mewujudkan kader-kader yang berkualitas di seluruh wilayah 
nusantara. 


Pelaksanaan program kegiatan tersebut hendaknya selalu didasarkan pada prinsip “maju bersama 
dan bersama-sama dalam kemajuan” dengan dilandasi semangat mengutamakan kualitas dan 
prestasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hendakya mampu mendorong kader bersama-sama 
dan saling menunjang secara profesional. Kesadaran seperti ini harus tetap ditekankan, 
ditanamkan dan dilaksanakan sehingga tidak ada kader yang merasa tidak diuntungkan untuk 
kegiatan tersebut sementara kader yang lain menikmati keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut. 
Pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya diupayakan pula untuk terus memantapkan dan 
mengembangkan jaringan organisasi yang semakin tangguh menghadapi perkembangan dan 
tuntutan zaman yang senantiasa berubah. 


Pelaksanaan program jangka panjang harus pula mampu membawa perubahan-prubahan yang 
mendasar dalam sikap, perilaku dan budaya organisasi kader serta dalam menciptakan kualitas 
organisasi yang mandiri, kreatif inofatif, dan antisipatif serta mampu memperjuangkan kepentingan 
masyarakat yang dibarengi dengan sistem administrasi dan jaringan organisasi yang tangguh. 
Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus mengimbas secara positif bagi kemajuan 
anggota dan masyarakat secara luas. Perlu diupayakan suatu cara yang lebih tepat untuk menarik 
calon-calon anggota PMII yang berkualitas sebanyak-banyaknya di perguruan tinggi teruma 
dilakukan di perguruan tinggi umum, hal ini harus dilakukan karena anggota PMII selama ini lebih 
banyak dari perguruan tinggi agama. 


. Titik Berat Kegiatan Setiap Tahap 


Program kegiatan PMII jangka panjang pada awalnya dilaksanakan secara bertahap, melalui 
pentahapan selama 2 tahun untuk masing masing tahapannya. Namun berdasarkan evaluasi 
pelaksanaan tahapan Program mulai dari 2000 hingga 2014, pelaksanaan tahap yang tidak 
didasarkan pada periodesasi kepengurusan ini menjadi kendala tersendiri pada pelaksanaan 
Program. Oleh karenanya terhitung mulai tahap VIII pelaksanan jangka panjang didasarkan atas 
periode Kepengurusan PB PMII sebagai pusat komando organisasi. Hal ini diputuskan dengan 
harapan agar evalusai keberhasilan dan kendala dapat dilaksanakan dengan efektif. 


1. Tahap 1 (2000-2002) 


Titik berat pada tahap ini adalah pada konsolidasi organiasi melalui pengkondisian dalam 
rangka mereformulasikan kegiatan PMII pada masa transisi demokrasi. Pada masa ini juga 
masih harus ditandai dengan proses sosialisasi otonomi warga sejalan dengan otonomi 
regulasi negara, dan perubahan formulasi gerakan sejalan dengan perubahan titik 
kecenderungan ini. Tahap ini juga titik awal soialisasi pengembangan human resources warga 
pergerakan yang seimbang antara wacana dengan aplikasi, sesuai dengan kebutuhan yang 
ada. 
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. Tahap II (2002-2004) 


Titik berat pada tahap ini adalah koordinasi organisasi dengan pola otonomi, namun dengan 
konsep dan wawasan global. Formulasi gagasan dalam membentuk PMII sebagai oganisasi 
yang sarat ragam karakteristik warga sudah mulai terbentuk implikasinya. Pada fase ini sudah 
mulai kelihatan diverifikasi peran antar cabang dengan titik sentral garapan sesuai dengan 
latar belakang ilmu pengetahuan dan minat bakat warga itu sendiri. Konsilidasi ini ditandai 
dengan menguatnya bangunan institusi dengan pola komunikasi berbasis virtual, sehingga 
memudahkan sarana konsilidasi. 


. Tahap ІІ (2004-2006) 


Titik berat pada tahap ini adalah memantapkan proses diverifikasi peran kader sesuai dengan 
latar belakang ilmu pengetahuan dan minat bakatnya. Pada fase ini diharapkan sudah terjadi 
keseimbangan jumlah warga antara yang berbasis agama dengan umum. Antara kelompok 
wacana dengan aplikasi, tahap ini juga sudah harus ditandai dengan makin terbukanya 
wawasan kader PMII terhadap berbagai kebutuhan masyarakat global. Sehingga piranti 
(softwere) sudah siap menghadapi berbagai perubahan. 


. Tahap IV (2006-2008) 


Titik berat pada tahap ini adalah makin kuatnya kelompok partisipsi dan profesi warga PMII, 
namun mempunyai kesadaran politik dan basis ideologi yang berpihak pada masyakat. 
Meningkatnya kelompok ini, nanti akan dibarengi dengan makin kuatnya institusi PMII di 
semua level berkat konsolidasi periode sebelumya. Pada fase ini, jaringan PMII sudah dapat 
dihidupkan menjadi multi-fungsi, jaringan organisasi sebagai alat kontrol, pemberdaya, 
penyemaian informasi dan transaksi sosial-ekonomi dan buaya. 


. Tahap V (2008-2010) 


Titik berat pada tahap ini adalah pada bidang munculnya kesadaran masif tentang budaya 
kompetitif di kalangan warga. Pada fase ini, pendekatan prestasi sebagai faktor determinan 
dalam setiap penilaian kader, bukan lagi faktor politik. Tahap ini diharapkan sudah sampai 
pada tingkat keseimbangan antara karakter politik, profesional dengan pendekatan fungsi 
sosial. Penguasaan pengetahuan mikro di kalangan warga sudah mulai merata dan seimbang, 
sehinga fase ini adalah titik awal profesionalisasi kader PMII di semua sektor dan lini 
masyarakat. 


. Tahap VIII (2012 -2014 ) 


Titik berat pada tahap ini di tandai dengan terjadinya DEJAVU atas kondisi masa lampau. 
Euporia reformasi tegah membuat lengah kader pada fase ini kader mulai menyadari bahwa 
fungsi sossial harus di lakukan secara frontal. Penguasaan-penguasan yang sudah dilakukan 
harus lebih di seimbangkan serta jaringan-jaringan di berbagai lini harus segera di organisir 
untuk kembali pada nilai-nilai dan norma-norma murni PMII menuju gerakan kolektif sebagai 
titik awal perubahan selanjutnya. 


111 


7. Tahap ІХ (Periode Kepengurusan XVIII ) 


Pada Tahap IX Titik berat pada pelaksanaan program lebih bersifat kedalam dengan bertumpu 
pada penguatan produk hukum kelembagaan. Penguatan kelembagaan khususnya di bidang 
aparatur organisasi ini mutlak dibutuhkan mengingat semakin kompleksnya permasalahan 
internal yang dihadapi PMII, yang merupakan konsekuensi logis dari organisasi yang semakin 
tumbuh besar dan luas. Berbagai peraturan organisasi yang belum ada harus segera 
dirancang dan ditetapkan agar dapat menjadi panduan yang konstitutif dan dapat memberikan 
kepastian hukum bagi seluruh kader dari tingkat pengurus besar hinga tingkat rayon. 


Pada tahap ini PMII juga diharapkan mulai melakukan review atas konsep kaderisasi yang 
telah dilaksanakan selama ini. Di tengah tantangan MEA yang akan diterapkan pada Tahun 
2016 dan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2025, PMII harus 
mampu melakukan penyesuaian diri dengan mempersiapkan kadernya untuk menghadapi 
potret tersebut. Selain tetap menjaga nilai-nilai luhur dan tujuan organisasi, PMII harus mampu 
membekali dirinya melalui proses kaderisasi yang juga memberikan perhatian khusus pada 
terwujudnya kader yang siap untuk terjun di berbagai sektor strategis berdasarkan basis 
keilmuannya masing-masing. 


8. Tahap X ( Periode Kepengurusan XIX ) 


Pada Tahap ini PMII diharapkan telah mampu mengawal penerapan berabagai peraturan 
organisasi dan sistem kaderisasi yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Melakukan 
penyempuranaan peraturan atas evaluasi pelaksanaan pada tahap ke IX, dibutuhkan agar 
peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam perspektif kaderisasi tahap 
X, diharapkan mampu menerapkan konsep kaderisasi yang telah di-review pada tahap IX dan 
mampu membuat giant system organisasi. 


Luasnya jangkauan organisasi PMII secara geografis menjadi tantangan dan kendala tersendiri 
dalam penerapan sistem kaderisasi dan peraturan organisasi. Oleh karena itu, pada tahap ini 
diharapkan PMII dapat mengintegrasi pelaksanaan kaderisasi dan penerapan aturan 
organisasi menggunakan sistem informasi. Hal ini tentu sangat dibutuhkan mengingat 
kemajuan teknologi yang sudah tidak terelakkan lagi. Dengan adanya pemanfaatan sistem 
informasi dan teknologi ini diharapakan mampu menjawab permasalahan klasik dalam sistem 
kaderisasi PMII. Permasalahan klasik yang terus muncul adalah terjadinya ketimpangan 
pemahaman kader atas konsep kaderisasi yang telah didesain dikarenakan keterbatasan 
akses narasumber dan bahan rujukan. 


Pada tahap ini PMII juga diharapkan mulai mendorong dibentuknya lembaga-lembaga strategis 
yang dapat dijadikan sebagai kawah candardimuka bagi kader kader PMII sebelum terjun di 
bidang professional sesuai pilihan profesi dan kajian keilmuannya masing-masing. Lembaga- 
lembaga ini diharapkan bisa dibentuk mulai dari level kepengurusan PB PMII, PKC hingga 
level PC yang akan dapat juga dijadikan sebagai media komunikasi antar rayon yang memiliki 
kajian keilmuan yang sama. 
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Bagian III 
STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI 


A. Pengantar 


KOPRI dengan berideologikan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja) hendaknya bisa mengurai 
secara sistematis tentang Aswaja dan melakukan pembacaan ulang konteks kekinian terkait 
kebutuhan mendasar bagi permasalahan kaum perempuan. Dimana manifestasi ketidakadilan 
gender terhadap perempuan semakin merajalela, marginalisasi, stereotype, subordinasi atau 
penomorduaan, kekerasan dan beban ganda sangat erat dengan perempuan. Namun persoalan 
sekarang bukan hanya terfokus pada ketidakadilan gender dan bagaimana agar gerakan 
perempuan berusaha melakukan pemberdayaan perempuan. Misalnya mendorong mereka 
berperan aktif seluas-luasnya di ranah publik, termasuk di dunia politik sehingga terbangun 
bargaining yang sama kuat antara kaum perempuan dan laki-laki. 


Bukan pula sekedar berpikir bagaimana mendekonstruksi bangunan budaya yang dianggap terlalu 
memihak laki-laki hingga membuat kaum perempuan tersubordinasi. Karena ternyata persoalan 
ketidakadilan gender, ketertindasan, diskriminasi dan pemiskinan perempuan, bukan sekedar 
persoalan perempuan versus laki-laki. Persoalan-persoalan tersebut hanyalah merupakan bagian 
dari sedemikian banyak problematika yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan yang jika 
ditelusuri ternyata bersifat sistemis dan berpangkal pada akar yang sama, yakni rusaknya tatanan 
kehidupan dan pola pikir yang diterapkan saat ini. 


Dengan hal tersebut, maka perempuan harus bisa mandiri dengan dinamikanya untuk mendorong 
tatanan nilai yang ekologis bagi semua makhluk bumi ini. Bahwa proses advokasi perjuangan 
dalam penghapusan diskriminasi, ketertindasan dan kesetaraan dalam ranah publik dengan tidak 
mungkin sebuah perjuangan tanpa ideologi yang jelas, garis perjuangan politik yang sistematis dan 
organisasi (alat perjuangan) yang kuat. Dengan kata lain, KOPRI sebagai organisasi perempuan 
hadir untuk melakukan pembenahan organisasi dan kekuatan strategi sebagai wadah perempuan 
PMII untuk terwujudnya kemandirian perempuan dalam pemikiran dan sikap dalam menjawab 
persoalan-persoalan publik. 


Mewujudkan kemandirian perempuan yang kemudian diturunkan dalam visi-misi “perempuan 
berdikari menuju Indonesia yang adil, demokratis dan ilmiah” yaitu berdasarkan kebutuhan dan 
Situasi perkembangan realitas sosial dan peran serta posisi kader perempuan PMII dengan 
menentukan pilihan stratak (Strategi dan Taktik) yang tepat dalam perjuangan ideologi dan nilai- 
nilai yang kita anut. Dengan begitu bukan hanya bentuk yang kita perjuangkan, karena kita adalah 
organisasi pergerakan dengan landasan Aswaja, NDP dan paradigma yang jelas. Maka konsolidasi 
'pengetahuan' adalah sebuah prinsip untuk membangun konsolidasi politik, sehingga kedewasaan 
dan kesadaran akan pentingnya organisasi dan fungsi organisasi untuk mengubah tatanan yang 
lebih baik akan tercipta. 


B. Kondisi KOPRI 


KOPRI berupaya melakukan pembenahan organisasi baik internal atau eksternal melalui peran 

responsif terhadap permasalahan-permasalahan di tubuh KOPRI. Hal ini diawali dengan 

mengidentifikasikan permasalahan KOPRI yang diserap dari berbagai kondisi daerah. 

Berkembangnya KOPRI saat ini, yaitu: 

1. Infrastruktur, rendahnya minat kader putri PMII yang memiliki basis pengetahuan yang ilmiah. 
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi KOPRI sehingga 
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tidak ada rasa kepemilikan КОРКІ. Kemudian kurangnya sinergitas yang baik antara KOPRI 
dan PMII baik secara pola pikir dan teknis pelaksanaan. 

Suprastruktur, tidak ada acuan atau panduan sebagai pedoman melakukan kaderisasi. Hal ini 
mengakibatkan kaderisasi KOPRI yang belum tersistematis dan belum ada panduan yang jelas 
terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan KOPRI. 

Sosial Struktur, minimnya kader putri PMII yang mampu bertahan di jenjang organisasi yang 
lebih tinggi, rendahya minat kader perempuan untuk bergelut di wilayah pemikiran, kurangnya 
pemahaman kader-kader laki-laki tentang kesetaraan dan keadilan gender. 


Pembahasan kondisi KOPRI diawali dari identifikasi masalah adalah merupakan langkah strategis 
untuk mensinergikan dalam perumusan penyelesaian permasalahan dengan perkembangan yang 
menjadi kekuatan KOPRI saat ini, yaitu: 


1. 


2. 


Kuantitas kader KOPRI yang makin meningkat, terbukti memiliki basis massa yang besar, 
masif dan tersebar di seluruh Indonesia (228 cabang dan 24 PKC) 

Kualitas kader KOPRI, yang mampu berkompetisi seperti dalam konteks internal, salah satu 
hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya 
kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalanya perubahan 
baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan 
yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan 
pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses 
munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari, karena tingkat persaingan yang memang 
semakin keras. 

Kekuatan Hukum, struktur organisasi yang kuat dengan mengikuti struktur PMII. Dari 
kekuatan hukum inilah sebuah ruang dapat direbut atau minimal dipertahankan untuk 
mencapai sebuah kemandirian gerakan yang lebih masif. Dalam status semi otonom, saat ini 
KOPRI memiliki beberapa kekuatan hukum organisasi seperti memiliki hak suara di kongres. 


C. Strategi Pengembangan KOPRI 


1. 


Strategi Pengembangan Internal 


Korps PMII Puteri (KOPRI) yang lahir 25 November 1967 merupakan wadah kader perempuan 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bahwa sebuah organisasi menjadi cukup strategis, 
karena dalam sebuah organisasi terdapat sistem yang mengatur bagaimana strategi dibangun, 
kepemimpinan bekerja dan mekanisme diatur. Jadi, gerakan betul-betul terarah dan terpimpin, 
dan semua elemen-elemen penting dalam organisasi tersebut (tidak perduli apakah 
organisasinya besar atau kecil) harus dikelola. Pengelolaan terhadap elemen-elemen 
organisasi itu disebut manajemen organisasi dan ketika menetapkan organisasi sebagai media 
gerakan, kita pun harus menatanya sebagai organisasi gerakan. Individu yang bertugas 
mengelolanya disebut manajer organisasi dan peran ini melekat dalam diri para pengurus 
organisasi. 


a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 
Merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus 


bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan dikemudian 
hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras. 
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1) Dilaksanakannya jenjang kaderisasi KOPRI, yaitu SIG (Sekolah Islam & Gender), SKK 
(Sekolah Kader KOPRI) dan SKKN (Sekolah Kader KOPRI Nasional) dengan 
menggunakan panduan buku kaderisasi KOPRI PB PMII." 

2) Menjadikan studi fakultatif/disiplin keilmuan menjadi bagian pengkaderan non formal 
bagi kader KOPRI. 

3) Mendorong budaya ilmiah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan, 
penelitian, advokasi dan diskusi rutin. 

4) Adanya klasifikasi Potensi Kader dan dikembangkan melalui kaderisasi. 

5) Adanya distribusi kader sesuai dengan potensinya masing-masing. 

6) Menjadikan KOPRI sebagai kawah candradimuka yakni tempat pengkaderan dan 
penggodokan kader perempuan PMII. 


. Penguatan Institusi KOPRI 


1) Penguatan Ideologi dan narasi gerakan KOPRI dengan lahirnya IPO KOPRI dan 
feminisme Aswaja 

2) Adanya panduan institusi khusus untuk penanganan permasalahan perempuan 
dengan lahirnya LP3A (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak)'2 

3) Adanya panduan untuk membekali gerakan kultural KOPRI dengan hadirnya buku 
dakwah КОРКІ*З 

4) Adanya Panduan Penyelenggara dan Pelaksanaan Teknis KOPRI (PPTK) 

5) Adanya Institusi KOPRI di setiap level kepengurusan (PB, PKC dan PC) 

6) Adanya SDM pengurus yang memadai sesuai dengan potensi dan tugasnya berbasis 
wilayah seperti advokasi kesehatan, koperasi dan sebagainya. 

1) Adanya sinergitas gerakan yang mendukung pengembangan organisasi dari pusat 
sampai daerah. 


Penguatan Jaringan Alumni KOPRI 


Keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII 
sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal 
maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII 
yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan 
sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun. Hal ini guna mempercepat proses 
munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari, karena tingkat persaingan yang 
memang semakin dinamis. 


. Penguatan Ideologi dan Narasi Gerakan KOPRI 


Pada kongres ke XVIII di Jambi lahir IPO (Ideologi Politik Organisasi) KOPRI. Ini berangkat 
dari hasil analisa bahwa penguatan basis ideologi yang lemah, merupakan faktor utama 
yang membuat kader perempuan PMII tidak bertahan lama di dalam organisasi. Ini 
menegaskan kurangnya penguatan ideologisasi baik landasan dan asupan-asupan gizi 
intelektual. Ketika sudah menemukan dasar-dasar ideologi, maka akan mempermudah 
fungsionaris kader dan organizer KOPRI untuk menentukan berbagai langkah gerak serta 
kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dalam perspektif gender, yang tetap 


1 Buku Kaderisasi 


2 LP3A 


3 Modul Dakwah 
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memegang nilai-nilai dasar Islam Ahlusunnah wal Jama'ah. Karena dari nilai-nilai ini telah 
melahirkan berbagai pandangan dan kemudian dipakai untuk menajamkan analisa untuk 
berbagai persoalan yang dialami perempuan. 


Begitu pula penguatan basis gerakan, paradigma gerakan KOPRI harus dipertajam lewat 
pengkajian eksplorasi pemikiran yang berkaitan dengan cara pandang dan cara lihat 
organisasi terhadap persoalan yang dihadapi. Aswaja merupakan salah satu metode 
berfikir yang dianggap masih penting dalam melakukan pembacaan persoalan, khususnya 
persoalan kesetaraan gender yang menjadi fokus kecenderungan KOPRI. 


Paradigma merupakan hal yang sangat vital dalam organsiasi, dan menjadi tolak ukur 
dalam memandang suatu kondisi atau realita. Bagi PMII, pengertian paradigma dapat 
dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang menyusun sebuah teori, 
menyusun sebuah pertanyaan, dan rumusan mengenai suatu masalah. Berkaitan dengan 
fenomena perempuan dalam konteks nasional serta sinergitas gerakan KOPRI dalam 
tinjauan sosiologis-historis, perlu ditinjau ulang paradigma kritis transformatif itu sendiri. 


Hingga saat ini tantangan global yang lebih kompleks dalam era kontemporer harus 
disikapi secara komprehensif dalam berbagai tinjauan. Fenomena yang terjadi di internal 
KOPRI itu sendiri, semakin naik struktur kepengurusan, kader-kader KOPRI semakin kian 
terkikis. Permasalahannya adalah banyak kader KOPRI itu sendiri yang terjebak oleh 
kontradiksi ekonomi, yaitu peluang usaha dan karier kader itu sendiri. Tentu saja, 
fenomena ini bukan terjadi secara alamiah, tetapi lebih dari itu, bagaimana KOPRI mampu 
menjawab tantangan kontradiksi ekonomi itu sendiri demi kaderisasi KOPRI. 


Di dalam tatanan global, permasalahan penindasan perempuan yang terdiri dari hegemoni 
relasi ekonomi dan patriakhi itu sendiri. Permasalahan tersebut semakin dimapankan oleh 
media komunikasi yang mampu merebut ruang gerak grass root, juga hegemoni 
kapital/modal sehingga merebut kemandirian relasi ekonomi. 


Jika dua problematika utama tersebut dimapankan oleh struktur ekonomi dan politik, maka 
mau tidak mau pembedahan masalah penindasan tersebut dikaji melalui dua pisau analisa 
yang komprehensif. Ketimpangan yang terjadi dalam gerakan KOPRI itu sendiri adalah 
terdapat ruang kosong antara pemahaman secara teoritik dan kesadaran secara praktik. 
Kajian yang dimapankan dalam ruang diskursus tidak mampu menjawab permasalahan 
jika saja tidak mampu melakukan advokasi hingga ke ruang-ruang marginal/pelosok, 
terutama dalam merebut kesadaran yang telah direnggut kaum pemodal. 


Di sisi lain, diaspora gerakan KOPRI diharapkan mampu mengkonsolidasikan diri dengan 
berbagai gerakan perempuan secara intens. Hingga saat ini, hal terpenting yang bisa 
meng-counter ruang geografis penindas adalah semangat persatuan dan nasionalisme itu 
sendiri. hal ini tidak mampu terwujud jika tidak ada konsolidasi secara masif di antara 
berbagai elemen, baik gerakan mahasiswa, buruh tani, dan gerakan lain yang terkait. 
Konsolidasi holistik tersebut mampu menciptakan kemandirian gerakan solidaritas dan 
solidaritas gerakan perempuan. Titik tekan hal ini adalah menciptakan kader-kader pelopor 
yang siap terjun di masyarakat dengan basis kompetensi dan integritas gerakan. 


Secara general paradigma KOPRI dapat direfleksikan melalui konsolidasi basis-holisitk. Di 
satu sisi gerakan KOPRI diprioritaskan ke dalam sinergitas gerakan antara penguatan 
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teoritik dengan advokasi grass root, juga penguatan konsolidasi interkoneksi, baik melalui 
relasi ekonomi, relasi politik, maupun relasi antar gerakan perempuan. 
2. Strategi Pengembangan Eksternal 


Prinsip kesetaraan KOPRI yang merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam Al- 
Quran sebagai khalifatullah fil ага! dan keberadaannnya menjadi rahmat bagi segenap alam, 
karenanya keberadaan KOPRI harus dirasakan kemanfaatannya. Manfaat tersebut tidak hanya 
oleh kader-kader PMII tapi seluruh umat yang ada dibumi ini, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 


Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan posisinya dengan 
banyaknya institusi (LSM, Ornop, Ormas) yang intens di persoalan perempuan. Adapun yang 
berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka 
panjang dan berkelanjutan. Tetapi sebagai sebuah organ yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan 
strategis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang aktual dan faktual serta dinamis. 
Derasnya perkembangan tren isu perempuan tidak boleh membutakan KOPRI dalam melihat 
pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan dan konteks lokalitas daerah. 


Pengembangan organisasi eksternal adalah upaya aksi dan konsolidasi gerakan KOPRI dalam 
rangka menuju masyarakat yang berkeadilan gender meliputi: 


a. Situasi Nasional 


ТА perlindungan bagi perempuan (diharapkan lahir) Tahun 2014-2019 

RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) 

RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) 

RUU PRT (Pekerja Tumah Tangga) 

RUU Penyandang Disabilitas 

RUU Pertembakauan 

(Revisi) Perlindungan Buruh Migran 

(Revisi) Perkawinan : Meningkatkan batas kawin anak perempuan dari usia 16 tahun 
menjadi 18 tahun 

(Revisi) Pemilu Serentak 

Mendorong kebijakan pemerintah terkait pengentasan PSK (Pekerja Seks Komersial) 
beserta solusinya 


ND с Ф о № 


со со 


b. Situasi Internasional 
Tren regional dan global: 
1. Pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan, access to justice, akses ekonomi, 
pendididkan, kesehatan, buruh migran dan partisipasi perempuan dalam politik. 
2. Kesepakatan Internasional 
a. ICPD (International Conference on People and Development) 
р. CEDAW (Convention on The Elimination of All Form of Discriminations Against 
Woment) 
с. SDGs (Sustainable Development Goals) atau post 2015: gagalnya MDGs di dunia 
negara berkembang termasuk Indonesia. 
d. UN WOMEN : September 2014 launching HeForShe CAMPAIGN dengan 
semboyan PLANET 50-50 
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е. UN WOMEN dan UNDP : mendorong terbentuknya forum perempuan parlemen 
regional dan internasional. 


D. Ruang Lingkup Pengembangan KOPRI 


1. 


KOPRI dan Kampus 


Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki investasi besar dan memiliki 
nilai strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk keberlangsungan hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan di perguruan tinggi merupakan tempat 
pembentukan peradaban dan budaya suatu bangsa, karena ditopang oleh para SDM yang 
terdidik dan terlatih. Tradisi yang diciptakan di dalam perguruan tinggi selalu mengedepankan 
nilai-nilai ilmiah dan obejktif. Budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berfikir, 
berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka dan 
ilmiah. Perilaku ilmiah, peduli sosial dan perilaku positif lainnya yang dilandasi oleh nilai dan 
norma menunjukkan arah pengembangan kehidupan bangsa dan masyarakat. Perilaku inilah 
yang seharusnya mampu dikembangkan dan dipertahankan di dalam sebuah institusi 
perguruan tinggi. 


Kondisi ini menjadi ruang bagi kader-kader PMII yang berlatarbelakang mahasiswa untuk 
mengapresiasi pengetahuan yang didapat dari perkuliahan/kampus. Bukan lantas menjauh 
bahkan acuh tak acuh dengan kondisi realitas sekitarnya. Mahasiswa yang merupakan 
penyambung lidah antara rakyat dan pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam 
persoalan-persoalan rakyat. Kondisi perguruan tinggi dan kondisi masyarakat pada umumnya 
seolah-olah terbatasi oleh dinding yang tidak bisa ditembus oleh rakyat biasa. Ketimpangan ini 
mengakibatkan tidak semua rakyat memperoleh pendidikan tinggi seperti khalayak yang 
memiliki materi lebih bahkan pas-pasan. Keterdesakan ekonomi mengakibatkan rakyat memilih 
untuk tidak masuk ke ranah perguruan tinggi. Kondisi ini mencerminkan perguruan tinggi telah 
membatasi hubungan sosial antara mahasiswa dengan rakyat. 


Dalam konteks kekinian, mayoritas mahasiswa menjadi merasa enggan untuk mengambil dan 
mengikuti kegiatan di luar perkuliahan. Hedonisme, pragmatisme dan instanisme ternyata 
semakin menggejala dikalangan generasi muda khususnya mahasiswa terutama kaum 
perempuan. Sampai mereka kehilangan identitas sebagai kaum intelektual yang dulunya 
dengan lantang meneriakkan dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat lemah dan 
terlemahkan. Kalaupun masih ada, itu pun juga dalam jumlah yang sangat minim dibandingkan 
jumlah keseluruhan. Pergeseran ini jelas disebabkan karena sensitifitas mahasiswa yang 
selalu tergerus perubahan zaman. Selain itu pula, rasa nasionalisme semakin terdegradasi 
dengan seiring sensitifitas sosial yang juga sering menurun karena tingkat individual yang 
setiap hari kian meninggi. 


Kelemahan fundamental yang dapat dianalissi dari realitas pendidikan di Indonesia adalah 
paradigma industrialisme yang telah masuk ke dalam domain dunia pendidikan kita. Alih-alih 
sebagai wujud sarana pembanguanan dan pengembangan diri manusia, makna pendidikan 
telah tereduksi begitu besar hanya sebatas sub sistem dari budaya industrialisme. Dengan 
tujuan mengkotak-kotakkan pengetahun dengan realita yang mengakibatkan paradigma 
mahasiswa bahkan masyarakat menjadi terpecah-pecah dan tidak satu kesatuan. Maka 
KOPRI perlu melakukan gerakan sebagai berikut: 

a. KOPRI yang berbasis mahasiswa sangat strategis untuk melakukan proses penyadaran 

berkeadilan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan. 
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b. Perempuan merupakan agen perubahan dan KOPRI merupakan wadah strategis dalam 
pengawalan kepemimpinan perempuan untuk Indonesia yang diawali dari gerakan 
kepemimpinan di kampus. 

с. Mendorong kader KOPRI untuk menjadi pemimpin di organisasi ekstra atau intra kampus 
(PMII). 

а. Adanya kerjasama dengan pihak kampus seperti Pusat Studi Wanita (PSW). 

e. Berada di garda depan setiap kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada mahasiswa. 

f. KOPRI sebagai laboratorium pendidikan dan transformasi pengetahuan tentang isu-isu 
perempuan. 

g. Tidak ada pembedaan antara mahasiswa, bahwa martabat kemanusiaan kaum perempuan 
sama tingginya dan sama terhormatnya dengan martabat kemanusiaan laki-laki, karena ini 
bukan sekedar tuntutan kesetaraan peran gender semata. Bahwa perjuangan untuk 
mengakhiri berbagai bentuk perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan harus 
dilakukan terorganisir dan terus-menerus, terutama oleh kaum perempuan sendiri dan 
harus mendapatkan dukungan (menjadi bagian dari perjuangan bersama) kaum laki-laki. 


KOPRI dan Masyarakat 


Wadah perempuan khususnya dan PMII pada umumnya adalah organisasi yang memiliki 
komitmen besar untuk tidak pasrah melihat ketidakadilan. Selama lebih dari sepuluh tahun 
istilah gender meramaikan berbagai diskusi tentang masalah-masalah perempuan telah 
diterima oleh PMII dengan suka cita karena memang pada kenyataannya ditemukan tersebut 
telah ditemukan persoalan-persoalan ketidakadilan yang berkaitan dengan perempuan di 
masyarakat. Pergulatan dengan wacana tersebut telah melahirkan banyak konsep gerakan 
tersendiri di PMII, yakni gerakan yang intens dalam mengkaji dan melakukan advokasi (non 
litigasi dan litigasi) terhadap perempuan. 


“Watak umum organisasi harus tunggal, tidak boleh berbelah-belah harus sepenuhnya 
merupakan refleksi konkret dari sifat ideologi, politik, sosial dan kebudayaan. Organisasi harus 
berpihak secara tepat kepada perkembangan-perkembangan konkret dari situasi yang 
revolusioner dan membuang jauh-jauh dari sikap netral. Dia harus berpihak kepada tiga 
keharusan: keharusan menyatukan dirinya dengan perjuangan umat: keharusan menyatukan 
dirinya dengan perjuangan nasional Indonesia: dan keharusan dirinya menyatukan dengan 
revolusi Indonesia. 


PMII harus berwatak radikal progresif dan revolusioner militan tidak boleh konservatif, 
sosialistik bukan kapitalistik, dinamik bukan statis dan beku, membela agama di mana pun dan 
kapan pun, tegas dan jujur dan konsekuen dalam membela kebenaran. Dalam hal bepihak, 
PMII tak bisa lain kecuali berpihak kepada ke-Tuhanan, kepada sosialisme, membela buruh 
dan petani, mengganyang habis kemiskinan, kebodohan dan kezaliman, memihak kepada 
perjuangan melawan neokolim dan penghisapan manusia atas manusia dalam segala bentuk 
dan manivestasi.” (Mega Mendung - Bogor, 26 April 1965). 


Manivestasi Mega Mendung PMII, menyiratkan bahwa PMII senantiasa hadir dalam 
menghadapi problem masyarakat dan organisasi. Berangkat dari inilah KOPRI PB PMII 
sebagai organisasi jamaah meyakini bahwa masalah-masalah yang ada di tengah-tengah 
masyarakat hanya bisa dipecahkan melalui usaha-usaha kelompok atau organisasi. Seperti 
firman Allah SWT: “Tangan (kekuatan) Tuhan beserta Jama'ah (masyarakat)”. Ini merupakan 
penegasan KOPRI akan tanggungjawabnya untuk menyikapi persoalan-persoalan sosial 
masyarakat. 
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Keterlibatan KOPRI yang jamaahnya perempuan, dalam perubahan sosial jelas memiliki posisi 
sentral, sebagaimana dalam Al-Quran, bahwa perempuan dibenarkan menyuarakan 
kebenaran dan melakukan gerakan terhadap berbagai kebobrokan, seperti yang tercantum 
dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 71: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat 
dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: 
Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana”. 


Maka KOPRI dalam melakukan advokasi di masyarakat ini, yakni membimbing bagaimana 
KOPRI mengajak kader dan masyarakat untuk menjadi cerdas dalam menghadapi kehidupan, 
mengajak mereka mengetahui, mengerti dan memahami hak-hak mereka di negeri ini. 


3. KOPRI dan PMII: Bergerak Bersama 


Kondisi internal dan eksternal KOPRI menjadi probelm yang perlu diselesaikan dengan 
bijaksana. Kondisi internal, kenyataan minimnya kader putri PMII yang mampu bertahan di 
jenjang organisasi yang lebih tinggi, rendahnya minat kader putri untuk bergelut dengan 
wilayah pemikiran, minimnya kader putri yang terlibat dengan akses-akses jaringan di luar 
organisasi KOPRI, belum seragam dalam menggunakan modul/panduan sebagai pedoman 
melakukan kaderisasi dan kurangnya pemahaman kader-kader laki-laki tentang kesetaraan 
dan keadilan gender. Kenyataan ini sebagai salah satu latar belakang yang dihadapi KOPRI. 


Masih dalam konteks internal, salah satu yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari 
pengkaderan adalah munculnya kader-kader putri PMII sebagai tokoh yang dapat 
mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional bahkan 
internasinal. Kader-kader putri yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan satu kekuatan 
jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus mampu dibangun untuk 
mempercepat perubahan sosial yang lebih baik. 


Dalam faktor eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang intens dengan persoalan- 
persoalan perempuan. Ini menjadi tantangan bagi KOPRI untuk terus melakukan penguatan 
organisasi dan individu kader untuk dapat terjun langsung melakukan perubahan dalam 
konteks sosial. Bukan hanya itu, KOPRI pun akan dihadapkan dengan lembaga lain yang juga 
konsen dengan persoalan-persoalan perempuan (Derpartemen Pemerintahan, LSM, dll) 
KOPRI harus mampu mengkonsolidasikan diri bahkan me-leading baik gagasan maupun 
gerakan sampai ke Grass root. 


Problem di atas, harus menjadi prioritas utama dalam proses pengkaderan KOPRI yang baik. 
Dan KOPRI membutuhkan legitimasi struktur, pengembangan dan pembinaan organisasi, 
dukungan moral politik, intelektual dari PMII sebagai oranisasi induk gerakan agar setiap 
pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis dengan 
Grand Design yang telah di rancang PMII dalam melihat persoalan masyarakat, negara, dan 
dunia. 


E. Sikap dan Arah Gerakan KOPRI 


Gerakan yang dapat dilakukan KOPRI sebagai wujud bentuk perubahan dalam wacana-wacana 
baru dan menjawab permasalahan-permasalahan perempuan baik internal dan eksternal KOPRI. 
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Dan gerakan КОРКІ akan lebih masif dan terorganisir baik ketika arah gerak dan tujuan gerakan 
KOPRI diperjelas. Tiga gerakan strategis yang dapat dilakukan KOPRI untuk tetap konsisten 
dengan gerakan dan tujuan PMII. Di samping sebagai kader KOPRI (karena jati dirinya adalah 
perempuan) yang dapat bergerak pada ranah issue-issue perempuan, disamping yang lain sebagai 
kader PMII secara mutlak dan senantiasa dapat bergerak pada isu-isu gerakan sosial lainnya. Jadi 
pada dasarnya KOPRI harus mampu menerobos pembagian kerja secara gender dengan 
merumuskan “tiga strategi gerakan”, yakni: 

1. Gerakan sosial, output yang akan dicapai dalam proses gerakan sosial adalah advokasi 
kepada masyarakat baik advokasi kebijakan publik yang tidak berpihak kepada perempuan 
dan advokasi ke basis masa (include terhadap sektor buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin 
kota, dil) 

2. Gerakan politik, output yang akan dicapai dalam proses gerakan politik adalah penguasaan 
leading sector oleh kader-kader perempuan PMII. 

3. Gerakan Sains dan teknologi, output yang akan dicapai oleh kader KOPRI dapat menciptakan 
produk sains dan teknologi serta dapat memasuki sektor-sektor sains dan teknologi dalam 
ranah gerakan. 


. Isu Strategis 


Dalam kancah geo ekonomi-politik nasional dan Internasional posisi dan peran perempuan sangat 
sering diperbincangkan, ini terkait relasi ekonomi-politik dan efeknya yang terjadi dalam tubuh 
perempuan. Gelombang yang terjadi seringkali merugikan posisi perempuan dalam perannya, baik 
dalam pertarungan politik, ekonomi, perdagangan, industrialisasi dan lainnya. Begitu pun dalam 
konteks di Indonesia, lompatan-lompatan dan situasi yang tidak menentu dalam perekonomian dan 
perpolitikan Indonesia menyebabkan ‘kegalauan’ posisi dan peran perempuan itu sendiri. Sehingga 
ini juga menyebabkan pola yang berbeda dalam konteks sosial dan budaya, belum lagi imbasnya 
secara ekonomistik terhadap kesejahteraan perempuan dan laki-laki. 


Dalam arti, bahwa perempuan Indonesia harus memiliki kemandirian ekonomi, walaupun Negara 
memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat sebagaimana dalam pasal 33 UU 1945, bahwa 
perempuan harus dapat men-support pertumbuhan ekonomi dengan melakukan upaya-upaya 
semisal membangun ekonomi kreatif, industri rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan dalam 
ranah politik, sebagai bangsa yang merdeka kedaulatan politik di antara indikator yang terpenting 
dalam mengukur apakah Indonesia merupakan negara yang memiliki bargaining politik yang tinggi 
dalam perpolitikan nasional maupun Internasional dilihat dari peran kesertaan perempuan dalam 
mengambil kebijakan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkepihakan kepada perempuan. 


Perkembangan isu strategi KOPRI sebagai wadah pergerakan perempuan yang memiliki visi misi 
“perempuan berdikari, menuju Indonesia yang adil, demokratis dan Ilmiah”, menegaskan strategis 
perjuangan isu yang dimulai dengan melakukan perubahan dari desa/daerah hingga nasional. 
Bahwa salah satu mesin yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sumber 
daya manusia, yaitu jumlah penduduk yang besar, utamanya perempuan. Namun ia akan menjadi 
masalah besar bila tidak dipersiapkan secara baik. Masalah itu akan tidak saja di bidang ekonomi, 
namun juga bisa menjadi beban sosial politik di masa yang akan datang. 


KOPRI PB PMII yang tersebar di 228 kabupaten/kota dan 24 provinsi mendorong kesadaran 
perempuan di desa untuk berperan aktif baik secara pemikiran dan tenaga dalam setiap kegiatan, 
seperti pemanfaatan dana desa dalam upaya pemberadayaan masyarakat guna meningkatkan 
kapasitas dan kualitas masyarakat. Selain itu, bahwa dewasa ini perempuan tidak hanya hadir 
sebagai objek dalam pembangunan, namun perempuan juga mampu berkontribusi aktif sebagai 
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subjek pembangunan ekonomi. Semisal banyaknya pekerja/buruh perempuan maka sudah 
seyogyanya gerakan perempuan mendorong pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang 
pro perlindungan hak-hak pekerja perempuan, baik dengan menyusun aturan yang lebih jelas 
dalam melindungi buruh perempuan maupun memaksimalkan peran pengawasan 
ketenagakerjaan, dan mengajak kaum perempuan untuk bersatu dalam perjuangan penegakan 
hak-hak buruh perempuan secara kolektif melalui organisasi serikat pekerja/buruh. Karena itu 
perempuan Indonesia perlu menyiapkan secara baik kesiapan dirinya menghadapi tantangan di 
masa yang akan datang. Salah satu tantangan yang akan dihadapai oleh Indonesia adalah 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah kenyataan akan terintegrasinya secara penuh 
perekonomian global. 


Dengan demikian, KOPRI memfokuskan pada beberapa persoalan yang merupakan persoalan 
strategis dan faktual berkaitan dengan isu gender di antaranya berkaitan dengan persoalan 
kebijakan, persoalan budaya, dan pandangan agama. Yang bentuk pelaksanaannya terwujud 
dalam beberapa praktik diskriminasi terhadap perempuan diberbagai aspek, di antaranya adalah: 


a. Isu Global 
e Energi 
e Lingkungan 
e Kemiskinan 


b. Isu Nasional 
e Agama 
1. Munculnya gerakan radikal Islam yang melibatkan perempuan. 
2. Kekerasan atas nama agama. 
3. Maraknya terorisme di Indonesia dan tidak sedikit pelakunya adalah mahasiwa atau 
pemuda. 
4. Fenomena politisasi agama dan lahirnya partai berbasis agama. 
e Pendidikan 
1. Data BPS per 2013, rata-rata lama sekolah anak laki-laki 8 tahun dan perempuan 7 
tahun (tidak menyelesaikan pendidikan SMP). 
2. Presentase kelulusan SD, siswa perempuan dan laki-laki, sama. 
3. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit kelulusan perempuan. 
4. Jumlah perempuan buta huruf perempuan 3 kali lebih banyak dari laki-laki, terutama 
usia 45 tahun ke atas. 
е Ekonomi 
Penduduk miskin Indonesia tahun 2009 data BPS: 32,53 JUTA (14%) - 70% kemiskinan 
perempuan. 
e Kesehatan 
Angka Kematian Ibu 248 per 100.000 Kelahiran hidup. 


е Politik 
Representasi Politik Perempuan 

No Posisi Jumlah Dari Total 
1 DPR RI 97 dari 560 17,3% 

2 DPD 34 dari 132 25% 

3 DPRD Prov 325 dari 2.114 15,85% 

4 DPRDKab/kota 2.406 dari 14.410 14,2% 

5 Menteri 8 dari 34 16.8% 

6 Kepala Daerah Prov 0 0% 
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7 Kepala Kab/kota 39 dari 497 7.8% 
8 Kepala Desa 3.665 dari 73.701 5% 


е Lembaga Negara Indonesia 
1. Representasi perempun dalam lembaga publik independen masih rendah. 
2. UU Penyelenggara Pemilu mengatur sekurang-kurangnya 3096 perempuan di semua 
lembaga penyelenggara pemilu. 
З. Namun jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan, belum diatur di 
semua lembaga independen/komisi. 


Oleh karena itu kekuatan KOPRI yang memiliki basis kader perempuan PMII yang terdapat di 
beberapa kabupaten/kota, menjadi tugas penting KOPRI PB PMII untuk melakukan 
pembenahan internal KOPRI yaitu pola relasi KOPRI yang bertujuan untuk menyelaraskan isu 
strategis sebagaimana dijelaskan tersebut dari Nasional ke setiap daerah dan sebaliknya. 
Yang selanjutnya, perumusan strategi yang dilakukan oleh KOPRI adalah konsep, lobi dan aksi 
merupakan di antara langkah advokasi isu, dengan harapan penyeragaman dalam advokasi 
secara masif dilakukan oleh seluruh jaringan KOPRI untuk perubahan yang adil, demokratis 
dan ilmiah. 


G. Penutup 


Keberhasilan melaksanakan program kegiatan membutuhkan partisipasi seluruh warga dengan 
dilandasi sikap, mental dan tekad yang sungguh-sungguh serta diawali dengan niat yang jujur dan 
ikhlas. Di samping itu keberhasilan melaksanakan progam juga sangat dipengaruhi suasana, iklim 
dan budaya organisasi yang sehat, yang lebih menekankan faktor prestasi dan kualitas ketimbang 
faktor-faktor lain yang bertentangan dengan hal itu. 


Dengan demikian prinsip maju berama-sama dalam kemajuan hendaknya senantiasa mewarnai 
interaksi warga dalam melaksanakan programnya menuju tujuan yang dicita-citakan. Semoga Allah 
SWT berkenan membimbing dan memberkahi setiap kegiatan yang kita lakukan, amin. 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 07.50 WIT 


PIMPINAN SIDANG 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


| И Гуз 
.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota 


Anggota 


Anggota 
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POKOK - POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI 
MUSYAWAH PIMPINAN NASIONAL 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


KEPUTUSAN MUSPIMNAS 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Nomor : 17/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 


POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 


Menimbang 


Mengingat 


Memperhatikan 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 
KETIGA 


а. 


С. 


1. 
2. 
3. 


TAHUN 2015 


Bahwa demi untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
berke-Tuhan-an dan ber-kemanusiaan dalam bingkai persatuan dan demokrasi 
menuju Indonesia yang berkeadilan sosial, maka dipandang perlu adanya 
pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Musayawarah Pimpinan Nasional 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS PMII) Tahun 2015; 


. Bahwa demi untuk ketertiban dan perbaikan organisasi Pergerakan Mahasiswa 


Islam Indonesia, maka dipandang perlu adanya rekomendasi internal 
Musayawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
(MUSPIMNAS PMII) Tahun 2015; 

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada poin 
(a dan b), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini. 

Anggaran Dasar 

Anggaran Rumah Tangga 

Nilai Dasar Pergerakan 


Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi 
Musayawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
(MUSPIMNAS PMII) Tahun 2015. 


MEMUTUSKAN 


Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Musayawarah Pimpinan Nasional 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS PMII) Tahun 2015. 
Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan. 
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 07.54 WIT 


PIMPINAN 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 


PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


PENGURUS BESAR 


eKretaris Jenderal 
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POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


А. Bidang Hukum 


Lahirnya berbagai institusi atau lembaga-lembaga hukum seperti Komisi Yudisial, Mahkamah 
Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lainnya belum membawa perubahan yang berarti 
bagi bangsa Indonesia. Kejahatan dan pelanggaran hukum tetap terjadi di negeri ini dengan 
menggunakan modus yang semakin canggih dan beradaptasi dengan instrumen-instrumen hukum 
baru. 

Perubahan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum (pasal 3. Ayat 1) belum mampu menunjukan kekuatan hukum sebagai panglima dan pijakan 
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan 
kekuasaan masih tetap mewarnai perilaku elit pemerintahan dan elit politik. Korupsi, manipulasi 
birokrasi, tindakan represif TNI-Polri atas aspirasi rakyat, sengketa tanah rakyat, dan lain 
sebagainya nyatanya masih mendominasi dan terpelihara di negeri ini. Indonesia sudah memiliki 
beragam regulasi, namun persoalan hukum di Indonesia masih menumpuk. 

Berbagai permasalahan hukum muncul dalam ruang-ruang kehidupan. Masalah hukum muncul 
karena tidak adanya pengawasan yang efektif, baik oleh parlemen, pengadilan, pengawasan 
internal pemerintah dan komisi negara independen. Di sisi lain pastisipasi publik dalam 
pembentukan perundang-undangan masih minim dalam setiap proses, baik dari akses 
mendapatkan informasi, perencanaan, dan pembahasan peraturan. Tak hanya itu, independensi 
hakim masih dipertanyakan dan bermasalah, para penegak hukum masih rentan terhadap suap. 
Hakim juga masih belum akuntabel dalam memutus perkara karena kurangnya integritas. Proses 
peradilan di Indonesia masih bermasalah karena tidak adanya jaminan atau pengaturan dalam 
larangan dari suap dan pungutan liar. 

Penegakan hukum Indonesia “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Hukuman hanya berlaku bagi 
rakyat kecil. Hal itu nampak dari masih ditemukannya praktik diskriminasi karena status ekonomi 
dan sosial masyarakat. Temuan lainnya adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh 
aparat hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang masih 
tinggi. 

Kasus korupsi juga masih mewarnai suramnya penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kasus 
yang pernah terbongkar belum tuntas terusut. Para koruptor masih melenggang dengan senang. 
Ditambah usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) yang diajukan beberapa fraksi di DPR sebagai upaya lanjutan pelemahan terhadap 
lembaga antirasuah itu. Bukan hanya pelemahan, namun langkah untuk membubarkan KPK. 
Revisi itu seakan memberikan wewenang pemberantasan korupsi yang lebih kepada Kepolisian 
dan Kejaksaan Agung. Padahal, kedua institusi tersebut sarat ditunggangi kepentingan kelompok. 
Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian antara lain, KPK diusulkan tak lagi menyelidik dan 
menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK juga dilarang menangani 
perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 Miliar. Selain itu, KPK diusulkan hanya 
memiliki masa kerja selama 12 tahun. Fungsi pendidikan anti korupsi pada KPK juga diusulkan 
dihilangkan. Ada juga usulan bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung 
dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK. 
Padahal KPK telah hadir di tengah-tengah kita sebagai lembaga yang berjuang memberantas 
praktik korupsi yang sudah mengakar di negeri ini. Praktik korupsi dari kelas bawah hingga kelas 
atas di tubuh kementerian tak luput dari pengawasan KPK. Banyak prestasi yang telah dibuktikan 
oleh KPK. KPK berhasil menjerat para menteri, para kepala daerah, jenderal polisi, ketua MK, 
bahkan pimpinan partai. Sejak KPK beroperasi, uang negara yang telah diselamatkan mencapai 
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nilai Кр 249 Triliun. Dari jumlah uang yang terselamatkan, maka tanpa pemberantasan korupsi 
negara akan merugi, uang negara “dimakan” oleh orang-orang yang tak berhak. 

Upaya “menghabisi” KPK merupakan pengkhianatan terhadap komitmen bersama masyarakat 
dunia. Langkah ini juga sebagai bentuk menjatuhkan negara dalam jurang kehancuran. Di mana 
tak ada lagi keadilan dan hukum yang mampu ditegakkan. 


Berdasarkan analisa di atas maka PMII melalui MUSPIMNAS XVIII Ambon mengawal dan 

merekomendasikan: 

1. Menegaskan kembali tentang kedudukan, peran dan fungsi hukum, sebagai dasar sekaligus 
patokan (pedoman) dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Percepat perubahan RUU KUHP. 

3. Penegakan supremasi hukum yang tegas bagi pejabat maupun pengusaha yang kebijakan dan 
perilakunya bertentangan dengan hukum. 

4. Membongkar dan mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang “mangkrak” tak ada kabar dan 
tindak lanjut. 

5. Menghormati, melindungi, memajukan dan menegakkan hak-hak dasar warga negara. 

6. Mendorong terciptanya anti money politic hukum dalam legislasi UU. 

7. Pengawalan terhadap penegakan hukum dan melakukan bantuan hukum baik litigasi maupun 
non litigasi. 


. Bidang Politik 


Jatuhnya rezim orde baru menjadi momentum kehidupan politik yang lebih demokratis di 
Indonesia. Reformasi berjalan dengan maksud mengantarkan rakyat Indonesia menuju pada cita- 
cita mulia bangsa Indonesia. Namun, hingga saat ini demokrasi tak kunjung sampai pada tujuan 
yang ingin dicapai. Demokrasi di Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, belum mencapai 
pada demokrasi substansial. Demokrasi yang sebelumnya diyakini oleh rakyat Indonesia mampu 
membawa perubahan yang lebih baik dalam membangun kehidupan politik justru menampakan 
wajah yang suram. 

Budaya politik yang berkembang pada era reformasi kini lebih menampakan budaya pragmatis. 
Budaya ini membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun sistem 
politik Indonesia mengalami perubahan dari era satu ke era berikutnya, namun tidak pada budaya 
politiknya. Karena pragmatism masih melekat pada perilaku elit politik. Demokrasi dimanipulasi 
oleh para elit politik dengan mengarahkan pada kepentingan-kepentingan pragmatis. 

Reformasi memang telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya politik partisipatif. 
Namun budaya politik patrimonial dan otoriterianisme telah berubah menjadi oligarki politik yang 
berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, budaya 
politik era reformasi masih bercorak paternalistik dan pragmatis, berorientasi pada kekuasaan dan 
kekayaan. 

Jadi, demokrasi yang diharap dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan dan cita-cita rakyat 
Indonesia dalam kenyataannya sangat paradoks. Nyatanya, demokrasi saat ini mengedepankan 
pada kekuatan uang. Semua diukur dengan transaksi uang. Bahkan ideologi, visi progresif, dan 
nilai-nilai kebaikan tergerus oleh uang. 

Demokrasi transaksional yang bertumpu pada uang akan berpotensi besar pada munculnya kaum 
penjahat dan manipulatif. Suara dan prinsip dapat dibeli dengan uang tanpa melihat nilai-nilai 
utama dalam demokrasi yang sesungguhnya. Jadi, maraknya fenomena demokrasi uang akan 
sangat berpotensi menyuburkan praktik korupsi. 

Demokrasi uang ini secara amat jelas juga merusak nilai luhur bangsa dan juga akan merusak 
mental masyarakat, demokrasi transaksional saat ini sudah kasat mata dan sampai pada titik yang 
mengkhawatirkan dan akan berujung pada suburnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh 
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karenanya, perlu regulasi yang jelas untuk mengantisipasi pembusukan demokrasi yang 

diakibatkan oleh demokrasi uang yang akan merusak mental bangsa. 

Sistem politik yang sarat politik uang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit dilakukan. 

Praktik politik uang menyebabkan masyarakat diajarkan pragmatisme dalam memilih pemimpin 

dan wakilnya. Terutama menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang serentak 

akan dilakukan. Beragam upaya tentu akan dilakukan oleh para kandidat untuk memenangkan 

kompetisi merebutkan jabatan. Etika-etika dalam politik barangkali menjadi terabaikan jika tidak 

ada kontrol yang kuat, baik dari masyarakat maupun penyelanggara pemilu. 

Berdasarkan analisa di atas maka PMII mengawal Indonesia dalam bidang politik dan 

merekomendasikan: 

1. Mendorong adanya revisi sanksi yang lebih berat terhadap elit-elit politik yang terbukti 
melakukan money politic dalam memperoleh kekuasaan. 

2. Mendesak pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
pelaporan anggaran partai politik. 

3. Mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon-calon pemimpin yang hanya mengedepankan 

money politic. 

Menyelamatkan demokrasi Indonesia dari berbagai praktik kotor politikus. 

Menegakkan kedaulatan politik untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. 

Optimalisasi sektor pelayanan publik yang baik untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. 

Memperketat dan memperjelas tujuan reses dan kunjungan kerja DPR dan DPD RI di dalam 

maupun keluar negeri. 

8. Mengadvokasi pelaksanaan gender budgeting. 


On J= 


Bidang Ekonomi 
Tujuh puluh tahun adalah masa yang panjang bagi sebuah bangsa untuk bangkit dari penjajahan. 
Dalam proses perjuangan dan dinamika yang sudah dilalui seharusnya tidak menyurutkan semua 
elemen bangsa ini untuk terus membangun dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, 
terutama dalam bidang ekonomi. Ekonomi menjadi tumpuhan bagi maju dan jayanya sebuah 
bangsa. 
Visi besar yang digagas dan diperkenalkan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno 
(Bung Karno), yakni mandiri dalam kehidupan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan 
kepribadian dalam kebudayaan. Melalui kemandirian, secara ekonomi, suatu bangsa akan mampu 
mengangkat harkat dan martabat, dengan dilandasi kerja keras dan kepercayaan diri, dapat 
mengurangi ketergantungan yang berlebih kepada pihak lain. Karena, ketergantungan akan 
memunculkan kemalasan dan memicu tindakan jangka pendek yang cenderung menjerumuskan. 
Untuk mencapai visi tersebut, fundamental ekonomi yang kuat merupakan salah satu syarat yang 
harus dibangun dan dipelihara. Runtuhnya orde baru pada tahun 1998 menggambarkan bahwa 
kondisi fundamental ekonomi Indonesia pernah rapuh dan jatuh tersungkur, tidak kuasa menahan 
gempuran badai krisis ekonomi yang menerjang Indonesia sehingga melumpuhkan hampir semua 
sendi kehidupan bangsa yang telah dibangun puluhan tahun sebelumnya. 
Pengalaman pahit tersebut, tentu harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh komponen 
bangsa Indonesia. Apalagi di tengah kondisi perekonomian global saat ini yang penuh dengan 
ketidakpastian. Bangsa Indonesia perlu mewaspadai imbas dari krisis keuangan yang terpicu 
perkembangan di Eropa-Amerika dewasa ini. 
Sejatinya pemerintahan baru ingin membuktikan kekuatannya dalam penguatan ekonomi melalui 
jargon nawacita, salah satunya “Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Namun, pemerintahan masih terjerat 
dengan permasalahan ekonomi. Dalam satu tahun ini, masalah ekonomi kerap muncul, 
diantaranya: nilai tukar rupiah melemah tidak berdaya disaat dolar kian merangkak naik: harga 
kebutuhan pokok melangit membuat rakyat menjerit: harga BBM dinaikkan-diturunkan menjadikan 
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harga-harga lain semakin naik dan tidak mau turun: banyaknya impor yang tidak sebanding dengan 

ekspor; perbankan lesu: pertumbuhan ekonomi tidak membanggakan: dan angka pengangguran 

serta kemiskinan masih mencengangkan. Artinya, nawacita yang didengung-dengungkan di awal 

pemerintahan belum kunjung hadir di tengah-tengah rakyat. 

Tak hanya itu, satu tahun pemerintahan kabinet kerja dinilai lemah dalam menyerap anggaran. Hal 

itu dibuktikan dengan survei dari beberapa lembaga yang menunjukkan bahwa angka penyerapan 

anggaran di sejumlah kementerian belum mencapai angka 5096. Hal ini semakin menunjukkan 

bagaimana lambannya pemerintahan Jokowi-JK menjawab permasalahan anggaran negara yang 

berimbas pada perekonomian. 

Tantangan lain yang masih dihadapi adalah masih terjadinya kesenjangan pembangunan, baik 

antar golongan masyarakat maupun antar daerah. Konsep poros maritim dan tol laut yang 

menghubungan wilayah barat dan timur belum kunjung ada kabar. Permasalahan kesenjangan 

antar wilayah, antar desa-kota, dan antar sektor khususnya di wilayah kawasan timur Indonesia 

masih terjadi. 

Pemerintah harus segera mengatasi kemahalan harga, peningkatan akses dalam pelayanan 

pendidikan dan kesehatan yang layak, menguatkan sektor perikanan dan kelautan, serta 

mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks inilah pemerintah perlu hadir 

dalam dalam kehidupan rakyat. 

Menghadapi gejolak perekonomian global dan berbagai masalah internal dalam negeri tentu saja 

tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Perlu langkah-langkah nyata yang harus dilakukan 

untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh kehilangan peluang sedikitpun 

dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu ini. Ekspor dan investasi di dalam negeri 

harus terus ditingkatkan. Potensi pasar dalam negeri harus dioptimalkan. Pembangunan 

infrastruktur harus pro rakyat. Kebutuhan rakyat harus dipenuhi. Swasembada pangan juga harus 

ditingkatkan. 

Maka untuk tetap menjaga kestabilan dan peningkatan ekonomi bangsa, PMII merekomendasikan: 

1. Pemerintah harus meninjau ulang pembangunan infrastruktur yang berasal dari hutang luar 
negeri. 

2. Menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk di dalamnya menstabilkan nilai tukar rupiah. 

3. Mendesak pemerintah untuk menghentikan impor pangan dan mewujudkan kedaulatan serta 
swasembada pangan. 

4. Percepat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta meninjau serapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

5. Memperluas akses pendidikan tinggi, akses kesehatan yang layak, akses pekerjaan seluas- 
luasnya untuk masyarakat tidak mampu. 

6. Pengembangan produktifitas pengusaha dan potensi pasar dalam negeri harus diutamakan. 

1. Melindungi, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif masyarakat. 

8. Pemanfaatan sumber daya alam dan aset strategis yang sebesar-besarnya untuk kepentingan 
rakyat. 

. Merformulasi sistem pembagian DAK/DAU dengan memperhatikan wilayah kawasan. 

10. Menuntut pembagian royalty sebesar 25% atas perusahaan tambang asing khususnya PT 

Free Port Indonesia dan PT Newmont. 


. Bidang Keagamaan 

Indonesia adalah negara majemuk yang penduduknya diberi kebebasan untuk memeluk agama 
dan beribadah menurut agamanya dan kepercayannya. Inilah jaminan kebebasan beragama yang 
tegas dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 29. Dalam peraturan 
perundangan negara disebutkan agama yang dianut dan berkembang di Indonesia ada enam yaitu 
Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Agama-agama tersebut sama status dan 
kedudukan di mata hukum negara tanpa memandang mayoritas maupun minoritas. Para penganut 
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agama hidup bersama dengan tidak membedakan dalam kehidupan sosial berbangsa dan 
bernegara. 

Keberagaman agama yang ada mempunyai berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat 
yang sadar akan hidup damai dan rukun. Namun bagi masyarakat yang tidak sadar bisa 
meniupkan api sentimen antar umat beragama, kemudian mengakibatkan terjadinya gesekan- 
gesekan pada masyarakat dan mengarah pada konflik horizontal. Tak hanya itu, kasus sengketa 
pendirian tempat ibadah juga berujung pada kekerasan fisik yang mengatasnamakan agama. 
Beberapa konflik itu banyak terjadi, misalnya: di Ambon, Poso, Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, 
Jawa Timur, dan hampir semua daerah di Indonesia pernah terjadi konflik atas nama agama. 
Adapun kasus yang masih hangat terjadi yaitu kasus Tolikora Papua, dan Singkil Aceh. 

Analisa dan kajian yang telah dilakukan bahwa konflik yang terjadi sesungguhnya bukan dalam 
rangka menyerang orang lain dikarenakan berbeda keimanan. Akan tetapi, sebab utama terjadinya 
konflik dan gesekan adalah karena adanya kesenjangan sosial kelompok masyarakat yang 
terkotak-kotak oleh perbedaan agama. Keyakinan bukanlah penyebab konflik tetapi sebagai pupuk 
sentimen oleh sebagian masyarakat yang tak memahami makna kerukunan. 

Bibit-bibit konflik yang telah dipupuk itu merupakan terakumulasi jangka panjang sejarah bangsa 
yang selama tiga dekade orde baru dipaksa diam dan tunduk pada rezim penguasa tanpa ada 
kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi mereka, apalagi untuk negoisasi bahkan kritik. 
Reformasi yang kemudian membawa pada kebebasan berpendapat dan bersuara memudahkan 
kelompok masyarakat yang sedang memulai demokrasi mudah terkontaminasi oleh isu-isu ataupun 
gerakan yang sengaja memecah belah bangsa, terlebih jika digiring kepada sentimen agama dan 
etnis. 

Fanatisme agama yang berlebihan pun kerap terjadi. Beberapa kasus terorisme yang terjadi 
dikarenakan keyakinan kepada agamanya sendiri yang paling benar dan yang bukan dari agama 
atau golongannya adalah musuh dan bisa dibinasakan. Sejatinya, semua agama mengajarkan 
kedamaian dan kasih sayang. Namun, terkadang agama dijadikan pembenaran untuk melakukan 
hal-hal yang merugikan dan membahayakan orang lain. 

Seyogyanya, semua pemeluk agama bersikap dan bertindak sesuai dengan peraturan 
perundangan yang ada dengan tanpa mengedepankan ego dan sentimen agama dan golongan. 
Misalnya, pendirian tempat ibadah telah diatur oleh pemerintah akan tetapi pelaksanaan di 
lapangan belum seperti sebagaimana yang diharapkan. Konflik ini malah sengaja dipertontonkan 
dengan kemudahan akses media dan menjadi konsumsi publik yang semakin menyulut emosi dan 
sentimen antar pemeluk agama pada masyarakat yang lebih luas. Melihat kondisi ini, pemerintah 
harus giat memfasilitasi dialog-dialog antar umat beragama untuk menemukan solusi dan 
penyelesaian konflik ini. 

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang ekstrim berkembang 
dengan mudah di Indonesia. Terutama pada lembaga-lembaga pendidikan formal maupun 
informal. Oleh sebab itu penting kiranya dilakukan penguatan pendidikan keagamaan “yang benar” 
pada sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan agama yang sudah dilakukan perlu ditinjau kembali 
dan kemudian dikuatkan pada lembaga-lembaga pendidikan melalui perbaikan kurikulum, tenaga 
pendidik, dan lain-lain. Pendidikan agama seyogyanya tidak hanya diceramahkan dan dijelaskan 
dengan penjelasan parsial. 

Selain jalur pendidikan formal, pendidikan pesantren yang telah lama berkembang di Indonesia 
telah berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan keagamaan yang berlandaskan pada 
pancasila dan menjaga toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Sehingga penting untuk 
melakukan kolaborasi antara pendidikan formal pada sekolah-sekolah umum dengan pesantren 
dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pendidikan keagamaan. 


Menyikapi beberapa hal tersebut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merekomendasikan hal- 
hal terkait penguatan kerukunan antar umat beragama, yaitu: 
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1. Wujudkan kedamaian beragama bahwa negara harus menjamin hak beragama setiap warga 
negara. 

2. Undang-Undang kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan bangsa Indonesia 
dalam mengelola perbedaan agama, namun kajian isi dari undang-undang tersebut perlu 
dilakukan secara bersama oleh semua elemen masyarakat. 

3. Pemerintah segera mengusut tuntas kasus-kasus atas nama agama, khususnya di Tolikara 
Papua dan Singkil Aceh. 

4. Pemerintah hendaknya tegas meyikapi sengketa-sengketa pendirian tempat ibadah dan 
kepada pihak yang bersengketa hendaknya legowo dan menyikapi hal tersebut berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Perlu upaya untuk terus melakukan penyebaran pemahaman keagamaan moderat 
berdasarkan pancasila yang senantiasa toleransi dan mencintai perdamaian. 

6. Perkuat pendidikan keagamaan di setiap level pendidikan formal, khususnya sekolah yang 
bukan berbasis agama. 

1. Kolaborasi antara pendidikan umum dan pendidikan pesantren dalam pelaksanaan 
pembelajaran dan pengembangan pendidikan keagamaan . 

8. Mendeteksi penyebaran pemahaman keagamaan ekstrem pada sekolah-sekolah dan kampus- 
kampus baik yang disebarkan secara formal kelembagaan maupun non formal. 

9. Seluruh umat beragama hendaknya tidak menciptakan sentimen antar pemeluk dan tidak 
membawa agama sebagai sumber terjadinya konflik komunal. 


. Aspek Pendidikan 

Setelah runtuhnya imperium Majapahit yang masa jayanya meliputi semenanjung Malaya, 
Kalimantan, bahkan sampai Philipina Selatan, menjadi ratusan kerajaan kecil yang kemudian satu 
per satu terutama sejak abad ke-17 dikuasai oleh kaum penjajah, Portugis, Inggris, dan Belanda. 
Pada permulaan abad ke-20 melalui kebijakan yang dikenal dengan istilah politik etis, masyarakat 
Indonesia terutama elitnya mulai berkenalan dengan peradaban modern melalui sekolah-sekolah 
Eropa yang dibuka untuk elit pribumi. Kebijakan ini tanpa direncanakan oleh pemerintah penjajah 
kemudian melahirkan kaum terpelajar yang memimpin pergerakan nasional untuk mencapai 
kemerdekaan. 

Dengan bermodalkan sumber daya manusia saat itu, para pendiri Republik meletakkan misi 
“mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “memajukan kebudayaan nasional Indonesia” melalui 
diselenggarakannya “satu sistem pengajaran nasional” sebagai wahana strategis untuk 
membangun Negara Bangsa Indonesia. Jadi salah satu visi dan cita-cita besar bangsa Indonesia 
sesuai dengan amanat UUD 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuh puluh tahun 
setelah merdeka, apakah rakyat Indonesia sudah dicerdaskan? Apakah pendidikan Indonesia 
berkualitas? 

Problem dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah politik, ekonomi, ilmu 
pegetahuan dan teknologi, serta globalisasi. Indonesia harus bersaing dengan Negara-negara 
dalam era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Adanya MEA menjadikan masyarakat Indonesia 
harus siap bersaing dengan masyarakat dari Negara lain dari segi kualitas individu. Tentu tidak 
hanya di ASEAN, tapi di Asia bahkan lebih luas lagi, Eropa dan Amerika. 

Kualitas pendidikan Indonesia menduduki rangking ke 69 dari 76 negara. Kalah dengan Singapura 
yang menduduki peringkat pertama dunia. Lima posisi teratas diambil Negara-negara Asia, yaitu 
Singapura, Hongkong, Korea Selatan. Taiwan, dan Jepang. Jika masuk ruang kelas di negara- 
negara tersebut, kita akan menemui para guru yang menekankan sikap tegas, fokus, koherensi, 
dan berkarakter. Negara-negara tersebut juga sangat pandai dalam merekrut guru-guru berbakat 
dalam mengajar di ruang kelas yang paling menantang, sehingga setiap siswa diberikan guru-guru 
yang terbaik. 
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Jika dibandingkan dengan negara-negara yang mempunyai kualitas pendidikan terbaik, maka 
dapat dikatakan bahwa pemerintah belum serius dan optimal dalam menempatkan pendidikan 
sebagai agenda prioritas. Persoalan pendidikan di Indonesia seakan tak pernah bisa diatasi dari 
presiden satu beralih kekuasaan ke presiden lainnya, seringkali masalah lama muncul dan tak 
terselesaikan. 
Salah satunya, dunia pendidikan masih menjadi komoditi yang mahal di Indonesia. Hanya pihak 
yang memiliki kemampuan finansial lebih yang mampu mengenyam pendidikan hingga perguruan 
tinggi. Kesenjangan sosial menjadi problem. Hal tersebut menyebabkan tingkat pendidikan antar 
satu daerah dan daerah lain tak setara. Padahal, peserta didik sangat diharapkan untuk kemajuan 
bangsa. Kualitas peserta didik juga dipengaruhi oleh peranan pendidikan yang dilaluinya. 
Belum lagi persoalan nasib guru. Semboyan “guru tanpa tanda jasa” nyatanya dimaknai bahwa 
profesi ini belum mendapatkan perhatian dari segi finansial. Masih banyak ditemukan guru-guru di 
daerah yang belum mendapatkan gaji tetap. Jangankan gaji tetap, gaji pun jauh di bawah 
UMK/UMP (Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi). Pendapatan mereka juga jauh 
dibanding dengan gaji para karyawan dan profesi lainnya. Mereka bekerja dengan modal ikhlas. 
Namun, dengan tuntutan kebutuhan dan harga-harga pokok yang semakin meroket naik, tentu 
para guru membutuhkan kesejahteraan hidup yang harus dipenuhi. Di samping itu, bagaimana 
bisa mendapatkan generasi yang berkualitas dan terbaik, jika sang pengajar tidak diperhatikan 
kesejahteraannya. Kesejahteraan guru yang tak terjamin ini menunjukkan kegagalan kebijakan 
pemerintah tentang penataan dan pemerataan guru PNS dan non-PNS. 
Persoalan pendidikan lainnya yang penting adalah pelaksanaan ujian nasional. Mulai dari bocornya 
soal hingga jebloknya nilai kelulusan siswa, menjadi problem yang belum terselesaikan. Selain itu 
infrastruktur komputer masih menjadi kendala dalam sistem ujian nasional berbasis komputer dan 
online. Tak hanya itu, persoalan kejujuran dalam ujian nasional menjadi perhatian. Karena masih 
sering terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik siswa, guru, dan lainnya. Hal 
inilah yang menjadi persoalan kredibilitas ujian nasional ditanyakan. Sesungguhnya, capaian nilai 
anak dari hasil ujian bukanlah tujuan akhir pendidikan. Ujian harus dipahami sebagai salah satu 
tahapan yang harus dilalui untuk menapaki jenjang pendidikan selanjutnya. Maka, peserta didik 
harus diyakinkan untuk berperilaku jujur dalam mengerjakan ujian. 

Menghadapi berbagai problem pendidikan ini, maka pemerintah harus segera mengevaluasi dan 

memperbaiki kurikulum pendidikan yang khas Indonesia. Bukan kurikulum pendidikan yang 

bergonta-ganti sesuai dengan menterinya, berganti menteri berganti kurikulum. Pemerintah juga 
harus mempunyai konsep dan strategi pendidikan karakter yang dapat diterapkan dalam 
pendidikan di Indonesia. Dengan ini PMII merekomendasikan : 

1. Pemerintah memberikan akses pendidikan tinggi seluas-luasnya, gratis, dan berkualitas untuk 
masyarakat tidak mampu. 

2. Merealisasikan anggaran pendidikan 20% sesuai UUD 1945 dan hentikan pemotongan subsidi 
pendidikan. 

З. Membentuk kebijakan pendidikan berbasis budaya ke-lIndonesiaan dan menghapus liberalisasi 
dan komersialisasi terhadap pendidikan yang merupakan hak dasar setiap rakyat Indonesia 
dan diatur oleh Undang-Undang Dasar. 

4. Membuat sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis serta tanpa diskriminasi baik secara fisik 
dan psikis terhadap peserta didik. 

5. Membuat blue-print pendidikan karakter untuk bisa diaplikasikan, tidak sekedar diceramahkan. 
Di samping itu, tokoh, pemimpin, dan publik figur bisa menjadi tauladan bagi masyarakat. 

6. Mendorong kesejahteraan pendidik sekolah-sekolah berbasis agama serta tidak membedakan 
pembangunan infrastruktur dengan sekolah umum. 

7. Mendorong percepatan pembangnan Universitas NU dan sekolah pergerakan (SD-SMA) di 
seluruh Indonesia. 
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Е. Hubungan Internasional 
Dalam perkembangan dunia Internasional, kecenderungan akhir-akhir ini menghadirkan berbagai 
tantangan dan peluang besar bagi Indonesia. Pergeseran sudut pandang dan parameter yang 
berkembang dalam tataran hubungan internasional dewasa ini disebabkan oleh perubahan 
konstalasi politik global dari bipolar menjadi multipolar, menguatnya kecenderungan arus 
globalisasi dan regionalisasi, dan berkembangnya isu-isu sektoral yang telah menjadi agenda 
internasional. 
Disepakatinya visi ASEAN 2020 pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur menandakan sebuah 
babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, 
pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara 
menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, didukung oleh pembangunan 
ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi di 
antara negara-negara anggotanya. Satu komitmen untuk menciptakan suatu Masyarakat ASEAN 
(ASEAN Community) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin 
dikukuhkan melalui ASEAN Concord II pada Pertemuan Puncak di Bali Oktober 2003, atau yang 
lebih dikenal sebagai Bali Concord Il, di тапа para pemimpin ASEAN mendeklarasikan 
pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) sebagai tujuan dari 
integrasi ekonomi kawasan pada 2020. 
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meeting - АЕМ) yang 
diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju 
terbentuknya integrasi ekonomi kawasan ini diejawantahkan ke dalam gagasan pengembangan 
sebuah cetak biru menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kemudian secara terperinci disahkan 
dan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya 
dalam pertemuan puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin 
negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, semakin 
tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnya komunitas tersebut pada tahun 2015. 
Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah 
kawasan di mana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak dengan 
bebas. 
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dan semangat besar dalam mewujudnya Masyarakat 
Ekonomi ASEAN. Semangat gegap gempita menuju pertarungan dalam arena neoliberal ini 
seharusnya berjalan seiring dengan langkah-langkah substantif dan riil untuk mempersiapkan 
perekonomian. Ironisnya, pemerintah Indonesia justru terfokus pada langkah-langkah persiapan 
teknis neoliberal sejalan dengan implementasi cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
Di sisi lain, peta politik dunia saat ini berkembang dengan cepat. Setiap detik kita disajikan oleh 
tayangan dramatis peperangan antar kelompok di berbagai penjuru dunia. Bukan hanya gejolak 
militer berdarah di wilayah Timur Tengah, perkembangan politik dunia juga meliputi hubungan 
bilateral dan internasional dalam berbagi segi kehidupan. Kekuatan global dalam globalisasi yang 
didorong oleh perubahan-perubahan pesat dalam teknologi, dan liberalisasi perdagangan dan 
aliran modal yang pesat, sedang merubah proses ekonomi di seluruh dunia. 
Sayangnya, janji globalisasi mengenai kemakmuran untuk semua semakin meragukan. Globalisasi 
telah menghadapkan Negara-negara berkembang kepada bermacam resiko besar dan berujung 
pada kemunduran, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga runtuhnya ekonomi 
secara telak. 
Perkembangan kondisi terkini di Timur Tengah yang biasa disebut Arab Spring masih 
memperlihatkan gejala yang belum cukup menyenangkan. Munculnya ISIS membuat kompleksitas 
persoalan untuk mengurai konflik di kawasan tersebut menunjukan bahwa perdamaian masih jauh 
dari harapan. 
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Selain itu sindikat narkoba internasional di Negara-negara berkembang termasuk di Indonesia 
semakin mengkhawatirkan. Komunitas internasional memang secara formal terus menyampaikan 
komitmen dan tekad secara terus menerus untuk mengakhiri perdagangan illegal obat-obatan 
narkotika. Namun dalam menangani masalah narkotika illegal secara keseluruhan, kita tidak dapat 
melepaskan diri dari dimensi kemiskinan dan situasi putus asa yang dihadapi oleh sebagian 
populasi dunia. Dengan kata lain, keberadaan sindikat narkoba internasional merupakan efek 
negatif yang dihasilkan oleh globalisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah mendasar yang patut mendapatkan perhatian dan 

merupakan prioritas dalam penguatan posisi Indonesia dalam kancah internasional ialah sebagai 

berikut: 

1. Mendorong Indonesia untuk terus berperan secara aktif dan kritis bersama PBB dalam rangka 
penegakan multilateralisme dan berperan dalam berbagai bentuk kerja sama internasional 
khususnya dalam mendorong perjanjian ekstradisi bagi koruptor dengan berbagai Negara, 
trafficking dan pemberantasan sindikat narkoba internasional. 

2. Mendorong pemerintah Indonesia dan organisasi OKI berperan aktif mewujudkan perdamaian 
di kawasan Timur Tengah. 

3. Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mendesak dunia internasional segera memebrikan 
pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat. 

4. Melalui kelompok Gerakan Non Blok Indonesia berperan aktif dan menjadi inisiator dengan 
prinsip dan tujuan GNB (Gerakan Non Blok) yaitu kemerdekaan, perdamaian dan tatanan 
dunia yang adil dan sejahtera. 

5. Secara internal PMII harusnya mengambil peran aktif dalam mewarnai dinamika politik global 
terutama menjaga kepentingan Islam Ahlussunah Wal Jama'ah dengan aktif 
mengampanyekan Islam Indonesia di forum-forum internasional sebagai solusi atas 
peperangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. 

6. PMII harus memiliki konsep untuk mengisi gap ekonomi antara negara maju dengan negara- 
negara berkembang sehingga globalisasi tidak hanya dinikmati oleh negara maju saja. Dengan 
kata lain, PMII mendorong terwujudnya fair trade bukan free trade. 

7. Mendorong pembentukan pengurus cabang istimewa luar negeri. 

8. PMII harus mampu mewujudkan high politic atau politik kebangsaan. 


F. Bidang Pertahanan Keamanan 
Rekomendasi: 


1. Mendukung penyelenggaraan program bela negara dalam rangka meningkatkan nasionalisme 
sebagai warga negara, akan tetapi perlu adanya penegasan konsep pendidikan bela negara 
dengan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk pemuda. 

2. Pemerintah harus memperjelas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan udara sebagai 
bentuk ketegasan terhadap kedaulatan wilayah NKRI. 

3. Mendorong wilayah perbatasan dan pulau terluar sebagai kawasan proteksi khusus 
pertahanan dan keamanan negara. 


G. Rekomendasi Internal: 


1. Mendorong perubahan paradigma PMII pada kongres mendatang, dalam rangka 
menyesuaikan dengan keadaan dan situasi saat ini. 

2. PB PMII menyiapkan konsep paradigma untuk ditetapkan pada kongres mendatang dengan 
mempertimbangkan paradigma yang dibahas pada MUSPIMNAS Ambon (ummatan 
wahidatan). 
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3. Memasukan bab kaderisasi di AD/ART. 

4. Menghapus permusyawaratan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada AD/ART pada 
kongres mendatang. 

5. Mengadakan media dan perpustakaan sahabat. 

6. Mendorong PB PMII untuk mendistribusikn produk-produk PMII kepada seluruh cabang di 
seluruh daerah. 

7. KOPRI PB PMII merevisi modul dakwah KOPRI. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 07.52 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


| и Гул 
.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota 


Anggota 


Anggota 
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BADAN PEKERJA KONGRES 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


KEPUTUSAN MUSPIMNAS 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Nomor : 18/MUSPIMNAS/2015 
Tentang : 

BADAN PEKERJA KONGRES 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim, 
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah: 
Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme 
organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang 
Badan Pekerja Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas MTT, maka 
dipandang perlu adanya ketetapan ini. 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar 
2. Anggaran Rumah Tangga 
3. Nilai Dasar Pergerakan 
Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan 
Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


MEMUTUSKAN 
Menetapkan 
KESATU : Peraturan Organisasi Tentang Badan Pekerja Kongres Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia. 
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan. 
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkan di : Ambon 
Pada tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 07.54 WIT 


PIMPINAN 
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


/ TN PENGURUS BESAR 


aaa ak / 
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PERATURAN ORGANISASI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
Tentang : 

BADAN PEKERJA KONGRES 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


BAB | 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Badan Pekerja Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari 
Anggaran Rumah Tangga Pasal 28 tentang Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia. 


BAB II 
KETENTUAN BADAN PEKERJA KONGRES 


Pasal 2 


Ketentuan Badan pekerja kongres adalah: 

1. Struktur komposisi keanggotaan Badan Pekerja Kongres ditetapkan melalui Pleno BPH PB PMII 
setidaknya 6 (enam bulan setelah penyelenggaraan MUSPIMNAS. 

2. Badan Pekerja Kongres beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1 Orang Ketua merangkap 
anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 3 Orang Anggota. 

3. Ketua dan Anggota Badan Pekerja Kongres adalah BPH PB PMII yang bersedia menandatangani 
pernyataan diatas Materai untuk tidak mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PB PMII dan Ketua 
KOPRI. 

4. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Kongres dipiih dan ditetapkan dalam rapat pleno 
BPH PB PMII 

5. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Kongres dapat diganti oleh Ketua umum PB PMII 
melalui Rapat Pleno BPH PB PMII, jika tidak bisa menjalankan tugasnya secara efektif. 


BAB Ill 
TUGAS BADAN PEKERJA KONGRES 


Pasal 3 


Tugas Badan Pekerja Kongres adalah mempersiapkan tahapan-tahapan dalam proses rekruitmen 

Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, diantaranya adalah: 

1. Memverifikasi Tempat Kongres berdasarkan rekomendasi MUSPIMNAS dan melaporkannya 
kepada Pleno BPH PMII. 

2. Menetapkan tata cara dan proses recruitment Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB 

PMII. 

Menetapkan Bakal Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII. 

Menetapkan Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII. 

Menetapkan nomor urut Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII. 


Р 
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BAB IV 
TAHAPAN-TAHAPAN TUGAS BADAN PEKERJA KONGRES 


Pasal 4 


Dalam Menetapkan Bakal Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, Badan Pekerja 
Kongres membuka stand pendaftaran di sekretariat PB PMII. 


Pasal 5 


Dalam Menetapkan Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, Badan Pekerja Kongres 

melakukan verifikasi berkas para bakal calon, diantaranya adalah: 

1. Form pendaftaran. 

2. Surat pernyataan bermaterai untuk mengikuti tahapan-tahapan jelang kongres (debat kandidat) 
diberbagai kampus. 

3. Jika tidak dapat mengikuti debat kandidat, Badan Pekerja Kongres berhak untuk menggugurkan 
pencalonannya. 

4. Mendapatkan Rekomendasi 3 Pengurus Cabang yang dibagi secara proporsional berdasarkan 
Zona yang terdiri dari: 
a. Zona | adalah Wilayah Sumatera dan Kalimantan 
b. Zona II adalah Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 
с. Zona III adalah Sulawesi, Maluku dan Papua. 

5. Membuat artikel/makalah terkait dengan visi dan misi calon ketua umum. 


Pasal 6 


Dalam Menetapkan nomor urut Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, Badan 
Pekerja Kongres mengundang seluruh calon ketua umum dan calon ketua KOPRI PB PMII yang 
memenuhi persyaratan untuk bersama-sama mengundi nomor urut, yang selanjutnya akan menjadi 
atribut kampanye masing-masing. 


Pasal 7 


Proses recruitment Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII setelah masing-masing 

mendapatkan nomor urut adalah: 

1. Membuat forum debat kandidat calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, minimal 
di 3 tempat yang dibagi secara proporsional berdasarkan Zona Rekomendasi. 

2. Tempat debat kandidat yang dimaksud adalah Universitas atau Perguruan Tinggi. 


BAB IV 
ATURAN TAMBAHAN 


Pasal 8 


1. Badan Pekerja Kongres wajib melaporkan segala perkembangan atas tugas dan tanggung 
jawabnya di hadapan Pleno BPH PB PMII, 2 minggu sekali sejak dibentuk. 

2. Masa tugas BPK berakhir setelah menetapkan nomor urut calon ketua umum PB PMII dan Ketua 
Kopri PB PMII. 

3. Penetapan nomor urut calon paling lambat 1 bulan sebelum kongres. 


137 


BAB V 
PENUTUP 


Pasal 7 
1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno 
atau produk hukum organisasi lainnya. 
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. 


Wallahul Muwafieg Ilaa Agwamith Tharieg 


Ditetapkandi : Ambon 


Tanggal : 22 November 2015 
Pukul : 07.54 WIT 
PIMPINAN SIDANG 


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


| к Den 
.R. Zulkarnain esmiati 
Anggota 


Anggota 


Anggota 
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Jalan Sal emba Tengah 


Website : www. pmii 


